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PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR |&é TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DAN AUDIT KETAATAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian intern
vang efektfl di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lingga. perlu dilakukan kegatan
pengawasan berupa audit kinerja berbasis nsiko dan
audit ketaatan;

bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum
serta kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan audit
kinerja berbasis nsiko dan audit ketaatan bag Aparat
Pengawasan Intermn Pemerintah  di Lingkungan
Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga, maka perlu
ditetapkan suatu pedoman;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit
Kinerja Berbasis Risiko dan Audit Ketaatan pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4341);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negama
Republik Indones: Nomor 6856],

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah [Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinnan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 604 1),

Peraturan  Badan  Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengawasan [ntern Berbasis Risiko (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemernintah;

Peraturan Kepala Badan Pembangunan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
instansi Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian
Risiko;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman
Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemenntah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1790);

Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Bidang Pengawasan
Penvelenggaraan Keluarga Daerah Nomor 8 Tahun 2020
tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko bagi APIP Daerah;

Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 07 Tahun
2020 tentang Pedoman Audit Ketaatan;

Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Bidang Pengawasan
Penvelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-
09/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja
Berbasis Risiko;

Peraturan Bupati Lingga Nomor 33 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga
(Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 nomor
133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lingga Nomor 10 Tahun 2023 tentang

[ i .

e e ———

L 1 b gl o e T e
3 by T




Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 33
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kena Inspektorat Daerah
Kabupaten Lingga [(Berita Daerah Kabupaten Lingga
16 Tahun 2023 Nomor 237);

Peraturan Bupati Lingga Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemernntah
Kabupaten Lingga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN AUDIT

KINERJA BERBASIS RISIKO DAN AUDIT KETAATAN Di

LINGKUNGAN  INSPEKTORAT DAERAH  KABUPATEN
LINGGA.

BAB |
KETENTUAN NUMUM

Pa=al 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

bl ok ok

(1]

[2)

(3

Daeranh adalah Kabupaten Lingga.

Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Lingga.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.

Inspektorat Dacrah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga.

Audit Kinerja Berbasisa Risiko adalah audit vang dilakukan untuk
méemberikan keyakinan vang memadai guna meningkatkan kinenja dan
perbaikan proses pengelolaan risiko atas program strategis dan prioritas
pimpinan dacrah dengan sasaran menilai ketantan terhadap kententuan
vang berlaku dengan cara menilai aspek ekonomis, efisien, dan efektif,
menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran
perbatkan pengelolaan nisiko dan pengendalian intern.

Audit Ketaatan adalah aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian
transaksi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai dalam
memastikan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan vang
telah ditetapkan.

BAB 1
AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

Pasal 2
Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risko disusun dengan uraian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati imi,
Langkah kerja audit vang dimulai dari perencanaan audit hingga pelaporan
hasil tercantum dalam Lampiman | vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Kinerja
Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran | vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat: ins.
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BAB I
AUDIT KETAATAN

Pasal 3

(1) Pedoman Ketaatan disusun dengan uraian sebagaimana tercantum dalam
E-.nmpi@n_ Il yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

upati ini.

(2] Langkah kerja audit yang dimulai dari perencanaan audit hingga pelaporan
hasil Audit Ketaatan tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3] Dokumen-dokumen vang diperlukan dalam pelaksanaan Audit Ketaatan
tercantum dalam Lampiran [l vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Lingga Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Audit Ketaatan Inspektorat Kabupaten Lingga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun
2010 Nomor 75);

b. Permturan Bupati Lingga Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Audit Kinerja di Lingkungan Pemernintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 214.

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kabupaten

Linggn.

Ditetapkan di Daik Lingga
padn tanggal 2| Maret 2025
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Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 2| Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

ARMIA
BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 37!
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR /& TAHUN 2025

TANGGAL ; 21 MARET 2025

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO

BAE 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reinginan dan tuntutan stakeholders belum dapat terpenuhi apabila
hanya didasarkan pada hasil audit laporan keuangan yang memuat opini
atas kewajaran penvajian laporan keuangan. Stakeholders ingin
mengetahul  keberhasilan suatu  Program  strategis  instansi
Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) dan apakah program
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, dengan cara
yang efisien, dan hasil vang efektif serta program tersebut dapat
memberikan nilai tambah bagi Kkesejahteraan masyarakat. Untuk
memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu program K/L/P,
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat memberikan nilai
tambah peningkatan kinerja pemenntah daerah melalui hasil-hasil
pengawasan berupa lavanan assurance audit kinerja untuk meningkatkan
ketaatan, kinerja vang efektf, efisien, dan ekonomis (3E), maupun
layanan konsultansi untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan
pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi. Hasil audit vang
diharnpkan tersebut merupakan outcome dan pencapaian danpemenuhan
kapabilitas APIP Level 3.

Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko Dalam Grand Design PIBR

Dalam matriks grand design Pengawasan Intern Berbasis Risiko
[PIBR), kedudukan audit kinerja terletak pada tingkat kematangan
Manajemen Risiko (MR] Level 3 [Risk Defined) dan Kapabilitas APIP {IACM)
Level 3 (Integrated) sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1, Kedudukan ini
menjelaskan bahwa audit kinerja berbasis risiko dilaksanakan apabila
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tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3 dan dilaksanakan oleh APIP
dengan tingkat kapabilitas Level 3.

Untuk Pemda yang tingkat kematangan manajemen risikonya masih
beradadi bawah Level 3, pedoman umum audit kinerja berbaxis risiko ini
dibuat untuk mendorong APIP bersama manajemen melakukan perbaikan
ke arah Kapabilitas APIP Level 3 dan Menajemen Risiko Level 3. Manajemen
didorong untuk segera menyusun kebijakan manajemen rnisiko dan
mengimplementasi manajemen risiko. Untuk itu, SOM APIP harus paham
dan kompeten mengenai pengelolaan risiko dan APIP didorong untuk
mampu memiasilitasi penerapan manajemen risiko sebagnimana terdapat
pada Gambar1.1.

Dalam Internal Audit Capability Model (IACM], audit kinerja berbasis
risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan Perencanaan Pengawasan
Berbasis Risiko (PPBR). Arca pengawasan yang menjadi lingkup audit
kinerjamerupakan hasil proses PPBR sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2,
Risiko tinggl yang tendentifikasi pada saat PPBR menjad: salah satu acuan
dalam perencanaan Potencial Audit Objective [PAO) dan lingkup audit
kinerja. Sehingga, dapat dikatakan keberhasilun penilsuan nisiko pada saat
PPBR akanmendukung keberhasilan audit kinerja yang akan dilakukan.
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Tabel 1.1. Keterkaitan antarn Audit Kinerjn Berbasis Risiko dalam Matriks
Grand Design PIBR, MR dan Kapabilitas APIP

1 b
r.

Gambar 1.1 Pelaksanaan Audit Kinerja dengan Manajemen Risikonya masih
berada di bawah Level 3
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Tabel 1.2 Audit Kinerja dalam Matriks Kapabilitas APIP - IACM Rewvsed 2017

Pengertian, Karakteristik, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Kinerja
Pengertian Audit Kinerja dari berbagal sumber:

Berdasarkan Undang-Undang (UU] Nemor 15 Tahun 2004 tentang
Pemenksaan Pengrelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
ncgara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ckonomi dan cfisiensi
scria pemenksaanpada efektivitas (3E].

Pernturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat 2,
audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instans: pemerintah vang terdiri atas audit aspek ekonomi,
efisicnsi, dan audit aspek efektivitas [AE).

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomar
1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,
audit kinerja adalah pemcriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri atns pemeriksann aspek ckonomis dan efisiensi
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serta pemeriksaan atas aspek cfektivitas (3E), termasuk juga
menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan serta pengendalianintern.

* Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPY) |
audit kincrja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah yang terdini atas audit aspek eckonomi,
elisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E), serta ketaatan pada
peraturan.

*  Atas penjelasan dan defimisi di atas maka dapat disintesakan bahwa
audit kinerja berbasis risiko yang dimaksud dalam pedoman ini
adalah audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan
perbaikan  proses pengelolaan rnistko  atas  program
strategis/priontas pimpinan daerah dengnn sasaran menilai
ketantan terhadap kententuan vang berlaku, menilai aspek 3E,
menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan
saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Karakteristik Audit Kinerja antara lain:

* Audit kinerja harus dapal menjawab apakah sesuatu yang benar
telah dilakukan dengan cara yang benar. Maksudnva adalah
bahwa program prioritas yang diaudit welah dilaksanakan dengan
CcAra vang benar.

¢ Audit kinerja haruslah menggambarkan seperti pemeriksaan
kesehatan (medical check up) pelaksanaan suatu program prioritas.
Maksudnya adalah bahwa audit kinerja harus dapat memberikan
saran-saran perbaikan terhadap kinerja program prioritas yang
tidak optimal dan pengelolann risiko vang belum memadai.

o Audit kinerja adaluh audit for management schingga diharapkan
hasil audit kinerja yvang dilakukan oleh APIP dapat memberikan
rekomendasi perbaikan sebagai upava peningkatan akuntabilitas
dan kinerja entitas yang diaudit.

* Audit kinerja memeriukan indikator kinerja sebagai ukuran yang
jelas, sah, dan dapat dipertanggung jawabkan mengenal aspek
ekonomis, efisiensi dan efektivitas,

Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kinerja



o Ruang lingkup audit kinerja pada pedoman umum ini adalah aren
pengawasan berupa program sirategis/program prioritas vang
memiliki risiko tnggm sebagaimana tercantum dalam PKPT yang
disusun berdasarkan Perencianaan Pengawasan Berbasis Risiko
(PPBR). APIP hendaknya melakukan audit kinerja setidaknya pada
program prioritas yang paling berkontribusi/ paling relevan dalam
menentukan sasaran strategis RPJMD. Namun, apabila APIP telah
memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja atas
beberapa program prioritas maka audit kinerja vang dilakukan
hendaknya ditingkatkan hingga level sasaran vang ada di RPIMD.,

o Audit kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan
masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan
perbaikan kinerja untuk mengurang/menghilangkan /memulibkan
dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalinn dalam rangka
perbaikan tata kelolaorganisasi,




4. Tahapan Audit Kinerja, Metodologi dan Kompetensi Kebutuhan SDM

Gambar 1.3 Tahapan Proses Audit Kinerja

1. Tahapan Proses audit kinerja
* Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdin dari
persiapan penugasan, penetapan tujuan dan ruang lingkup,
pemahaman proses bisnisauditi, identifikas: dan penilaian risiko
utama serta  pengendalian ulama. Hasil dari  ahapan
perencanaan adalah kesepakatan penetapan indikator kinerja,
model audit kinerjn, penetapan TAO dan Program Kerja Audit
[PEA) rencana pengujian bukti vang akan dilakukan pada saat
tahapan pelaksanaan audit kinerna.

¢ Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengukuran,
penilaian dan pengujiun atas bukti-bukti yvang diperoleh vang
terkait dengan aspek ketaatan, aspek JE, serta capaian kinerja
berdasarkan indikator kinerja dengan model vang telah

o



disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut
kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas arca
Indikator Kinerja. Kegiatan (IKK) yang capaian kinerjanva tidak
optimal atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas
predikat “berhasil” dari targetg yang telah ditetapkan. Atas
indikator kinena yang capaiannya masth di bawah tersebut akan
dijadikan ansa of improvement yang perlu dudentifikasi penyebab
hakiki dan diberikan saran perbaikan kincrja, pengelolaan risiko
dan pengendalian, terutama yang merupakan nsiko dan
pengendalian utama yang ada pada auditi.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian
masing- masing Indikator Kinerja Kegatan (IKK) berdasarkan
bukti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil
pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat
kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan Kriteria
indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan.

Tahap Komunikasi Hasil Audit

Setelah  selesai  melaksanakan  penugasan  lapangan,
penyusunan simpulan,temuan dan usulan rekomendasi, APIP
perlu | mengkomunikasikan  hasil audit  kinerjn kepada
Pimpinan/Manajemen  Auditi. Sebelum  melaksanakan
pembahasan akhir dengan auditi, APIP sebaiknya melakukan
pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadin seluruh
tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan
kembali bahwa isi dani notisi hasil audit {simpulan sementara)
telah didukung dengan bukti vang relevan, kompeten dan
cukup. Selanjuinya, untuk memperaleh langgapan atas
simpulan dan hasil pengkomunikasian hasil audit maka periu
dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan auditi
Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektifl dan
menghamlkan kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya
dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan
dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun
auditi. Pengkomunikasian hasil audit APIP yangdi dalamnya
terdapat rckomendasi dan saran sangat penting bagi auditi
untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada scsum
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saran vangtelah diberikan APIP. Rekomendasi vang diberikun
diharapkan dapatmengurangs dampak masalah, meningkatkan
proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolann
risiko dan pengendalian yvang ada serta dapat mengurang
tngkat risiko organisasi sehingga oufcome dari audit kinerja
dapal tercapai.

2. Metodologi/ Pendekatan doalam pelaksanaan audit kinerja

* Pendekatan Integrated Performance Management System (IPMS]

yaitu scbunh pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan
menetapkan lujuan, proses mencapai tujuan, faktor-fakior vang
mempengaruhi  keberhasilan, dan  indikator keberhasilan.
Pendekatan ini lebih tepat untuk mengukur kineria suatu
program jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atay
program dengan durasi waktu tertentu baik satu tahunan
maupun lima tahunan.
Untuk contoh membangun model IPMS terdapat pada Form
I.1a. Catatan: metodologi IPMS penerapannya tergantung dari
kompleksitas program prioritas vang terpilih menjadi area
pengawasan audit kinerjaseperti, antara lain seberapa banyak
OPD yang terlibat, seberapa banyakindikator kinerja program
dan indikator kinerja kegintan vang mendukung kunci
keberhasilan program tersebut. Semakin banvak OPD dan
indikator kinerja dalam program tersebut, maka metodologi IPMS
yang dibangun akan semakin kompleks.

* Pendekatan Balance scorecard yaitu sebuah pengukuran kincra
dengan menggunakan empat persepektif  yaitu  keuangan,
stakeholders, bisnis proses, dan leaming process and growth
Pendekatun tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses
bismis yang ada di sektor publik. Pendekatan ini dapat digunakan
untuk program rutin/berkelanjutan secaraterus menerus yang
berorientasi kepada keuangan, stakeholders, bisnis proses, dan
ieaming process and growth seperti pada proses bisnis pada unit
kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang proses bisnisnya
terus menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung
dengun  stakeholders. Untuk contoh pendekatan Balance
Scorecard terdapat di Form 1.2



* Pendekatan Logic yaitu suatu metode pengukuran vang
menguraikan hubungan sebab akibal antara berbagai komponen
program dengan dengan komponen indikator kinerja seperti input,
outpul, dan outcome. Pendekatan ini biasanva digunakan untuk
mengevaluasi  pencapaian  suatu  program/kegiatan. Untuk
contoh pendekatan Logic terdapat di Form 1.3

3. Kompetensi Kebutuhan SDM

Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit vang
telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan suatu audit kinerja, APIP
perlu mempunyaikompetensi dan kecermatan profesional (standar
2000, AAIPl) mengenai audit  kinerja. Kompetensi  lersebut
didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam
melakukan audit kinerja (Knowledge, Skill, dan Attitude). Selain itu,
APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal
|Standar 2014, AAIPI), apabila tidak acda SDM APIP yang mempunyai
keahlian yang diharapkan. Dengan kriteria di atas dapai
disimpulkan bahwa SDM APIP vang melakukan audit kinerja adalah
SDM APIP yang telah terlatih untuk melakukan audit kinerja,
memahami pengukuran kinerjn dan memahami proses bisnis auditi.

APIF harus mampu menjadi early warming system kepads pimpinan
organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan. APIP
periu memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang
teknis vang selaras dengan proses bisnis auditi.

5. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja

Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas auditi yang telah memiliki
indikator kinerjn sebagai ukuran kincrjanya. APIP dapat menilai kelavakan
indikator kinerja auditi dengan memperhatikan standar pelayanan
mimimal, tujuan sirategis organisasi, best practice serta pertimbangan
profesional APIP. Adapun syarat indikator kinerja yang baik vaitu dapat
diukur, relevan, dan mudah dimengerti serta dapat memberikan informasi
yvang tepat lentang capaian kinerja. Berikut adalah contoh reviu indikator
kinena:
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Tabel 1.3 Contoh Reviu Indikator Kinerja
Sumber: Modul Audit Kinerja Pusdiklatwas

Indikator kinerja hendaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi
area- area kritis dari proses bisnis auditi sebagai dasar pengembangan
Critical Success Factor(CSF), dan penilaian risk reguster strategis auditi. Pada
dasarnyaperumusan indikator kinerja merupakan langgung jawab pihak
manajemen auditi. Penetapan indikator kinerja dan skala pengukuran
kinerja hendaknya melalui kesepakatan bersama antara APIP dan auditi
dengan memperhaltikan risiko strategis, proses bisnis auditi dan tujuan dari
program strategis,

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatil dan kualitatif vang
menggambarkan tingkal pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri atas input, output,
outcome, manfast dan dampak. Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja
sebaiknva juga discpakati dengan auditi, berikut adalah contoh skala
pengukuran kinerjn yangbiasa digunakan:
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Skor Rategori
85 s skor £ 100 Berhasil
70 = skor < 85 Cukup Berhasil
50 < skor < 70 Kurang Berhasil
0 = skor < 50 Tidak Berhasil

Contoh Tabel 1.4 Skala Pengukuran Kinerja
6. Konsep Ekonomis, Efektif, dan Efisien

Chashromary
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Gambar 1.4 Konsep Aspek 3E
Sumber: diolah dan berbagai sumber

» Pengertian Ekonomis
Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan
digunakandalam proses dengan biava, waktu, tempat, kualitas, dan
kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan binya
perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap
menjaga kualitas dan standar yangditerapkan. Audit atas aspek
chonomis meliputi:

- Apakah barang atau jasa untuk Kepentingan program,
aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga
lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang
sama yang terdapat dalam standar harga/ e-catalog dan harga
asosinsi; dan

- Apakah barang atau jasa teluh diperoleh dengan kualitas vang
lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa
dengan hargan yang sama vang terdapat dalam standar
harga / e-cuatalog dan hargs asosiasi



* Pengertian Efisiens:
Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output.
Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan
output maksimal dengan jumlah input terteniu atau mampu
menghasilkan output terteniu  dengan memanfaatkan input
mimimal. Audit atas aspek efisiens: meliputi:
- Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/jasa
telah dipakaisecara optimal
- Apakah output vang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit
input;
- Apakah output vang terbalk dalam ukuran kuantitas dan
kualitas dapat diperoleh dan input vang digunakan.
e Pengertian Efektivitas
Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan
dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan
vang dicapai (outcomes). Efektif berarti output vang dihasilkan telah
memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas
meliputi:
- Apakah oufput yang dihasilkan telah dimanfaatkan
schagaimana diharapkan;
- Apakah outpuf yang dihasilkan konsisten dengan tujuan vang
ditetapkan;
- Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari outpul yang
dihasilkandan bukan dari pengaruh lingkungan luar.
Untuk yang lebih luas lagi, efcktivitas dapat juga dilihat dari
outcomes berupa dampak, akan tetapi pengukuran efektivitas
sampal pada dampak memeriukan ruang lngkup pengukuran
kinerja vang lebih luas dan besar, schingga untuk sampai saat in
pengukuran efcktivitas hanya berupa manfaat ouwlput dari
tujuan /sasaran vang ingin dicapa:. Contoh ilustrasi aspek 3E
terdapat pada Form 1.4

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko ini
adalah sebagai berikun:
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Bab | Pendahuluan

Hab ini membahas latar belakang dan Grand Design Audit Kinerja
Berbasis Risiko dalam Peningkatan Kapabilitas APIP; Pengertian,
karakieristik, tujuandan ruang lingkup audit kinerja serta tahapan,
metodologi dan kempetensi kebutuhan SDM dalam melakukan audit
kinerja; Penjelasan mengenai pemilihan dan penetapan indikator
kinerja serta konsep 3E.

Bab I1 Perencanaan Audit Kinerja

Bab ini membahas mengenai persiapan, penentuan tujuan dan ruang
lingkup audit kinerja; pemahaman proses bisnis auditi, identifikasi
dan penilaian nsiko utama serta desain pengendalian utama:
Kesepakatan penctapan indikator kinerja, bobot penilaian dengan
auditi dan  dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan
penvusunan PKA.

Bab 11l Pelaksanaan Audit Kinerja

Bab ini membahas mengenai pengumpulan dan pengujian bukti atas
penetapan indikator kinerja yang telah disepakati serta pelaksanaan
PRA Pengujian dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel
yang memadai; Melakukan pengujian bukti terkait aspek ketantan,
aspek 3E dan capaian hasil kinerja serta mengidentifikasi penyebab
capainn Kinerja yung tidak optimal dengan melakukan pengujian atas
ristko utama dan efektivitas pengendalian utama; Menvusun temuan
dan simpulan hasil audit vang didukung dengan pendokumentasian
hasil audit.

Bab IV Pengkomunikasian Hasil Audit dan Tindak Lanjut

Bab ini membahas mengenai pengkomunikasinn hasil audit vang
dilakukan pembahasan bersama dengan auditi dan dituangkan dalam
Berita Acara kescpakatan. Setelah itu, dilakukan penyusunan dan
penyampaian  hasil laporan pengawasan yang disertai dengan
monitonng tindak lanjut hasil audit.
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BAB 11
PERENCANAAN AUDIT KINERJA

Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja
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‘Gambar 2.1 .Gambaran Umum Perencanaan Audit hii_n:rjn

Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari; persianpan penugasan,
penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis,
wdentifiknsi: dan penilman risiko utama sertn desain pengendalinn utama,
penetapan indikator kinerjn, bobot dan penvusunan PKA rencana
pengujuan.

I. Persiapan

Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan
audit kinerja dapat dilaksanakan dengan baik. Audit kinerja
dilukukan atas area pengawasan yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Berikut adalah hal
hal yvang perlu dipersianpkan antara lain:
a] Mengdentifikasi mandal/kewenangan APIP, kebijakan dan
peraturan umum terkait program dan informasi yang relevan atas
program prioritas vang terpilih. Hal tersebut dapat diperoleh
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melalui dokumen Internal Audit Chapter (IAC), RRIMD, Renstru,
Isu terlani, besaran anggaran, dan kejadian temuan tahun
sebelumnya. Hasil identifikasi ini dapat dijadikan Potencial Audit
Objective (PAO).

bl Mempersiapkan tm dan surat penugasan dengan
memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektifl sesuai
dengan penugasan yang akan dilakukan.

€] Mengalokasikan dan menclapkan sumber daya yang sesuai
untuk mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan
Program Kerjn Audit (PKA) Perencanaan.

Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup

Penctapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis
pada awal penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan dan ruang lingkup
audit secarn jelas dapat membuat pekerjaan tim tidak selaras dengan
pentgasan.

a) Agar sasaran/tujuan audit kinerja dapat dicapai, APIP periu
menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai.
Pernyataan ruang lingkup perludibuat untuk menjelaskan apa
yang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugnsan

b) Tujuan audit kinerja yvaitu APIP melaksanakan pengukuran,
penilaian dan pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek 3E atas
capaian kincrja program prioritas.

¢} Selain itu, AP[P dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan
tata kelola, pengelolaan nisiko dan pengendalian pada auditi
schinggn outcome audit kinerja dapat tercapai.

Adapun ruang lingkup vang terkait audit kinerja berbasis risiko dalam
pedoman umum ini adalah program prioritas {area pengawasan) periode
tertentu  yang ditetapkan dalam PPBR, menjadi concermn/perhatian
pimpinan dacrah dan telah memiliki indikator kinerga sehingga APIP dapat
melaksanakan penugasan audit kinerja.

Pemahaman Proses Bisnis Auditi

Seteluh APIP menentukan tujuan dan ruang lingkupnya, maka tahap
selanjutnyvaadalah pemahaman proses bisnis auditi oleh APIP. Hal terscbul
dilakukan agar APIP memahami kegratan pokok, tugas dan fungsi, isu dan
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permasalahan yang dihadapi, peraturan yang terkait dengan program
prioritas, anggaran yang dipcroleh, informasi mengenai  penerapan
lingkungan pengendalian vang mendukung keberhasilan program serta
data umum lamnya vang relevan. APIP dalam pemahaman proses bisnis
perlu mendalami dan mengidentifikasi seluruh tingkatan pencapaian
fujuan crganisasi baik dari operasional dan tujuanstrategis. Adapun hal-
hal yang perlu dilakukan dalam pemahaman proses bisnisauditi vaitu:

a)

bj

Identifikasi keselarasan antara program prioritas di  RPJMD,
RKPD, dengan Renstra, RKT dan RKA masing-masing OPD yang
terkait dengan program prioritas untuk m engantisipasi
kemungkinan adanya revisi RPJMD dan Kepala Daerah.
Catatan:Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkah berikutnya Contoh Kertas Kerja
Penyelasaran terdapat pada Form 1.5.
Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU) i
RPJMD, apakah indikator kinerja utama atas program prioritas
yang ada di RPJMD telah cukup/lavak untuk digunakan dan
dijadikan ukuran dalam pencapaian program prioritas schingga
diharapkan IKU yang ada dapat menggambarkan pencapaian
program pnontas,
Catatan:Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkah berikutnva.
Contoh kertas kerja evaluasi ketepatan IKU terdapat pada Form
L&
Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait
dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis
dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah lingkungan
pengendalian  kondusif/ memadai  untuk mendukung capaian
program pnoritas
Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka
bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya.
Contoh kertas kerja kondisi lingkungan pengendalinn ada di
Form 1.7
Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman,
Juklak /juknis, kebijakan teknis dan SOP yang ada dan K/L serta
Organisasi Perangkat Daersh (OPD) vang terkait dengan program
prioritas. ldentifikasi aktor/pelaksana program prioritas vaitu OPD
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d)

Utama dan OPD Pendukung termasuk peran, tusi dan proses bisnis
dan OPD tersebut sampai dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada
unit-unit teknis terkait beserta struktur organisasi.

Identifikasi arca-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis
dari aktor/pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil
audit sebelumnya, issue/permasalahan atas program, kemudian
area kritis tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan Critical
Success Factor (CSF). Pada saal pemahaman proses bisnis audit,
APIP dapat menilai kelayakan [reviu) indikator kinerja yang telah
ada dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan
strutegis organisasi, best practice serta pertimbangan profesional
APIP. Contoh kertas kerja reviu indikator terdapat pada Form
1.8

ldentifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian
Utama Tujuan dari tahap identifikasi nsiko adalah untuk
menentukan rnisiko-risiko utama yang berpotensi menghambat
pencapaian kinerja program prioritas. Adapun pengertinn dari
risiko utama adalah risiko strategis yang menganggu pencapaian
tujusn organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai
risiko tinggi/risiko sangat tinggl. Risiko strategis Pemda vang
merupakan nsikostrategis dan risiko operasional lintas OPD vang
penanganannyva tidak dapat dilakukan oleh OPD tertentu/bukan
kewenangan OPD tertentu, schingga memerlukan penanganan
Kepala Daerah. APIP perlu dapat mengidentifikasi risiko yang
menghambat pencapaian Kinerja program atau dengan kata lain
risiko di level mana yang belum ditangani dengan baik vang
menganggyu pencapaan tujuan strategis Pemda, apakah di level
strategs Pemda, strategis OPD atau operasionnl OPD.

Identifikasi dan penilman nsiko dapat  dilakukan dengan
memanfnatkan risk register dan profil risiko auditi vang telah
divalidasi sesual jenjangnya, apakah divalidasi Kepala Daerah atau
pimpinan OPD vang disertai dengan data dukungberupa analisis
dokumen, S0P, dan laporan kegiatan. APIP perlu melakukan
penilaian register risiko (evaluasi register risiko) untuk memastikan
validitas risk regisfer auditi. Hal tersebut karena nsk register
manajemen risiko Pemda sebagian besar masih dalam tahap
pengembangan/ pencrapan awal schingga register risiko tersebut



belum dapat diandalkan sepenuhnyas (mengingat kKematangan
manajemen risiko belum mencapai Level 4).

Evaluasi risk register auditi dapat dilakukan dengan melakukan
brainstorming dengan pimpinan OPD vang terkait program prioritas,
dan pegawai kunci yang menjalankan/mengetahui  program
tersebut disertai hasil analisis atas data historis, benchmarking,
hasil nset dan hasil kajion mengenai risitko (sebab, dampak,
kemungkinan terjadinya). Hasil dari evaluasi register risiko tersebut
maka APIP dapat membuat daltar risiko-risiko utama baik pada
risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional
OPD yang berpolensi menghambat pencapaian program proritas.
Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa
dilanjutkan pada langkah berikutnyva

Contoh evaluasi register risiko ada pada Form 1.9

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko
yang adn pada proses bismis auditi dan mengidentifikosi risiko
utama/risiko  inheren yang tinggi/sangal tinggi vang dapat
menghambat pencapaian tujuan organisasi. Setelah mendapatkan
rsiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian- pengendalian
atas daftar risiko-nisiko ulama yang telah teridentifikasi.
Pengendalian yang telah ada pada daftar risiko utama (tinggi dan
sangnt  tinggi) terscbul  kemudian  APIP  mengidentifikasi
pengendalian utamanya. Pengendalian utama vang telah ditctapkan
kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian
utama terhadap risiko utama.

Contoh kertas kerja simpulan desain pengendalian ada pada
Form L9 Identifiknsi dan penilnian kecukupan desain
pengendalian utama diharapkandapat menentukan bahwa proses
kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi
secara rutin serta telah sesual dengan proses penilman risiko vang
ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak vang timbul
akibat pengendalian utama tersebut tdak dyalankan. Setelah
melakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian
ulama atas daftar ristko ulama, APIP berdiskusi dengan
auditi/ manajemen untuk menyepakati indikator kinerja, bobot
penilaian dan membangun model / metodologi vang akandigunakan
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dalam pelaksanaan audit kinerja.

Penetapan Indikator Kinerjn, Bobot Penilaian dan Penyusunan
Rencana Dalam audit kinerja, APIP SEYORVanyn
menclapkan/memilih audit kinerja atas program prioritas vang
telah memiliki indikator kinerja. Selanjutnya, hal yang perlu
diperhatikan APIP adalah indikator kinerja vang ada terscbut
seyogyanya pada tahap perencanaan telah dilakukan reviu
kelayakan oleh APIP, teluh dilakukan pembahasan dan
kesepakatan dengan  pihak  auditi/manajemen  atas indikator
kinerja, bobot penilaian dan skala/gradasi pengukuran kinerja.
Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acura
kesepakatan antara auditordengan auditi. Langkah terakhir dalam
penyusunan perencanaan audit kinerjaadalah menyusun program
kerja audit termasuk rencana pengujian rinci (PKA Pelaksanaan)
dan alokasi sumber daya mengenai anggaran waktu pengujinn
serta dana vang diperlukan untuk melaksanakan penugasan.
Pada proses inidiperlukan pengalaman APIP dalam menentukan
dan membual rencanapengujian, penentuan jumlah waktu, biayva
dan jadwal pengujian agar dapatdiselesaikan tepat waktu.

Dalam penyusunan rencana pengujian perlu  memperhatikan
tujuan audit dan ruang lingkup audit serta indikator kKinerja yang
telah disepakati bersama. APIPdalam melakukan pengumpulan dan
penguiian bukti pada tahap pelaksanaan audit kinerja dapat
mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti pada area-area kritis
atns capaian kinerja setinp indikator kinege kegiatan yang
mendukung program prioritas schingga APIP dapal memberikan
saran/rekomendasi perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko,
pengendalian intern dalam pencapainn kinerja program prioritas
dan tujuan organisasi.
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Gambar 3.1 Gamburan Pelaksanasan Audit Kinerja
Proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujinn untuk
mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi
program prioritas, schingga APIP dapat:
a) Menilai dan menyvimpulkan kinerja dari program prioritas tersebut
dariaspek ketaatan dan aspek 3E
b) Mengidentifikasi dan menganalisis  penyvebab-penyebub  tidak
optimalnyakinerjn atas program priorntas
¢} Menyusun simpulan serta temuan audit

diMemberikan saran uniuk mengurangt dampak permasalahan,
perbaikan kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalinn dan
Governance Risk Control
Dalam pedoman umum audit kinerja ini, APIP mengumpulkan dan menguji
atas bukti-bukt yang diperoleh vang terkait dengan aspek ketantan, aspek
JE, serta capmian kinena berdasarkan indikator kinena dengan
model/metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan, Hasil
kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan dinnalisis capalannyn atas
area/ indikator kinena kegiatan yang capaian kinerjanya tidak optimal atau
indikator capalan kinerjanya masihdi bawah batas predikat “berhasil® dan
target yang telah ditetapkan, Atas indikator kinerja yang capaiannyva masih
di bawah terscbut akan dijadikan area of improvement yvang perlu
diidentifiknsi penyebab hakiki dan diberikan saran perbailkan kinerja,
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pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan
pengendalian utama vang ada pada auditi.

Seperti contoh, APIP akan menguji apakah proses identifikasi dan
penetapan risiko utama atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tidak
optimal dalam mendukung program prioritas. APIP perlu menguji proses
tersebut untuk dapat menganalisis apakah risiko-risiko utama atas [KK
telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.
Apabila ditemukan adanva penetapan risiko utama atas IKK vang tidak
tepat atau ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh
manajemen, maka nsiko vang tidak tepat atau nisiko utama yang belum
teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan awal bagi APIP dalam
rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut. Setelah
menguii proses penetapan risiko utama, APIP dapat menguji efektivitas
sistem pengendalian intern. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa
APIP perlu memahami rancangan sistem pengendalian mtern dan menguj
penerapannya/efektivitas dari pengendalian  intern auditi. Pengujian
efektivitas pengendalian utama atas IKK yvang capaian kinerjanya lidak
optimal yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan
tujuan dari desain pengendalian secrta membandingkan desain
pengendalian  dengan implementasinya. Adapun contoh tekmk
pengujiannya dapat berupa melihat form dan substansi dokumen
pengendalian, pengamatan atas prosedur/SOP dengan implementasi di
lapangan dan lakukan penilaian apakah yang tertulis cdi SOP telah
dilakukan dengan cara yang tepat, aoleh orang yang tepat dan
terdokumentasi dengan baik, melakukan reperformance seria wawancara.
Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-
masing Indikator Kinerja Kegiatan {IKK) berdasarkan bukti-buku yang ada
atas program prioritas tersebul. Hasil pengujinn tersebut juga akan
digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program
prioritas yang didukung dengan bukti- bukti yang telah didokumentasikan
oleh APIP berdasarkan kriteria indikator kinerja yvang telah discpakau i
tahap perencanaan., Diharapkan APIP dapat memberikan saran dan
rekomendasi perbaikan kinerja untuk mengurangi atau menghilangkan
dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian yang mengarah pada
tindakan nyata, sertadapat diluksanakan oleh auditi.
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Teknik Audit, Bukti Audit dan Teknik Sampel

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan
mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, dengan
menggunakan teknik audit dan teknik sampel. Sehingga, APIP diharapkan
memperoleh bukti yvang material dan relevan serta sampel yang
represeniafive. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan APIP menjadi
profesional dimana hasil audit mempunymi dasar yang kuat dalam
penyusunan temuan dan simpulan hasil audit. Berikut adalah hubungan
antara teknik dan jenus buku audit yvang dapat diperoleh:
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Gambar 3.2 Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan
pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya
besaran pengujian yang akan dilakukan. Besaran luasnya pengujian
tersebut tidak perlu dilakukan auditsecara keseluruhan melainkan dapat
dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yvang diharapkan
melalui teknik pemilihan sampel. Agar pemilihan sampel dapat benar
representative maka dapat menggunakan contoh rumus/tabel statistik
vang biasa digunakan dalam menentukan jumnlah sampel antara lain:

1} Rumus Slovin

n=N/Nd2- 1
n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig.= 0,05,

Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam
layanan admimnstrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal
tersebul APIP tidak akan menguji sccara keseluruhan melninkan
menggunakan sampel dengan pertimbangan profesionalnva dengan
menggunakan rumusslovin dan tingkat kesalahan yang dikehendaki
adalah 5%, maka jumlah sampel vang aknn dilakukan pengujian oleh
APIP adalah :
N =125/ 125 [0,05)2 + 1 = 95,23, dibulatkan 95
2] Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael

APIP selain menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel
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yang representative jugn dapat menggunakan tabel Isaac dan
Michael, Di mana dalam table tersebut telah tersedia tingkat

kesalahan sebesar 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, APIP dapat
secarn langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah
populasi dan tngkat kesalahan yang dikehendaki.

3) Jumlah sampling minimal

AFIP saat melakukan sudit/pengawasan yang ruang lingkupnya
tidak terlalu besar, maka dapat menggunakan jumlah sampling
minimal seperti yang disebutkan Roscoe dalam Sugivono (2010: 131)
mengatakan bahwe ukuran sampel vang lavak dalam penelitian
adalah antara 30 sampai dengan 500, Bila populasi kurang dari 30,
seyogyanyn diambil keseluruhan,

3. Pengujian Aspek Ketsatan, Aspek Kinerja (3E) dan Capaian hasil
Kinerja
Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan
mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilih atas aspek
ketaatan dan aspck 3E. Selain itu, APIP juga melakukan penilaian dan
penyimpulan capaian  Kinerja  berdasarkan indikator kinerja dan
model/metodologi  yang telah discpakati pada tahap perencanaan,
Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan atas kontribusi dari
masing-masing aktor /OPD pelaksana program prioritas.

APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan vaitu APIP dapat
memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang dinudit
atas program prioritas telah sesuni dengan peraturan perundang-
undangan, kebijakan, prosedur vang berlaku dan peraturan terkait, serta
kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya. Selanjutnya vaitu pengujian
terkait aspek 3E yang dilakukan oleh APIP, seperti contoh aspek ekonomis
dan efisien, APIP daput menguji bagaimana perolehan input mengenai
barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan yang mendukung
program prioritas. APIP juga periumelihat perolechan input tersebut dengan
hasil outpur untuk melihat aspek efisien, apnkah auditi telah memperoleh,
melindung dan menggunakan sumber dayanya secaras hemat dan efisien
serta mengidentifikas:  penvebab  timbulnya  ketidakhematan  dan
ketidakefisienan. Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian aspek
efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program atau manfaat
vang diperoleh sesuai dengan yvang ditetapkan dan menilai sejauh mana
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kegiatan auditi dalam pelaksanaan program yang bersangkutan mencapai
tujuan. Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja
masing: masing indikator kinerja kegiatan vang mendukung program
prioritas berdasarkan hasil pengujian atas aspek ketaatan dan aspek 3E
tersebut. Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan tersebut yang
tidak tercapai/tidak optimal kemudian diidentifikasi dan dianalisis
penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau indikator capaian kinerjanya
masih di bawah batas predikat “berhasil® dari target vang telah ditetapkan.
Atas indikator kinerja vang capaiannya masih di bawah tersebut akan
dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi penvebab hakiki
dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan
pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama
vang ada pada auditi.

Adapun pada saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program tersebut
masih berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penilainn 3E
dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ckonomis dan
efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektivitas dari program tersebut,
Namun, jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat
efektivitasnya.

Pengujian Risiko Utams atas Area IKK yang Tidak Optimal Capaian
Kinerjanya
APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainva
capaian kinerja scyogyanya dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan
nsiko utama scrta cfektivitas pengendalian yvang dilakukan oleh
manajemen. Penyebabcapaian kinerja vang tidak tercapai/tidak optimal
dianalisis risiko utama/risiko strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama
yang telah ditetapkan oleh auditi/manajemen. APIP perlu menilai dan
menganalisis apakah proses identifikasi dan penetapan risiko vang
dilakukan oleh auditi/manajemen telah memadai atau tidak. APIP periu
melakukan pengujian apakah risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis
dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.
Apabila ditemukan adanyva penetapan risiko utama yang tidak tepat atau
ditemmukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen
pada saatproses penyusunan risiko, maka risiko yang tidak tepat atau
risiko utama vang tidak teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan
bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program
tersebul.
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Benkut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan
penilaian risiko yaitu:

a,

Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah
Daaerah sampai dengan tujuan arca pengawasan (RPJMD-Renstra-
RKPD-Renja)

Dapatkan kebyjakan manajemen nsiko yang berlaku pada
Pemerintah Daerah;

Dapatkan dokumen register risiko lerbaru yang telah diupdate
dan telahdi tandatangani pimpinan OPD serta dokumen terkait
lainnya

Lakukan pengujian dan penilainn atas penetapan konteks, baik
tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat
operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko,
apakah risiko-risiko yvang ditetapkan telah mengacu pada tujuan
dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD- Renstra OPD).

Lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak,
serta penetapan sclera risiko telah sesual dengan kebijnkan MR
Pemda;

Lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identfikasi risiko,
mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak vang memang
memahami proses bisnis dan rsikonya, apakah risiko telah
diidentifikasi mulai dari  menganalisis  tujuan, identifikasi
kegiatan/program untuk mencapai tujuan, identifikasi risiko pada
sctiap kegatan/program yang dapat menghambat pencapaian
tujuan. Apakah penetapan risiko operasional, risiko strategis dan
nsiko entitas Pemennitah Doaerah terkant program tersebut telah
tepal, apakahmasih ada risiko utama {tnggi dan sangat tingg) vang
belum diidentifikasi oleh manajemen;

Lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan
pemberian nilai probabilitas dan dampak, apakah telah melibatkan
proses yang objektif melalai  workshop/FGD/lainnya dengan
melibatknn phak-pihak vang tepat (memahami proses bisnis dan
nisiko)

Lakukan penilian atas evaluasi risiko, termasuk penyusunan profil
rnsiko dan pemetaannya sesuai dengan Kebijakan manajemen nisiko
vang ditetapkan;

Pastikan seluruh risiko signifikan organmsasi telah diidentifikasi,
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dianalims dan dievaluas: dengan baik oleh manajemen.
Setelah langkah kerja sebagmimana rnincian di atas dilaksanakan,
sclanjutnya periu di dokumentasikan dalam kertas kerja.

Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area IKK yang Tidak
Optimal Capaian Kinerjanya

Setelah melakukan pengujian proses nsiko utama, APIP selanjutnya
melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian atas risiko utama
tersebul. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu
memahami rancangan sistem  pengendalian  intern  dan  menguji
penerapannya/efektivitas dan pengendalian intern auditi/ manajemen.
Pengujian efektivitas pengendalian utama yailu denganmelihat ketepatan
desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta
membandingkan desain pengendalian dengan implementasinva. Tujuan
pengujian efektivitas pengendalian adalah untuk memberikan kevakinan
bahwapengendalian atas risiko utama telah mampu menurunkan risiko
sampai tingkat yvang dapat diterima (berada dalam area selera risiko).

Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian utama vaitu, APIP
menilai/menganalisis apakah desain pengendalian yang dibuat dan
dilakukan manajemen telah tepat/sesuai dengan tujuan yvang telah
ditetapkan manajemen terkait atas pengendalian risiko utama (tingegi dan
sangat nnggi). Pada saat APIPmenguji ketepatan desain ada kemungkinan
terdapat tiga kondisi yang ditemui oleh APIP yaitu:

a. KRondisi pertama, kemungkinan APIP menemui kondisi rancangan
pengendalian yang berlebihan, artinya pengendalian vang dirancang
auditi terlalu ketat schingga terdapat pengendalian vang sebenarnya
tidak perlu. Meskipun pada kenyataannya risiko berhasil ditekan
sampa level vang dapat diterima, namun pengendalian yang berlebihan
hanya akan menambah biava bag organisasi. seperti contoh, untuk
mengamankan kas dari risiko kecurian, maka manajemen menyimpan
uang dalam brankas dan menempatkan satpam yang khusus
menjaga brankas itu 24 jam. Jika nilai nominal uang dalam brankas
tidak signifikan, maka penempatan dalam brankas vang terkunci,
aksesnya dibatasi, dan pemasangan CCTV telah memadai untuk
mengamankannya dan risiko kecurian, schingga tidak perlu menycwa
satpam untuk menjaganya 24 jam. Dalam kondisiini, APIP dapat
merckomendasikan untuk menghilangkan pengendalian yvang udak
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periu, karena hanyva akan memboroskan sumber daya. Dalamcontoh

di atas, rckomendasinya adalah dengan mengurangi pengendalian

berupa penjagaan satpam 24 jam.

b. Kondisi kedua, terdapiat kemungkinan rancangan pengendalian yang
kurang, artinva pengendalinn yvang ada belum mampu menurunkan
risiko sampai level vang dapat diterima. Untuk kondisi ini, APIP dapat
merekomendasikan pengendalian tambahan vang perlu dilakukan oleh
auditi sehingga mampu menurunkan risiko sampai level vang dapat
diterima. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa  suditi | sesuai
dengan kewenangannya, tidak memungkinkan untuk menurunkan
risiko sampai level yang dapat diterima. Contoh atas risiko yang
melibatkan auditi yang lain, diperlukan mitigasi berupa kebijakan
strategms vang sifatnva lintassektoral. Untuk kondisi i, rekomendasi
vang diberikan olch APIP ditujukan kepada level yang lebih strategis
yaitu pimpinan tertingg organisasi, sehingga mitigas: vang dilakukan
lebih tepatl sasaran,

c. HKondisi ketiga adalah ketika APIP menilai bahwa rancangan
pengendalian telah memadai (tidak beriebihan dan tidak kurang),
sehinggn rekomendasi vang diberikan adalah untuk memantau risiko
seccarn  periodik. Untuk dapat menvimpulkan pengendalian telah
memadai, APIP perlu memahami proses bisnis yang saat ini sedang
berjalan serta mempertimbangkan data/database keterjadian risiko.
Jika nisiko masih sering terjadi, menunjukkan bahwa pengendalian
yvang anda belum efektif.

Secara lebih rinci, langkah kerja pengujian  rancangan/desain

pengendalian sebagai berikut:

1) Dapatkan dokumen register risiko terakhir unit kerja yvang telah
divalidasi pimpinan OPD untuk melihat tujuan dan penyvalaan
risiko terkait program.

2) Identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada
area IKK dengan capaian kincrja yang tidak tercapai /tidak optimal.

3] Dapatkan kebijaokan tertulis atas pengendalinn utama dan lakukan
identifikasi atribut pengendalian utama (4W1H). atas risiko utama
piada arcalKK dengan kinerja tidak tercapai/tidak optimal. Yang
dimaksud dengan atribut pengendalinn adalah komponen-
komponen dalam pengendalinn  tersebut mampu menjawab
pertanyaan 4W1H (apa, siapa, kapan, mengapa dan bagaimana

28



pengendalian atas risiko), contoh: dalam pelaporan hasil audit
seyogyanya telah melalui reviu berjenjang (approving), dengan
atribut pengendalian yaitu (1) apa yang di reviu, (2) siapa yang
melakukan reviu, (3) kapan perlu dilakukan reviu, (4) mengapa
periu dilakcukan reviu dan (5) bagaimana cara melakukan reviu,

41 Lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan
menginalisis atribut pengendalian apakah telah dirancang sesuni
dengan tujuan risiko atas program tersebul schingga dapal
menurunkan nsiko ke level vang dapat diterima, berupa penurunan
probabilitas dan dampak, termasuk menganalisis akar penyebab
dan kebutuhan pengendalian tambahan.

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman desain pengendalian
dapat digambarkan dalam suatu formulir (form| pengendalian, Teknik
pengujian ketepatan desain pengendalian dapat berupa wawancara ke
pegawil kunci yaitu pegawai yang memahami proses bisnis dan risiko
terkait substansi form pengendalian tersebut, peneliian dan analisis
dokumen serta prosedur lerkail. Apabila dari hasil pengujian
desain /rancangan pengendalian dinyvatakan tidak efektif/ tidak tepat maka
APIP dapat memberikan saran penguatan desain pengendalian seperti
perbaikan substansi form pengendalian dalam rangka pencapaian hasil
Kinerja program.

Selanjutnya, APIP melakukan pengujian  kesesuaian implementasi
pengendalian desain pengendalian utas risiko-risiko utama pada aren KK
dengan capaian kinerja tidak tercapai/tidak optimal. Dalam hal ini, APIP
dapat melakukan pengujian  implementasi  pengendalian  tersebut
bersamaan dengan pengujian ketepatan rancangan/desain pengendalian.
Jika hasil pengujian ketepatan runcangan pengendalian menunjukkan
bahwa pengendalian belum efekiifl/belum tepat, maka tetap dilakukan
pengujan implementasi untuk mengetahu komitmen manajemen dalam
implementasi rencana pengendalian.

Pengujian implementasi rancangan pengendalian, dapat dilakukan dengan
menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1} Observasy/ Inspeksi

a) APIPF  memperolch, mengumpulkan  dan menganalisis
dokumen /formulir bukti- bukt implementasi pengendalian serte
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melakukan reviu  kesesuaian dengan  SOP/rancangan
pengendaliannya
b} APIF dapat melnkukan observasi/inspeksi terutama atas
pelaksanann pengendalian yang sifatnya berkala, seperti
perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi realisasi belanja.
APIP melihat secara cermat pelaksanann sustu kegiatan secara
langsung dan menyveluruh. Hal ini dilakukan untuk mevakini
bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan
rancangannya.
Apabila terdapat perbedaan antara rancangan dengan pelaksanaan
pengendalian, APIP diharapkan dapal mengidentifkasi penyebab
perbedaan dan menilai  dampaknya. Dalam melaksanakan
observasi/inspeksi, APIP perlu berhati-hati terhadap adanya
kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka
mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi.

Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai kunci.

Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana pengendalian dapat
membenkan bukti awal mengenai efektivitas rancangan dan
implementasi pengendalian pada suatu organisasi, Wawancara ini
mempunyai dua tujuan, yaitu mendapatkan informasi atas
pemahaman pimpinan dan  pelaksana pengendalian mengenai
rancangan pengendalian (apa yvang scharusnya); dan mengidentifikasi
temuan antara praktik yang ada (apa yang terjadi) dengan prosedur
yang scharusnya. Scbagai alternatif dan wawancara, APIP dapat
mengundang beberapa pimpinan dan pegawai kunci vang memahami
proses bisnis dan risiko untuk melakukan diskusi yang terfasilitasi
untuk menilai rancangan atau implementasi pengendalian intern.
Diskusi terfasilitasi mempunymi tujuan vang sama dengan
wuwancara, tetapi ada beberapa keuntungan apabila menggunakan
diskusi ter fasilitasi, yaitu antara lain:
a) Dengan hadimya pimpinan dan pelaksana pengendalian, APIP
akan mendapat gambamn atas scluruh proses (end-lo-end)
b} Meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai prosedur,
pengendalian  terkait dan  tanggung jawab pimpinan dan
pelaksana pengendalian dalam pencapaian tujuan program.



3} Pelaksanaan ulang suatu kegiatan (reperformance)

Apabila langkah pengujian vang telah dilakukan dirasa belum dapat
memberikan keyvakinan yvang memadai bahwa suatu pengendalian
telah dyalankan sesumi rancangannya, maka dapat dilakukan
reperformance atas pengendalian tersebut. Seperti contoh, APIP
melaksanakan ulang reviu atas kertas kerja untuk memastikan bahwa
semua aspek yang scharusnya direviu dan telah direviu serta
memastikan kebenaran angka-angka dan perhitungan dalam kertas
kerja. Jenis pengendalian yvang dapat dilakukan reperformance cukup
beragam, misalnva: reviu atasan langsung, pengeockan kelengkanpan
dokumen, verifikasi angka, pembandingan suatu data dengan data
lainnva, danrckonsiliasi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian
implementasi pengendalian dapat berupa wawancara dengan pegawai
kunci dan pimpinan organisasi, pengamatan atas prosedur/SOP dengan
implementasi di lapangan, reviu dokumen bukti implementasi
pengendalian dan melakukan penilaian apakah vang tertulis di SOP telah
dilakukan dengan carm vang tepat, oleh orang vang tepat dan
terdokumentas: dengan baik, serta reperformance atas pengendalian
intern yang ada. Atas hasil pengujian efektivitas pengendalian utama
tersebut diharapkan APIP dapat memberikan saran perbaikan efektivitas
pengendahan,

Sclanjuitnya proscs pengujian efcktivitas pengendalian utama perlu di
dokumentasikan dalam kertas kerja.

Penyusunan Temuan dan Simpulan Hasil Andit

Dalam pelaksanann proses audit Kinerja berbasis risiko, ditemukan adanyva
kondis: yang tidak sesual dengan kriteria secara signifikan, maka APIP
dapat menyusun dan mengembangkan temuan serta menvimpulkan hasil
audit disertal dengan rekomendasi. APIP perlu mencari penvebabnya serta
mengunghkap akibat adanva perbedaan antara kondisi dengan kriterin.
Berikut adalah unsur temuan yang perlu dipahami olch APIP.
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Gambar 3.3 Hubungan Unsur Penyusunan Temuan
Sumber: Modul Audit Kinerja Pusdiklatwas

APIP dalam menyusun temuan berdasarkan bukt-bukt yang ada atas
hasil pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga digunakan
APIP dalam membuat kesimpulan atas kinecrja program prioritas
berdasarkan kriteria indikator kinerja vang telah disepakati di tahap
perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek 3E. Jika terjadi
perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat menganalisis apa
yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor penyebab vang
memicu/membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai scperti
ketidaktepatan identifikasi nisiko utama oleh manajemen, ketidaktepatan
desain pengendalian, dan ketidakefektifan implementasi pengendalian.

Kemudian masing-masing fakior penyebab tersebut  diidentifikasi,
dirumuskan solusi dan diberikan saran pemecahan masalahnya
frekomendasi) terkait atas kondisi dan kriterin yang terjudi. Rekomendasi
yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah,
meningkatkan proyeksi capaian kinerji, memperbaiki kelemahan
pengelolaan ristko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi
tingkat risiko organisasi sehinggn oufcome dari audit kinerja dapat
tercapai. Hasil simpulan sementara disampatkan kepada pimpinan auditi
sckaligus klarifikasi untuk menjadi perhatian, memperoleh tanggapan dan
rencana perbaikan ke depannya. Adapun contoh dalam penyusunan
simpulan sebagai berikut:
¢ Jika kinerja tidak tercapai atau masih perlu  dioptimalkan
(berdasarkan hasil audit kinerja) dan desain serta implementasi
pengendalian atas risiko utama pada area IKK yang belum efektil,
maka pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode berpotensi
untuk gagal/tidak tercapai
¢ Jika kinerja tercapai atau telah optimal (berdasarkan hasil audit
kinerja), namundesain serta implementasi pengendalian risiko utama
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belum efektif pada area IKK yvang mendukung program prionitas,
maka pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode berpotensi
untuk terhambat,

Dalam penugasan audit, apabiln terdapat suatu permasalahan yang
disebabkan olch kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi
kritena, maka APIP dapat memberikan saran kepada manajemen untuk
melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan
dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di
masa mendatang,.

Pendokumentasian Audit Kinerja

Sesual dengan Standar Audit Intern Pemenntah Indonesia (Standar 3330,
AALPI), APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit intern dalam
bentuk kertas kerja audit. Dokumentasi disimpan secara tertib dan
sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan
rekomendasi APIP.

Pendokumentasian kertas kerja audit perlu nnci mencakup sasaran,
sumber dan simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat
hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan hasil audit kinerja
APIP. Setiap dokumentas: kertas kerja periu direview secara berjenjang
guna memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi
hasil pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) serta memastikan bahwa
pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuni dengan standar audit.

Meskipun kertas kerja berisikan informasi mengenai  auditi, hak
kepemilikan atas kertas kerja audit berada pada instansi  APIP,
Pemanfantan kertas kerjn audit oleh instansi APIP wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang
ditetapkan oleh organisas: profesi.

Contoh Kertas Kerja Utama Pengukuran [ndikator Kinerja dan Capaian
Program terdapat pada Form 1.10




BAB IV

PENGHKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN MONITORING TINDAK LANJUT

1.

2.

Perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi

Sciclah  selesai  melaksanakan penugasan lapangan, penvusunan
simpulan, temuan dan usulan serta rckomendasi APIP  perlu
menghkomunikasikan hasil audit kinerja kepada Pimpinan/Manajemen
Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan auditi, APIP
schaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu
dihadini seluruh tim audit, pemboahasan intern bermanfast untuk
memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (mmpulan
sementara) telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan
cukup serta untuk menyamakan persepsidi antara seluruh tim audit agar
memiliki pendapat vang sama pada waktu melakukan pembicaraan akhir
dengan auditi. Proses dan hasil pelaksanaan pembahasan intern tim perlu
didokumentasikan di dalam kertas kerjn audit.

Untuk  memperoleh tanggapan atas simpulan dari  hasil
penghomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir
secara formal dengan auditi. Pembahasan akhir hendaknva dilakukan
dengan cfektil dan menghasilkan kesepakatan, Pembahasan akhir
hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan
dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIPmaupun auditi.

Kesepakatan hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam
bentuk Berita Acarn Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi
mengenai hasil kesimpulan audit, tanggapan auditi, rekomendasi vang
discpakali maupun yang tidak disepakati, serta hal-hal lain vang
memerlukan pembahasan lebih lanjut. Contoh berita acara pembahasan
hasil audit terdapat pada Form .11

Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan
auditi, APIP segera menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar
Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIPY), di mana konsep
laporan direviu secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali
mutu hingga pejabat yvang berwenang dan bertanggung jawab, Adapun
media dan sarana yang digunakan oleh APIP selama proses penvusunan
laporan hasil audit adalah notist audit, hasil pembahasan akhir, dan
kertas kerja audit.
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Hasil laporan yang telah disusun APIP, segera mungkin dikomunikasikan
dan didistribusikan kepada pihak yvang berkepentingan vang sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal
tersebut sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesio
(Standar 4000, AAIPI). Laporan ditujukan kepada Kepala Daerah dan
dikomunikasikan dengan pemilik/peluksana program. Laporan tersebut
berisikan capaian kinerja, informasi ketaatan terhadap ketentuan, dan
penycbab capaian kinerja tidak tercapai berupa saran perbaikan
mengenal pemulihan dampak, perbaikan kinerja dan pengelolaan risiko,
rencana tindak pengendalian, serta efektifitas desain pengendalian intern
atas program prioritas tersebut. Selain itu, apabila audit dihentikan
sebelum berakhirnya penugasan, makaAPIP dapat membuat ikhtisar hasil
audit sampai dengan tanggal penghentian dan menjelaskan alasan
penghentian audit serta dikomunikasikan secara tertulis kepadaauditi
dan pejabat yang berwenang (Standar 4060, AAIPI). Comtoh laporan
berbentuk BAB dapat dilihat terdapat pada Form [.12.

Monitoring Tindak Lanjut

Berdasarkan SAIPI, Paragral 1400 menyebutkan bahwa APIP perlu
memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan
rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar auditi
memperbaiki kelemahan dan kekurangan vang ada sesuai saran yang
telah diberikan APIP. APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut
agar memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan
mencapai outcome dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan
pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan.
Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan PP 60 Tahun 2008
pasal 43 menyebutkan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan tindak
lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnva. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009
tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan spabila dalam jangka
wakitu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima, auditi udak
menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka audid dapat dikenai
sanksi pidana dan atau sanksi administras: berupa surat peringatan
pertama. Sural peringatan kedua dapat diberikan jika dalamsatu bulan
setelah sural peringatan pertama belum ada tindak lanjut dan jika tidak
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ada tindek lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada
pemimpin organisasi auditi. Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting
dalam pencapaian oufcome audit kinerjo, dikarenakan dengan
ditindaklanjutinya rekomendasi audit kinerja maka diharapkan terdapat
peningkatan ketaatan, perbaikan kinerja serta perbaikan tata kelola
organisasi, pengendalian intern dan pengelolaan risiko dalam pencapaian
program dan tujuan organisasi.

BUPATI LINGGA



Form 1.1a

Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program Indonesia Schat

(JKN- KIS)

Program Indonesia Sehat penguatan pelayanan
keschatan peningkatan mutu, peningkatan akses
dan regionalisasirujukan

Tujuan

Keberhasilan program Jaminan Kesehatan
Nasional bagi PBldi fasilitas kesehatan tingkat
pertama dan fasilitas keschatan rujukan tingkai
lanjut

Akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas telah lebih
berkembang dan meningkat
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Form 1.1.b

Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program Pengembangan

Program| ;

Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM vang
berorientasi ilmupengetahuan dan teknologi, ekonomi dan
berkelanjutan

Tujuan

I Meningkatkan kemampuan UMKM yang ada melalui
pemanfaatan iptek

1 2. Mendekatkan lembaga penelitian dengan UMKM

3. Menciptakan Lapangan Kerja Daerah

4. Menumbuhkan embrio lembaga pemberdayaan UMKM di
Daerah

3, Mendayagunakan hasil-hasil penelitian di daerah

| UMEM yang berpotensi berkembang
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Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program Pengembangan
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Form l.le

mmwmnﬂtmmm

Fmgmm|__

Program Pengembangan Infrastrukiur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW)

Tujuan

¢ | Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dengan

| pendekatan partisipasimasyarakat dalam skala
! kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah

.| Terbangunnya infrastrukiur dasar skala wilayah kecamatan

guna mendorong
pengembangan sosinl dan

Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masvarakat dalam
Proses perencanaan

pembangunan

Mendayagunakan sumber dava dan tenaga kerja lokal dalam
_ pembangunan

Rekapitulasi Kinerjun Kompilasi Program per Aktivitas Utama

T | Pelaksana | Bobot “Aktivitas Utama
No | Megistan Lolmal Perencanaan Pelaksanaan| Pelaporan Total
Skor Skor Skor | Kinerja
(0) TN 2) 3 ) 5) (6)
1 | Feovios i 23 3 T
1 —
2 60 30 25 r 5 60
Total Skor 100 34 a7 5 100
Capaian Kinerja 1 00r% 100% 100%
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Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program PISEW (Tingkat

Kecamatan)
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Form 1.2.

Contoh Metodologi Balance Scorecard
Iustrasi

Tugas dan Fungsi

Terdapat suatu Instansi yang bertugas mengamankan kebijakan
pemerintah yangberkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar
daerah pabean dun pemungutan bea masuk serta pungutan negara lamnnya
berdasarkan peraturan yang berlaku

Fungsi instansi tersebut
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan
pengamanan teknis operasional yang berkaitan dengan lalu
lintas barang yang masuk atau kelusnr daerah pabean
termasuk juga pungutan bea masuk

c. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang
pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan,
ketatalanksanaan dan pengawasan di bidang pabean

d. Pencegahan pelanggaran peraturan  kepabeanan dan
penindakan serta penyidikan di bidang kepabeanan

Perumusan pengukuran kinerja
1) Menetapkan tujuan organisasi

Mengamankan dan memberikan pelavanan lalu lintas barang
masuk dan keluar daerah pabean dan memungut bea masuk seria
pungutan laannva
2) Menctapkan 4 perspektif

* Perspektif kepada pelanggan
Dimana menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
tersebut dapat memberikan pelayanan dalam kegiatan lalu lintas
barang masuk dankeluar, adapun capaian kinerja vang digunakan
untuk mengukur dan menilai menggunakan teknik kuesioner vang
diberikan kepada pengguna lavanan instansi tersebut. Kuesioner
tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan penilaian mengenai
pelavanan yang diberikan (kepuasan pelanggan).

* Perspektif Keuangan
Mengukur dan menilai sejauh mana instansi dalam mencapai
target penerimaan yang telah ditetapkan dan upava-upava dalam
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mencapal targettersebut. Capaian kinerjanya adalah rasio realisasi
penerimaan masuk dibandingkan dengan target serta potensi

+ Perspektif pengembangan proses internal
Mengukur dan menilai sejauh mana upaya yang dilakukan instansi
dalam mengembangkan proses inlernal organisasi schingea
pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Capailan kinera vang
diukur dalam perspektil ini adalah rata- rata waktu penyelesaian
ijin dibandingkan dengan target serta ketentuan yang berlaku

* Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Mengukur dan menilai sejauh mana instansi berupayva
mengembangkan SDM yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas
dan fungsi dapat berjalandengan baik. Adapun capaian kinerja
vang diukur berdasarkan rasio realisasi jumlah stal wvang
mengikuti Pendidikan dan pelatihan teknis dibidang kepabeanan
dibandingkan dengan target vang telah ditetapkan

Penetapan CSF, KPI dan Penilaian

1. Pelanggan 25%
Kepuasan pelanggan (CSF)
KPI

Jumlah keluhan pelanggan 60% 60
Survei pelanggan 40% 20 (60+20] x 25 = 20%

2. Keuangan 25%

Penerimaan dengan target vang telah ditetapkan
KPI

Jumlah penerimaan dalam satu periode 100%
3. Proses Internal organisasi 256%

Penyelesaian pelayanan perijinan

KP1

Jumlah waktu pembenan ijin 100%
4. Pembelajaran dan pertumbuhan 25%

Pegawai yang mempunyai kompetensi/pengetahuan dengan
pekerjaanya

KPI

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 100%

BUPATI LINGGA

45



Form 1.3

Contoh Metode Logic

Untuk mendukung pencapaan tujuan/sasaran instansi/organisasi terdapat
beberapa program dan beberapa program tersebut terdiri dari berbagai kegiatan

seperti contoh di bawah ini

— S_——————

No = Tujuan | Program Kegiatan |
| | Peningkatan |1. Dikiat dan | Diklat untuk penyuluh
kualitas menyuluhankesehatan | kesehatan masyarakat
pelayanan | masvarakat di Penyuluhan keschatan
kesehatan lingkungan masyarakat
Masyarakat |2, Pengadanan | Rehabilitasi ruang bedah
sarana/prasarana | Pengadunn peralatan medis |
keschatan
3. Pelayanan | Perbaikan gizi masyarakat
pengadaan obat-
jobatan
. — A

=—F

Yang pertama adalah mengukur kegiatan yang ada akan mendukung
keberhasilan program dan tujuan, dengan demikian apabila program tersebut
tercapai kinerjanya maka tujuan dapat dikatakan berhasil atau tercapai. Seperti

contoh:
Kegiatan
Program T e S S =~
' Uraian Indikator Satuan | Target Realisasi Capuian
Diklat dan | Diklat Input: Dana | Rpdan | 71000 | 1000 | 100% |
Penyuluhan| untuk dan SDM og | 20 20 100%
Kesehatan | penvuluh
Masvarakat I keschatan | iput: |
Dan ‘ nyvuluh
Lingkungan chatan Org 30 3o 100%
Chitcorme: |
Penvuluh
rnem.nh.ﬂ.mi l
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Program -
Urnian Indikator | o tuan Target Realisasi Capaian
hatan |
rnny-nh: Org 30 30 100%
Penyuluh  [Input: Dana | Rpdan | 1000 | 1000 | 100%
Keschatan dan SDM Org 10 20 100%
Lingkungan
j— Crutput. : |
Jumlah Kec/ | 20710 | 20710 | 100% |
kecamatan/ | Org
foomes
Kec/ | 20/10 | 20/10 @ 100%
Ore
Rpdan 1000 | 1000 | 100%
Org 4 4 100%
|
Unit 1 1 100%
Unit 1 1 100%
. Pengadaan : Dann | Rpdan | 1000 1000 | 100%
' Peralatan SDM | Orang 3 4 100%
Medis
Output
Terlaksananys | Unit 2 2 100%
[Pengadaan
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Program =~ |
Uraian Insfinton Satuan | Target Realisasi | Capaian
Kinerja
toome:
Unit 2 2 100% |
oo
digunakan
Pelayanan | Perbaikan E:ut:ﬂtnn Rpdan | 1000 1000 100%
Keschatan | Gizi SDM | Orang | 10 10 100% |
Gizi dan | Masvarakat ' ]
Penyvediaan Output:
Obat- Jumlah |
obatan Ez;:ul Orang 30 30 100% |
Keschatan
g
Outcome:
asyarakat | orang 30 30 100%
ani
Pengadaan [nput: Dana | Rpdan | 1000 1000 100%
Obat generikdan SDM Orang 10 10 100%
tpur, Botol 5 5 100%
Terlaksanan
?"‘
|
obat
Outoome: Botol 5 5 100%
L generic
i




Contoh 1| Kerangka Logis
= Diklat terlaksana dengan baik maka diperoleh penyuluh keschatan yang

lalusdiklnt
¢« Jika Penyuluh keschatan lulus diklat maka pemyuluh memahami
kesehatanlingkungan
» Jika Penvuluh memahami keschatan lingkungan maka penyuluh dapat
melavani masyarakat dengan baik
Simpulannya keberhasilan diklat dan penyuluhan diukur dengan telah
pahamnya penyuluh keschatan akan kesehatan lingkungan.

Contoh 2 Kerangka Logis
* Ruang bedah dirchabilitasi maka tersedia ruang bedah vang siap
digunakan

* Ruang bedah siap digunakan maka kapasitas akan meningkat

Simpulannya keberhasilan rchabilitasi ruang bedah diukur dengan telah
slapnyaruang bedah sebagal sarana untuk menambah kapasitas pasien
Dengan teknik yvang sama semua kegiatan diukur capaian kinerjanya sehingpa
dipecroleh persentase capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan.
Selanjutnya dilakukan proses kristalisusi dengun cara menyatukan ketiga
program untuk mendukung tujuan, jika semua program terlaksana dengan baik
maka tujuan instansi dinilai berhasil begitupun sebaliknya.

BUPATI LINGGA
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Form 1.4

ILUSTRASI ASPEK 3E

Pemerintah Daerah ABC mempunyai program pelayanan bus yang bertujuan
untuk mengurangi tingkat penggrunaan kendaraan pribadi di dalamkota sesuai
dengan Pergub No. 100/Gub/1/2016. Cutputnya berupa pelavanan bus yang
diukur dengan jumlah kilometer yang ditempuh. Dalam rangka pclaksanaan
program terscbut, Pemerintah Dacrah ABC melakukan pengadaan pembelian bus
baru. Berdasarkan Standar Satuan Harga/E- Catalog/HPS/Standar Harga yang
ditetapkan asosiasi diketahui bahwa hargastandar bus dengan merk A sebesar
Rp1.025.000.000 dan merk B scbesar Rpl.050.000.000

Setelah dilakukan tender, pemerintah daeruh ABC menjatuhkan pilihannya
pada dealer X dengan merk A, diketahui dealer X menawarkan bus merk A
scharga Rpl.000.000.000 per unil dibanding dealer Y yang menawarkan bus
merk A scharga Rpl.100.000.000. Dapat disimpulkan pemerintah daerah ABC
telah melakukan penghematan atau bertindak ekonomis (hubungan antara biaya
mput dengan standar satuan harga) sebesar Rp25.000.000,00.

Pemda ABC jugan mendapatkan bantuan hibah unit bus merk B dan
pemerintah pusat.

Dalam operasional setahun diketahu biayva pengoperasian setahun busmerk
A Rp500.000.000,00 sedangkan biaye pengoperasian bus merk B juga
Rp500.000,000,00, Kilometer yang dilayani bus A scbanyak 250.000 km setahun,
sedangkan bus B sebanvak 275.000 km setahun. Akan tetapi, dengan bus A
penggunaan kendaraan pribadi turun 20%, sedangkan dengan bus B,
penggunaan kendaraan pribadi turun 10%.

Kesimpulan dari sisi efektivitas (hubungan antara oulput dan outcome)
penggunaan bus A lebih efektif, sedangkan darn sisi efisiensi (hubungan antara
input dan outpuf) penggunaan bus B lebih efisien daripada bus A. Perbedaan ini
disebabkan bus B memang mempunyai jarak tempuh yvang lebih jauh, tetag
tngkat kenyamanan vang kurang memada, sehingga masyarakat tidak serta-
merta menggunakan bus B sebagai kendaraan pengganti mobil pribadi.

Contoh Efislensi: Berikut kriterin kinerja (efisiensi) vang dibangun dar tujuan

Pemda ABC dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi scbaga
berikut:

S0



Merk Jumiah Tempuh Bus
(lem)

0 s.d 150.000 km
Bus 150.001 s.d 250.000 km
A
250.001 s.d 300.000 km
300.001 s.d 350,000 km
Bus 0 s.d 150.000 km
B
150.001 s.d 250.000 km
250.001 s.d 300.000 km
300.001 s.d 350.000 km
Contoh Efektivitas:

REEE JHIY B

0-25,0

25,1-50,0
50,1-75,0
75,1-100

Kriteria kinerja f(efektivitas) vang dibangun dari tujuan Pemda ABC dalam
mengurang tingkat penggunann kendaraan pribadi scbagai berikut:

Merk Tingkat Penggunaan Kendaraan Kriteria Nilad
Pribadi
kendaraan pribadi berkurang 0%-5%  Kurang | 0-25,0
Bus A | kendarsan pribadi berkurang 5,1%- | Cukup | 25,1-50,0
15%
kendaraan pribadi berkurang 15,1- | Baik 50,1-75,0
30%
| kendarann pribadi berkurang >30% | Sangat baik| 75,1-100 |
Bus B | kendaraan pribadi berkurang 0% 5% | Kurang 0-25,0
kendaraan pribadi berkurang 5, 1%- Cukup | 25,1-50,0
15%
kendaraan pribadi berkurang 15,1- | Baik 150,1-75.0
304 |
kendarman pribadi berkurang >30% | Sangat Baik 75,1-100
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Kriteria Nilai Kinerja yang menjadi acuan APIP sebagai benikut:

Skor Kategori
B85 s skor s 100 Berhasil
70 = skor < 85 Cukup Berhasil
50 = skor < 70 Kurang Berhasil
0 = skor < 50 Tidak Berhasil

Hasil Kinerja sctelah dilakukan Audit Kinerja oleh APIP

No| Aspek .En-hul Parameter Jenis | Nilai | Skor
A. | Aspek |40 i
Kebijakan |
1 | Komitmen 50% | Terdapat peraturan| Y/T 100 20
Pemd daerah terkait
| program pelayanin
| Bus
2 | Anggaran 50% | Terdapat Y/T 100 | 20
npnnnmu]_
Lransportasi
Nilai Kinerja Aspek Kebijakan 40
B. | Aspek 60
| | Ekonomis 15% | pemilihan dealer 100 |9
"15% | bantuan hibah 100 |9
2 | Efisiensi 30% | jarak tempuh tabulasi | 56,25 10,125
|
3 | Efektivitas 40% | berkurangnya tabulasi | 50 12
tingkat
pPenggunaan
| kendaraan
pribadi
Nilai Kinerja Aspek Pelaksanaan | 40,125
Total Kinerja Aspek Kebijakan + 80,125
Aspek Pelaksanaan

Kesimpulan dari skor keseluruhan aspek kinerja adalah 80,128 atau dalam
kriteria “Culup Berhasil”




Ekonomis

Aspek ckonomis adalah aspek kinerja yvang berkaitan dengan sumber daya
{input). Dikatakan ekonomis jika pengadaan sumber daya dalam jumlah dan
mutu yang tepat, pada waktu vang tepat dan biava vang lebih rendah dari Standar
Satuan Harga(SSH) atau standar lnin yang berlaku.
No | Nama Kegiatan dan | Realisasi | Standar Satuan Hargs |
Belanja Belanja
I | Total Belanja xx 100 150
2 |Belanjayang 50%
-] sesuai Standar
3 | Belanja yang
Standar

gl

s

Efisiensi

Aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (output), dikatakan
efisien apabila:

a. Menghasilkan outpu! vang lebih besar dari yang direncanakan (melebihitarget)
b. dengan menggunakan input tertentu (sesuni rencana)

¢. Menghasilkan output yang tetap [sesuai target) tetapi input yang digunakan
lebih rendah dan yang direncanakan

pe— - —_— =

No| Rincian Kriteria Pelaksanaan
Kegiatan/ Belanja

1 | Kegiatan 30 Februari 2020 Telah
sesunl jadwal sesuai

2 | Jumlah hari 30 Kegiatan dalam Telah
pelaksanaan 60 han scsuml
sesualdengan
jadwal

3 | Ukuran Sesuai dengan sesual
Proses /Kualitas RAB/Rencana
[dengan rincian Awnl/usulan
tertentu)




Efektivitas
Aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan ouiput dalam
mencapal tujuan/sasaran/oulcome yang ditetapkan. Dikatakan efektfl apabila
output yang dihasilkannya dapst memenuhi tujuan/sasaran/oufcome yang
ditetapkan

No | Kegiatan /Program| Capaian Output | Pemanfaatan Capaian
Output Outcome
1 | Kegiatan A Target=realisasi 100% 100%
(1007%)
2 | Kegiatan B Target=realisasi | 100% 100%
(100%)
3 | Kegintan C Target=realisasi | 100% 100%
[100%)

BUPATI




Form LS

Kertas Ker Unituk Merali Keselarusan Antara Progra Prontas & RRJMD, fPD). dergar: Fenirs dan 747 Maxg Masmg

oro
Numa Prmenntah Dwerah I
RIMD/REVISE RAUMD g1 T -
A Vs REIMD P
B Mim REJMD D
C. Tujaan Sirategis T
i) Indikstor Tujuan Strategs T
E Saseran Srateps B —
F. Indsicater Sesarae Strategn S
. Turget Tabunan Procapaun § "I
RAPO Tahur O 5
A Progam Priocites Terknit Avd -, =
B Indiator Progrum Prontas TRy -

Dum derupan indhdetor Program RPIMD

COPD Uteme Progrem Pronzas disden e OFD Pemils/ Peiskoans Progrum Priontas Tersebut

Program Penduineg dan Keparan Peaduiung pads (9D Utama Progree Prorias adaish Progres dan Kepatan yang
mendulung pelaisanasn Program Priontas pads OPD Utams

OPD Pendukung |, OPD Pendulung [T, OPD Pendulkung 11, det dimtlan nama OPD yang memchhs Program dan Keguitar
sang mendukung Progrem Frolas ks adi

BUPATI LINGGA




Form 1.6
KERTAS KERJA EVALUAS| KETEPATAN [KU

A Nama Pemda
RPJMD Tahun :... sd. ..

=

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Simpulan
Stralegls  {jaian | Specific |Measurcabie | Relevant
{1 (2 (3 4) {5) 6] 7
Keterangan:

A Diisi Nama Pemnda

B Diisi Tahun RPIMD

. Diisi Tahun Anggaran Berkenaan

(1). Diisi Nomor Urut

(2). Diisi Sasaran Strategis

(3). Diisi Uraian IKU

(4)-(6) Diisi Ya atau Tidak

(7). JJika terhadap IKU ada yang tidak memenuhi atribut, maka
disarankan untuk KU Penggant

BUPATI LINGGA



Form L7

KERTAS KERJA EVALUASI KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A Nama Pemerintnh Dacrah
B Tahun Penilaian

Rencana

Kondisi Lingkungan : Penanggung | Target
No Pengendalian Yang Kurang Perbailan Waktu
Linghkungan
ﬂll i2) 13 4 (5]

I. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

1. |diambil dari masing-masing
sub-sub unsur [SPIP)

2.

3.

Il. Komitmen Terhadap Kompetensi

1. |diambil dari masing-masing
sub-sub unsur [SPIP)

.

Kepemimpinan Yang Kondusif

1. |diambil dan masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2.

3.

IV. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan

1. jdiambil dan masing-masing
sub-sub unsur (SPIP)

2.

3.

V. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat

1. |diambil dari masing masing
sub-sub unsur (SP1F

2.

3.

Mengenai Pembinaan SDM

V1. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Sertn Praktik Yang Sehat
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diambil dari masing-masing
sub-sub unsur (SPIPM

. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif

sub-sub unsur (SPIP)

VIII. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait

L. |diambil dari masing-masing

sub-sub unsur (SPIP)

2.

3

Keterangan:

A Diisi Nama Pemerintah Daerah
B Diisi Nama Penilaian.

(1) Diisikan Nomor Urut

(2)

(3

{4}
i3)

Diisi Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Memadai per Sub
UnsurLingkungan Pengendalian

Diisi Rencana Tindak Perbaikan Terhadap Kelemahan Lingkungan
Pengendalian

Diist nama OPD penanggung jawab Rencana Tindak Perbaikan

Diisi target waktu penvelesaian,

BUPATI LINGGA




Form 1.8

Contoh Reviu Format Indikator Kinerja

No Sasaran | Hey Area Spesifik | Dapat Relevan | Baran Peran/Aktor Usulan
Btrategis performance Kritis Drukour Indikator ey —— Tkl
Kegiatan Indicator Critical Pengganti OFD | Kegiatan

[KPI)/IKK Buccens
Fuclor
L ____ _ csn) . ) a— ——
1 Ferencanann:
= T kM | carl YA T YA " | 9 = OPDA  AAA | 10
o i T | KPI 2 CSF 2 TIDAK TIDAK TIDAK EPIX OPDEB BEB 10
2  Pelaksanaan = ]
s . T KP3 CSF 3 YA TIDAK TIDAK KPIY.. OPFDD DDD 30
T KP1 4 KP4 TIDAK |  TIDAK TIDAK KPIW.. OPD E EEE 30
3  Pelaporan | T
5 [ ) T KPS CSF 5 YA YA YA - | orDF FFF T
Y KP1 6 CSF6 | TIDAK | TIDAK TIDAK | KPIZ.  OPDG GGG 10
B l . - TOTAL e " T 100
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. Pemilik/

. Pemilik/
Pelaksans Program..

DISEPAKATI/DISETUJUI

3. AFIP..

™™D

BUPATI LINGGA



Form 1.9

Noma Pemds

RAMD Tahemy <. ud
Taber: Agaean  (WLANG LINGALSP ALTIT IONERA 5.0 PERIODE PENLGASAN DI LAPANGAN)
D Vrnsofeestshn .

j115]s1 «|
u__. “1i ]
1 - g
ity s
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ke | i = 1 i |
& |

| ! | | |

RR STRATEGIS PEMDA DIKELOLA OLEH BAPPEDA/SEKDA BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN OPD PELAKSANA PROGRAM
Keterangan:

(1)
2).

(4}

(5).

16).

(8).

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan Tujuan/Sasaran Strategis Pemda

Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Pemda

Diisi dengan Pernyalaan Risiko

Urnian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + |H (What, When, Where, Why, How|.
Identifikusi risiko strategis pemda:

a. Apakah rumusan risiko strateis pemda telah tepat

b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diileuti oleh pimpinan-pimpinan OPD terkait program tersebut

e. Apakih telah divalidasi/disetujui kepala dacrah

Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan /controllable atau tidak iada dalam proses organisasi [/ internal)
ldentifikasi apakah risiko terschut merupakan Risiko Utama /Key Risk atau tidak. Risiko Utama/ Key Risk adalah risiko yang
paling berpengaruh padi keberhasilan pencapaian tujuan

Berikan Simpulan dan Saran atas ldentifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:

a. Manakah yang merupakan nisiko strategs utamn

b.  Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi

c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Daerah
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(10).  Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi schab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam ;: Man,
Maoney, Method, Machine, dan Material
(11).  Knteria perulaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang
biasanya ditetapkan dalam skala
(12). Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan
dalam skala 5
* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan olch pihak manajemen sesuai
dengan kebutuhan organisasinya
**Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyni dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis,
benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya
***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama /kunci adalah risiko vang berada di atas selera

(13}, Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak

(14).  Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah

{15). Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen
Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada

[16).  Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+ 1H (What, When, Who, Why, How)

(17).  Diis: Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai /Tidak

(18). Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya

(19). Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalion Kunci

(20). Diisi simpulan kecukupan pengendalinn

(21). Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup
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*pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penycbab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat
terjadinya nimko [probabilitas) dan/ataudampak terjadinya risiko



KERTAS KERIA EVALUAST RISK REGISTER STRATEGE (PD

. Pemda ABC

Nama Femds
FP/ND Tabun

; M0sd X5

Tubun Arggaran
E  Nama(ND

... [RUANG LINGKUP AUDIT KINERIA § D PERIODE PENUGASAN [ LAPANGAN)

1 s
,n_...w 5
.m_ i s
i i} e
i} i]: =
ks =
L -
Vel 7 |
iis. g e
- PR

LTy

O N

i3

&

Program A

i




Relerangan:
(1},  Diisi dengan nomor urut
(2).  Diisi dengan nama program
(3).  Diisi dengan Tujuan/Sasaran Program
{4).  Diisi Indikator Kinenja Program
(51 Diisi dengan Pernyatann Risiko
(6).  Uraian Risiko kegintan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1|H (What, When, Where, Why, How),
7 Identifikasi risiko strategis pemda:
s Apakah rumusan risiko strategis OFD telah tepat
b Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh esclon 3 OPD terkait program terscbut
¢ Apakah telah divalidasi/disetujuil Kepala OPD
(K} Identilikasi apakah risiko tersebul bersifatl dapal dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
(9).  Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang
paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
(10} Benkan Sumpulan dan Saran atas ldentifikasi Risiko utama (Key Risk], dengan pertimbangan:
a Manakah yang merupakan risiko strategis utama
b Masih adakah nsiko strategis utama yvang belum teridentifikams
c. Apakah risiko terscbut menjadi concern Kepala Daerah
{11y Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikas: sebab risiko, schab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man,
Money, Method, Machine, dan Matenal
(12)  Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko,
yang binsanya ditetapkan dalam skala 5. (13). Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis
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dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5

* Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak
manajemen sesuil dengan kebutuhanorganisasinya

“* Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunym dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis,
benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lninnya

*** Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko

yang berada di atas selera risiko

(14).
(15}
(16),

(17
(18}
(19).

Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak

Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertingg ke Skala Risiko terendah

Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen
Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalinn Yang Ada.

Dusi urawan pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai /Tidak

Diisi Apakah Kegintan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya

Duisi Apakah Pengendalion tersebut merupakan Pengendalian Kunct

Diisi simpulan kecukupan pengendalinn

Diisi Saran Pengendalinn Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum  cukup
*pengendalian harus mampu "menghilangkan/mengurangl® penyvebab terjadinya risiko yvang dapat menurunkan tinght
terjadinya risiko {probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko

b7




Kama Pezda

RERTAS KZRJA EVALUASH RISK REGISTER OPERASIONAL OPD)

A
B RPIMD Tabua ] T
; mmw e [RUANG LINGKUP AUDIT KINERIA §.0 PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
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Keterangan:

(
(2),
(i)
i4).
(3]
(6}
(7

().
(91

(10}

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan Nama Kegiatan

Diisi dengan Tujuan/Sasaran Kegiatan

Diisi Indikator Kinerja Kegiatan

Diisi dengan Pernyataan Risiko

Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + |H (What, When, Where, Why, How),
Identifikasi risiko strategis pemda:

. Apakah rumusan risiko Operasional OPD telah tepat

b Apakah proses penentunn risiko strategis telah diikuti oleh eselon 3 OPD terkait program tersebut

¢ Apakah telah divalidasi/disetujui Kepala OPD

Identifikasi apakah risiko tersebut bersifiat dapal dikendalikan/controllable stau tidak (ada dalam proses organisasi/ internal)
Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utaman/Key Risk adalah risiko yang
paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan

Herikan Simpulan dan Saran atas |dentifikasi Risiko utama (Keyv Risk), dengan pertimbangan:

s Manakah yang merupakan risiko strategis Operasional

b Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi

« Apnkah risiko terscbut menjadi concern Kepala OPD

Diisi dengan rumusan scbab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam :
Man, Money, Method, Machine, dan Muterial

Rriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, vang
bissanya ditetapkan dalam skala 5. (13). Kriteria penulaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam
analisis dampak risiko, yang bissanya ditetapkan dalam skala 5

" Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen
sesuai dengan kebutuhanorganisasinya

**Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis,
benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, daninformasi-informasi kredibel lainnva

***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko vang berada di atas




[14).

(15).
(16)

(7).
(18],

{20).

7
-

(23).

selera nisiko

Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak

Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah

Diisi dengan Kebijakan Sclera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen

Residual Risk/Risike Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risike dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada

Diisi urnian pengendalian vang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How) (19).

Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak

Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuni Rancangannya(21).  Diisi Apakah Pengendalian tersebut

merupakan Pengendalinn Kunoi

Diisi simpulan kecukupan pengendalinn

Diisi Sarun Pengendalian Tambuhan jika Simpulan Implementasi Kegintan Pengendalian Yung Ada belum cukup
"pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurang® penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat

terjadinya risiko (probabilitas) dan/ataudampak terjadinya nsiko

Jika Residual Risk > Selera Risiko, maka dibuatkan saran Pengendalian Tambahan.

Pengendalhian tambahan harus mampu mampu “menghilangkan/mengurang® penyebab terjadinya risiko yang dapat

menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko penyebab terjadinya rnisiko vang dapat

menurunkan tingkat terjadinya nsiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko

BUPATI LINGGA
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Kertas Kerja Utama Pengukuran dan Penilaian Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program

Pemenntah Provins: 35
Jaminan Pemeliharaan

Marmi Pemeriniahan Dacrah
Nama Program Prioritas

Tahun Anggarsn ; 2019
i OFD Utama | OPD Pendukung
| Dinas ' Lni Nama OPD
I Kenchatan
Prov, XX
| i Nama
s B Program ai o .
Uraian / Tahapan ' _ Juminan Kegiutan Total Skor i_
; Uraian MMuhapan untuk Area kritis yang Mmasing-
No | Kegiatan/Sikhus ) Bolso Pemeliharanan Parameter | ;
leegiatan /Siklus prOgrm mendulung CSF : TERE.
Program Pt Keschatan / Kontribus
Progrm
Jamirmn
Keschatan
Scmesta
I Tuhun 3019
Pelaksanasn Jaminan Kesehatan di ':l'm,qkal Fosilitas Kesehatan Tinghkst Pertaoms |FI~‘.TI"! _____ - -
|1 [ Uraikan wbhapan- | Uralkan Tujusn | Fakior Kotis| — [indikator  Kinerja a7
inhapan Tahapan vang Kunci (KP1)
Porencanaan Perencanaan menentukan
progrim Program keberhasilan
tuhnp
perencanasn
prOgram

7l




Tuhap Cakupan Persenlase 5 | Jumlah peseris T'HE! | 4,37 &.27 | |
| Perencanasn fdi Pelmyvanan PBI | Calupin vang fterdaftar o | |
I FETP Jaminan Pelayanan PRI | FKTF  dibandingknn | |

Keschatan Jarmanan rhengnmn Jumiah |
hesshatun pescrin PRI menumon
Sk Kemenkea | :I
[ Cakupan Persentase | 5| Telah dilakukan | ' s 5,00 | 5,00 |
pemasangan P | Cakupan aplikas: permasangan
e PR RN P are
mCarn
Jumiah Bobot /Capain 2 W= =AW (i 927 1
2 [Uraikan tahapan- | Uraikan Tujusn | Fakior Kritis Indikator  Kinerja | | Skor Per Parameter 79.2
Peluksanaan !Fumunun menentukan
program | Program keberhasilan
tahiap
pelaksanaan |
| program
prioritas

Tahap | Pemanlaatan Jumlah = | Aplikasi P-Care telah 5,00

Pelaksanaan di | Aplikasi P-Care | kejadion P dirmunfantkan

FKTP Care yang

dimanfaatlan |
| Heakisas: | Perseniase 5 Hrlr}nl.n_ juarm bk 5,00 | 5.00 |
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Hil

Penyetoran Realmas Penyetoran  luran
luran  Peserta | Penyctoran Peserta PBI per bulan
Pil luran Peserta
Pl
 Ketepatan Persentuse 2.5 | Jumiah kapitasi yang 127 1,37
Junlah Pembuayaran diterima
Pembayaran Kapitasi dibandinghan dengnn
Kapitasi sewuai fumlah kapitasi yang
Keteniuan meharusnya
Ketrpatan wukiu | Prescntase 2.5 | Pembayaran kapitasi 1.88 .58
pembuyaran Ketepatan dibandinglan dengan
kapitas wakiu wakiu  pembayaran
knpitam scharusnyn
Anggaran Perscnitane 5 | Jumish  anggeran 4,28 428
Ridang AngRaran bidang keschatan di
Keschalan Bidang luar Baji
Keschatan dibandingkan dengan
erhadap wial APBD
APHD
Fasilitas  dan | Perseniane 2 | Menguji Fasilitas dan 1,76 1,76
Peralatan Sesuai | FKTP dengan Peralatan FKTP
Standar dan sesun stndar
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terakreditasi  FKTP yang telah terakreditaj:
| terukreditai
SDM Keschatan | Persentase 2 | Jumish SOM 1.83 [
senual standur | FKTP dongan Keschatan  sesum
SOM siandar
Keschatan
weaiial
atandar
Kejadian Stock | Kejadian 2 | Kejndian  Stock-out | 1,77 - .77

out Obat i FKTP | Stock-out Obat di FKTP dalam |
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! ‘ prioritas
| Tuhap [ Penambahan | Pereentase | 5 ' L I 500]| 5,00 | |
Ferencunaan di | Jumlah RHumah Penambahan ' |
| FhIP Baiboui yvang  Jumish I |
Bekerpanuima |Hu-r|mI|. Saki
dengan HPIS | yang .
e ke rpgsemn ‘
dengan BPJS
Fuminh Bobot/Capalan s =2 I 5,00 |
2 [ Umikan tahapan- | Uraikan Tujuan | Faktor Kritis | | indikator  Kinerja || Skor Per Parameter e8gT |
tmhapan Tuhupan Vg Eunci (KM
Prlaknanaan | Perencanasn meEnentlan
prrugraLm l Program keberhasilan '
tahuap
| peluksanain
program |
==—z J LS 1o -zrool A 0 o I T |
Tahap Kiecukupan Pefsienitine 5 & 57
Prlaksanaan i | tempat Ddur Kecuknpen ‘
| FKRTL Tempat Tidus |
RS deagan | Persentase RS | [ | | 4.2 | 437 | i
Peralalan Sesunl | dengan
Standar Peralatan | ‘ |
SenUA . |




Tahun 2014
Persentane RS | Persentase RS 5 ] a3l
dengan  SDM | dengan  SDM
Keschatan Kesehatan
sesual standar BESLIN

Permenkes 56

Tuhun 2014
“Slck-out  Obat | Stock-out 5 0,00 0,00
di FERETL Cibmt di

FERTL
Keberhusilan | Persentase 10 767
capaian SPM | keberhasilan

capaian SPM

FERTL
Ketrpatan Prrascniuse 2.5 248
Jumilah Krteptan
Pembavaran Jumlah
Klhaim Pembayaran

Klaim
Ketopatan Persentansc 2.5 0B84
Waktu Ketepatan
Pembayaran Wikt
Klaim Pembeysrarn

Klaim




(3 | Urnikan Uraikan Tujuan | Faktor  Kritin Indikator  Kinena | | Skor Per Parameter
tahupan - Tahapan | yung Kunci (KPT)
tiehapan Pelaporan | menentukan
Pelaporan Program keeteerhusilan
program | tahap pelaporan
' progrum
priorits
:T;:l.hup Pelaporan | Ketepaitun " Persentase 2.5
I-' di FKRTL Wakiu Ketepatan
Pelaporan JKN | Pelaporan  JKN |
I FKRTL
| Ketepan | Persentase 2.5 i ——— - 2,50 250
Pelaporan Ketepaan
Capaian 5PM Pelaporan
Capaian  SPM
FKRTL
5 375
0607 e | — [ e

Petunjuk Pengisian:

1. Isi Nama Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga

2. Isi Nama Program Prioritas

3. Isi Tahun Anggaran Program Priorilas

4. Untuk Uraian/Tahapan Kegiatan/Siklus Program disesuaikan dengan bisnis proses duri program prioritas



5. isi tujuan dari masing-masing uraian /tahapan kegiatan/siklus program berdasarkan bisnis proses program prioritas

6. Isi Critical Succes Factor (CSF) atas hasil kesepakatan bersama dengan manajemen auditi, auditor dan ahli di bidang program
prioritas

7. Isi Key Performance Indicator (KPI) yang mendukung CSF atas hasil kesepakalan bersama dengan manajemen auditi, auditor dan
ahli di bidang program prioritas

8. Isi Formula Pembobotan atas hasil kesepakatan bersama dengan manajemen auditi, auditor dan ahli di bidang program prioritas

9. Isi Nama OPD Utama dan OPD Pendukung Program Prioritas Dacrah

10.  Isi nama Kegintan yang mendukung CSF dan KPl dar masing-masing uraian/tahapan Kegiatan/Siklus Program dari Program
Prioritas Dacrah

11. Untuk mengisi Skor Parameter dibutuhkan Kertas Kerja Pendukung vang menjelaskan proses pencapaian skor parameter yang
dilakukan pengujian oleh auditor dalam kertas kerja terpisah dan kertas kerja utama

12. Hasil dari CSF dan KPl yang rendah agar diidentifikasi dan dilakukan pengujian atas risiko kunci, pengendalian intern dan
berikan sarnn perbaikan pengelolaan risiko dan penguatan pengendalian intern

BUPATI LINGGA



Form [.11

(KOP APIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

e

BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KINERJA TA......

Program .......

ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN LINGGA DENGAN KEPALA ORGANISASI
PERANGHAT DAERAH (Penanggung Jawab Program).............

-----—--- Pada hari ini ........ tanggal ........... bulan...... 201x, bertempat di
Kantor (OP) KABUPATEN LINGGA ...... il telah dilakukan pembahasan
hasil audit kinerja atas Program...... antara Tim Audit Inspektorat Daerah
Kabupaten Linggaberdasarkan surat tugas Inspektur KABUPATEN LINGGA
....... Nomar; SPT-..../.... tanggal ......bulan ....201x dengan Kepala Organisasi
Perangkat  Daerah KABUPATEN LINGGA (Penanggung Jawab
Program).........oveesis dengan hasil pembahasan sebagai berikout :

I, Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Linggatelah menvampeaikan
Notisi Hasil Audit Kinerja atas Program ...... tangeal ....... , bulan.....201x
schagaimana terlampir dan memberikan penjelasan seperlunva kepada
Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota
-ee-8ebagal penanggung jawab program............ dan staf atas materi
permasalahan vang termuat dalam notisi dimaksud.

bd

Terhadap permasalahan yvang telah disampaikan dan dijelaskan oleh
Tim Audit Inspektorat Dacrah Kabupaten Lingga beserta dokumen/data
pendukung vang merupakan bagian dan kertas kerja Tim, Kepala
Organisasi  Perangkat Daerah (penanggung jawab  program)......
menyatakan: scpendapat/tidak scpendapat terhadap seluruh materi
temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam Form.

wereeeenes Demilaaniah Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program
ini dibuat dengan

sebenarnyva. Kemudian ditutup serta ditandstangani oleh Tim Audit
Inspektorat Dacrah Kabupaten Linggadan Kepala Organisasi Perangkat
Daecrah Kabupaten Lingga sebagail penanggung jawab program pada hari

80




saenensee. tANEEAL ......., bulan 201x serta tempat sebagaimana tersebut diatas.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah 1 Pengendali Teknis
Provinsi/ Kab/Kota....sebagai Penanggung
Jawab Program
NIP
P 2 Ketua Tim
NIP

R R A EFE AR

NIP
3 Anggota Tim

llllllllllllllllllll

BUPATI LINGGA

al



Form 1.12
Contoh Format Laporan

LOGO INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM

PRIORITAS.. ...coaveees e 0l it kaaana
KOTA......ceivmnnnnenarnnannsnssens
TAHUN....cisvessssssninsis
NOMOR: LAP-...... "

TANGOAL:......c.crvvmmrrrnrnes
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PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
INSPEEKTORAT DAERAH

[ INEFEHTUHﬂ JL. Istana Kota Baru Daik Lingga, Kode Pos 29872 Telp.
(0776) 7030302

Pos-el:iinspektorat@ linggakab.go.id, Laman:inspektoratkab. Linggakab,go.id

Nomor : LHAK - IR 20 20XX
Form: ... berkas
Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja Atas

Program  Prioritas XXX  pada
Pemerintah Kabupaten Lingga......
Tahun 20mx

Yth. Bupati Lingga

Kami telah melakukan Audit Kinerja Atas Program Prioritas XXXX pada
Pemerintah Kabupaten/Kota.... Tahun 20XX. Audit dilaksanakan sesuai
dengan Standar Audit yang dikeluarkan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi
APIF Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan kami yakin bahwa audit
tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan
kinerja yang dicapai, memberikan saran perbaikan vang diperlukan untuk
memperbaiki pencapaian kinerja dan perbaikan pengelolaan risiko, proses
pengendalian intern serta tata kelola atas program prioritas XXX,

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan
schagal berikut:

BAGIAN SATU  : PENDAHULUAN

BAGIAN KEDUA : HASIL AUDIT KINERJA
BAGIAN KETIGA : SIMPULAN DAN
REROMENDASI



PENDAHULUAN

A. Dasar Penugasan
Audit kinerja atas program prioritas ......... Tahun....... dilakukan lintas
sektoral /lintasOPD yaitu pada OPD........ sebaga: koordinator utama
Dan OPD sebagai koordinator pendukung sesuai dengan Surat Tugas
Inspektur Kabupaten /Kota
Nomor.............. TR - i e

B. Tujuan Audit
Tujuan audit kinerja atas program prioritas ... Tahun......
LT TP R

C. Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujuan Audit Kinerja adalah untuk memberikan nilai tambah dan
masukan /saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan
kinerja dan perbaikan GRC terkait dengan aspek kelaatan terhadap
ketentuan yang berlaku dan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas
(JE) dalam pencapaian sasaran strategis Pemda

Ruang lingkup dari Audit kinerja program prioritas xxx tahun ....
mencakup: Program di OPD xx pada Kegintan xxx
Program di OPD xx pada Kegintan xxx

D. Metodologi Audit Kinerja
Audit kinerja atas program prioritas dilaksanakan dengan
mectodology [IPMS Teknik Audit yvang digunakan adalah reviu dokumen,
wawancara, observasi dll. Dalam pemilihan sampel, teknik sampel yang
kami gunakan adalah xxx dengan tingkat keyakinan xxx

E Penilaian Kinerja
Hasil Penilaian atas keberhasilan program prioritas  dapat
dikategorikan sebagai berikut: Contoh gradasi penilaian kinerja
Program

Skor Kategori
85 < akor < 100 Berhasil
70 = skor < 85 Cukup Berhasil




30 £ skor < 7O Kurang Berhasil
0 £ skor < 50 Tidak Berhasil

F. Gambaran Umum Program prioritas
Nama Program Priontas:
Tujuan Program Prioritas:
OPD: OPD A (Koordinator
Utama) OPD B
(Koordinator
Pendukung)
Program: Program A... pada Kegiatan

G. Periode dan Waktu Pelaksanaan
Audit kinerja yang dilaksanakan pada program prioritas xxx
mhun.. ...

Waktu pelaksanaan Audit Kinena adalah xxx s.d oo




BAB Il
Hasil Audit Kinerja

A Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E

dan menilai serta menganalisis capaian kinerja
Capaian Kinerja Tahun 2019

Hasil audit kinerja Program....... T Tahun Anggaran 2019 pada Dinas.....
memperoleh skor83,84% dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan
program .... telah dilaksanakan dengan predikat “Cukup Berhasil”.
Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap
aktivitas utama pelaksanaan Program (Core Activities) yang ditetapkan.
Pencapaian nilai Kinerja Program Tahun Anggaran 2019 berdasarkan
aktivitas utamadigambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Pencapaian Kinerja Per Aktivitas Utama dan Indikator Kinerja

Utamn

Wo| ' Umms  [Bebet TCapim g,

1  Ekonomis = 44.00 | 81.98% | 36.07
2 | Efisien 47.00 | 84.37% | 39.65 |
3 | Efekuif 9.00 | 90.24% 8.12 |

Dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai indikator
utama kinerja sccara agregrat sebesar 83.84% mencerminkan
pelaksanaan Program ... Tahun Anggaran 20XX pada umumnva cukup
berhasil dilnksanakan atau diselenggarakan sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan.

Simpulan tersebut diperoleh dar hasil pengukuran kinerja aktual
terhadap capaian Indikator Utama Kinerja (Key Performance Indicators-
KPl) yang ditetapkan, sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2020

Hasil audit kinerja Program.......Per Semester | Tahun Anggaran 20XX
pada Dinas....

memperoleh  skor . % dari nilai maksimum 100 yang
mencerminkan program ... telah dilaksanakan dengan predikat
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“Berhasil”.

Identifikasi penyecbab tidak optimalnya capaian kinerja dengan
identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian

Capalan kinerja Program..... Tahun Anggaran 20XX sebesar B3 84%,
menunjukkan terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan vang belum
dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh pencrapan sistem
pengendalian intern yang belum memadai. Gambaran penerapan sistem
pengendalian intern yang tidak optimal untuk masing- masing indikator
kinerja, sebagai berikut:

1) Belum optimalnya kinerja efektivitas dan efisiensipelaksanaan
program yang hanya mencapai 82,64%, discbabkan hal-hal sebagai
berikut:
al Tahap Perencanaan

Belum optimalnya kinerja ketcpatan sasaran - meningkatkan
kemampuan pelaksanaan wvang hanya mencapai 84,08%

disebabkan oleh:

(1} Kelemahan Lingkungan Pengendalian Belum sesuai aturan yang
berlaku............

(2} Kelemahan Penilaian Risiko
- Dinas ... Kota.........cocooe.. terlambat  melakukan

pengadaan jasa Tenaga Ahli dan Fasilitator Masyarakat dari
target nasional vang lelah ditetapkan yaitu paling lambat
........................... . JAnalisis atas kendala/hambatan dalam
pelaksanaan pekerjann dengan tingkat kesulitan yang tinggi,
belum dilakukan.

i3 Kelemahan Aktivitas Pengendalian

Pengendalian Dinas .............. . dalam pembentukan BEKAD
masih lemah, yaitu adanya anggota BKAD yang tidak sesuai
dengan kriterin vang ditentukan.

i4) Kelemahan Informasi dan Koemunikasi

Media untuk pengaduan masyarakat, baik di Tingkat Provinsi
maupun di Tingkat Kabupaten belum tersedia.
i%) Kelemahan Pemantauan Berkelanjutan

Belum efektifnya mekanisme/kebijakan pemantauan terkait
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b) Tahap Pelaksanaan

i

(]

(3

(4.

(5.

&)

(7

Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran - pembangunan
mirastruktur yvang hanva mencapai 82,37%, disebabkan eleh
Kelalaian Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam
melakukan pengadaan material dan lemahnya pengendaliann
mutu pelaksanaan pekerjaan oleh Fasilitator masvarnkat dan
PPK

Belum optimainya Kinerja Ketepatan Sasaran - pendayvagunaan
sumber daya dan tenaga kerja lokal yang hanya mencapai
86,6T%, discbabkan oleh kesulitan BKAD memperoleh material
di lokasi setempat karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditenmukan.

Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Jumiah-
pertanggungnwaban penggunaan dana operasional sesuai
ketentuan yang hanya mencapai 98,97%, disebabkan oaleh
Kelemahan pengedalian PPK dalam membuat Perjanjian Kerja
dengan jumlsh orang peserta tanpa mempertimbangkan jumlah
undangan.

Belum optimalnyn kinerja ketepatan kualitas- pembangunan
infrastruktur yang dilakukan belum dapat bermanfaat atau
membenkan dampak yang signifikan bagi masvarakat sekitar,
hal tersebut dikarenakan.....

Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - pelaksanaan
pengadann  JAsA............ccoeennes vang hanva mencapai 50,00%
disebabknan oleh Dinas............. Kota terlambat  melakukan
pengadaan jasa Tenaga

Ahli dan Fasilitator Masyarakat dari target nasional yang telah
ditetapkan yaitu paling lambat ...............

Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyaluran dana dan
pelaksanaan  kegiatan atau  program  sesuai  dengan
pedoman fjukms/juklak yang hanva mencapai 73,86%
discbabkan olech masih adanya beberupa BKAD yang belum
memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap [,
schingga pencairan dana Tahap Il terlambat.

Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyelesaian
pembangunan [nfrastruktur yang hanya mencapai 81,80%
disebabkan oleh infrastruktur vang dibangun (Jembatan
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Gantung) di Kecamatan .............. mempunyai tingkat kesulitan
vang tinggi schinga membutuhkan waktu yang lebih lama dari
jenis pekerjaan fisik lainnya.
2) Belum optimalnya Kinerja Kelepatan Pelaporan Pelaksanaan
Program yang hanyamencapai 90,18%, disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut:
¢) Tahap Pelaporan

(1) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan mekanisme
penanganan pengaduan yang efektf yang hanya mencapai
20,00%, disebabkan oleh media pengaduan masyarakat tidak
fersedia, sehingpa mekanisme penanganan pun tidak berjalan.

2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan pelaksanaan
monitoring dan ecvaluasi kecamatan vang hanya mencapal
92,32%, disebabkan oleh Fasilitator Masyarakat (FM) kurang
efektif dalam mendampingi BKAD membuat laporan harian
pekerjaan setiap hari.

Capaian kinerja......... Semester | Tahun Anggaran 20XX Tahap
Perencanaan sebesar

88,38%, menunjukkan telah berhasil, namun masih terdapat faktor-
faktor penentu keberhasilan vang belum dilaksanakan secara optimal
vang dipengaruhi olech sistem pengendalian intern yang belum
memadai. Gambaran pencrapan sistem pengendalian intern yang
tidak optimal untuk masing-masing indikator kinerja, sebagai
berikut:

Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan
kemampuan pelaksanaan......... dengan capaian 86,36% disebabkan

1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Penetapan unsur-unsur BEKAD dalam Musvarawah Antar Desa
belum scsuai kriteria dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Badan Kerjasama Antar Desa.

2) Kelemahan Penilainn Risiko

Penilaian risiko terhadap kendala/hambatan yang mungkin
dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan belum dituangkan dalam
dokumen perencanaan berupa dokumen profil kawasan.




3) Kelemahan Aktivitas Pengendalian

Pengendalian Dinas ..o dalam pembentukan BKAD masih
lemah, yaitu masihterdapat anggota BKAD tidak sesuai dengan
kriteria vang telah ditentukan.




BAB I11
Simpulan dan Rekomendasi Hasil Audit

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Audit terhadap Pelaksanaan Program...... Tahun
Anggaran 20XX per 3] Desember 20XX ([post] dan Semester | Tahun

Anggaran 20XX (current), diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Keuangan
Alokasi dana ............... pada Tahun Anggaran 20XX per 31 Desember
20XX [Post) adalah
Rp...cc.c.. .00 dengan realisasi dana scbesar Rp........ atau ...... % dan
Semester | Tahun Anggaran 20XX per 30 Juni 20XX jcurren!) adalah
R , dengan realisasi dana sebesar Rp.............. atau %.
Realisasi penverapan anggaran per 30 Juni 20XX feurrent) sebesar
'-'--------——---r——---|-|---—-----------1---|----—----‘-----—----|11--r-|---r-—--rr--rrrr-r----l—--—-%. h-“.l
tersebut
disebabkan adanya perubahan struktur OFgAnIsas

2. Penllaian Indikator Utama Kinerja

a.Tingkat keberhasilan Program ...... Tahun Anggaran 20XX tercermin
dari perolehan skoragregat Indikator Utama Kinerja (KPl) sebesar B3,84
dari skor maksimum 100, dan kurang darnt ambang batas keberhasilan
vang ditetapkan scbesar 85,00, Indikator keberhasilan Program ......
Tahun Anggaran 20XX, adalah sebagai berikut:
1"  Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Program

Telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Pelaksanaan Program

9) Capaian nilai indikator ekonomis, efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program 52,64% atau memperoleh skor sebesar
72,72 dari bobot kinerja sebesar 88,00. Hal int menunjukkan
bahwa pelaksanaan Program Tahun Anggaran
20XX Cukup Berhasil direncanakan dan dilaksanakan dengan
efektif dan efisien sesuai kriteria vang telah ditetapkan.

bl Capaian nilai indikator keberhasilan Program.....semester |
Tahun Anggaran 20XX Tahap Perencanaan program 88 38%
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atau memperoleh skor sebesar 38,89 dari bobot kinerja
schesar 44,00. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Program
Semester | Tahun Anggaran 2020 berhasil direncanakan oleh
secara efektifl dan efisien sesuai kritena yang ditetapkan.

B. Rekomendasi
Terhadap permasalnhan yang  dijumpai dalam audit kami
rekomendasikan kepada ... Agar;
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Demikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah
tindak lanjut yvang diperiukan.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapktan terima kasih.

Inspektur Daerah
Kabupaten Lingzn,
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : b TAHUN 2025

TANGCAL - 21 MARET 2025
PEDOMAN AUDIT KETAATAN
BAB I
GAMBARAN UMUM

A. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN SASARAN
Audit ketaatan (comphance audify merupakan audit untuk menilai tingkat
ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan,
prosedur vang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
Adapun pengertian audit ketaatan dari berbagai sumber antara lain:
+« Herdasar Standar Audit Intern Pemernintah Indonesia [(SAIPI), audit
ketaatan (compliance audit) termasuk ke dalam audit tujuan tertentu.
* Berdasarkan Infermal Audit Capability Model (IACM) yang
dikembangkan oleh [IA, audit ketaatan (compliance audit adalah
kegatan audit yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dan ketaatan
atas area, proscs, dan sistem terhadap kebijakan, rencana, prosedur,
peraturan, kontrak serta peraturan lain vang telah ditetapkan.
Tujuan audit ketaatan adalah menilai ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan, kebijakan, prosedur yvang berlaku serta peraturan
terkait yang telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi,
program /kegiatan. Sasaran audnt difokuskan pada area vang terdapat
risiko ketidaktaatan, meminimalisic tindak penvimpangan atas area,
proses, sistem, fungsi, program/kegatan serta untuk membeni saran
perbaikan untuk penguatan pengendalian.
Pengendalian terhadap ketaatan pada prosedur-prosedur dan kebijakan-
kebijjakan yang diterapkan dalam pelaksanaan area, proses, sistem,
fungsi, program/kegiatan untuk memastikan bahwa implementasi telah
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman
terhadap pengendalian ketantan ini akan membantu auditor dalam
mendeteksi/menilai risiko terjadinya penyimpangan dari ketentuan
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perundang-undangan pada kejadian-kejadian historis serta mencegah dan

menangkal lindak penyimpangan pada risiko yvang akan terjadi.

Oulcome vang diharapkan atas pelaksanaan audit ketaatan antara lain:

1. Keyakinan memadai atas ketaatan bahwa area, proses, sistem yang
diaudit telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan
vang berlaku;

2. Adanya nilai tambah untuk meningkatkan capaian tujuan organisasi dan
efektivitas operasional;

3. Mencegah, menangkal /menghalang, mendeteksi tindakan
penyimpangan dari prosedur maupun kebijakan vang ditetapkan.

METODOLOGI AUDIT KETAATAN

Uniuk mencapai sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah
ditetapkan, auditor dapat menilai, menguji, menganalisis, menyimpulkan
ketaatan suatu area pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan
yang memadai dengan didukung bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan
material. Dokumen data sekunder dari luar OPD vang diaudit dapat
digunakan sebagai data awal, sedangkan data primer dan OPD vang
bersangkutan dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan yang bisa
digunakan sebagai bukti temuan atas ketidaktaatan. Selanjutnya, dokumen
bukti-bukti  tersebut  dianalisis  dengan membandingkan  antara
realisasi / pelaksanaan dengan peraturan vang berlaku atau dari best practice
yvang ada.

Teknik audit untuk pengumpulan data dan bukti audit dilakukan melalui:
1. Pengumpulan data;

2. Wawancara/ interviu / kuesioner;

3. Konfirmas: kepada phak terkait;

4. Uji petik/sampel;

5. Analisis data;

6. Simpulan.

Dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti, APIP harus
memperhatikan luasnya besaran pengujian vang akan dilakukan. Uji petk/
sampel dalam pengumpulan bukti dilakukan dapat secara seleksi
berdasarkan pertimbangan profesi auditor. Besaran luasnya pengujian
tersebut tidak harus dilakukan audit secara keseluruhan melainkan dapat
dilakukan sampel sesuai dengan tingkat kevakinan yang diharapkan melalus
teknik pengukuran sampel. Agar pemilihan sampel dapat benar representatil
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maka dapat menggunakan contoh rumus/tabel statistik vang biasa
digunakan dalam menentukan jumlah sampel antara lain;

1. Rumus Slovin
n = N/Nid)2 + 1
n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05. Misalnya,
jumlah populasi adalah 125, dan tingkat kesalahan yvang dikehendaki
adalah 5%, maka jumlah sampel yang digunakan adalah: N = 125 / 125
(0,05§2 + | = 95,23, dibulatkan 95

2. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel lsanc dan Michael
Tabel penentuan jumlah sampel dari Isanc dan Michael memberikan
kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan
1%, 5% dan 100/eo. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung
menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat
kesalnhan vang dikehendaki.

3. Jumlah sampling minimal berdasarkan Roscoc dalam Sugvono (2010:
131) mengatakan ukuran sampel yang layvak dalam penelitian adalah
antara 30 sampai dengan 500. Bila populasi kurang dari 30, sevogyanya
diambil keseluruhan,

a. Probability sampling {simpie random)

Probability sarmphng adalah teknik sampling yang memberikan peluang
yang sama bagi sctiap unsur {anggota) populasi untuk dipilih menjadi
anggota sampel. Salah satu teknik sampel probability sampling adalah:
Simple Random Sampiing dinvatakan simple (sederhans) karena
pengambilun sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random
sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung
dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai
unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang vang sama untuk
menjadi sampel atau untuk mewnkili populasinya. Cara tersebut
dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut
dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi
tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random
sampling dapat dilakukan dengan metode undinn, ordinal, maupun
tabel bilangan random. Untuk penentuan sample dengan cara ini
cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu.
Apalag jka jumlahnya besar, sampelnya besar
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b. Non probabiiity sampling (purposive sampling)
Non probability sampling adalah teknik vang tidak memberi
peluang/kesempatan yang sama bagl sctiap unsur atau anggola
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik Non
probability sampling meliputi:
Purposive  sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive
sampling, didasarkan atas cin-ciri tertentu  yang dipandang
mempunyai sangkul paut yang eral dengan ciri-ciri populasi yang
sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata Isin, unit sampel
vang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu vang
diterapkan berdasarkan tujuan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnva, auditor wajib mengikuti standar audit yvang
telah ditetapkan dalam SAIPI, mempunvai kompetensi dan kecermatan
profesional (Standar 2000, SAIPI) di bidang audit ketaatan, Kompetensi
terscbul bisa didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun ekstemal
(Standar 2014, SAIPI), apabila tidak ada auditor yang mempunyai keahlian
yang diharapkan. Auditor harus mampu memberikan rekomendasi/saran
dalam hal peringatan/deteksi dini (early waming system) kepada pimpinan
organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan perbaikan
terutama pada aren vang memiliki potensi masalah/rsiko ketidaktaatan
yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Apabila dari  hasil
pengumpulan, analisis, dan intepretasi bukti-bukti, auditor menyimpulkan
adanya potensi tindak penyimpangan yvang berpotensi merugikan keuangan
negara, melalui bukti-bukti tersebut dapat dijadikan informasi awal untuk
ditelash lebih lanjut sebagai informasi perlunye audit investigasi atau tidak.

C. TAHAPAN AUDIT KETAATAN
Secara sistematis, tahapan audit ketaatan dimulad dari perencanaan hingga
monitonng tindak lanjut atas penyelesaian temuan hasil audit, seperti yang
dijelaskan dalam diagram berikut:
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BAB 11
PROSES PERENCANAAN AUDIT

Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit secara rinci

berdasarkan perencanaan pengawasan APIP, sehingga audit dapat

dilaksanakan secara efisien dan efckuf. Pada perencanaan audit, auditor
mengumpulkan informasi untuk menentukan: (1) Penetapan Tujuan dan

Ruang Lingkup, (2) Pemahaman Proses Bisnis Auditi, (3 Audit Pendahuluan,

(4) Identifikasi dan Penilaian Risiko Ketidaktaatan, (5) Identifikasi dan

Penilaian Kecukupan Pengendalian, (6) Penyvusunan Rencana Pengujian, (7)

Penyusunan Program Kerja, (8] Pengalokasian Sumber Daya. Sebelum

merumuskan tujuan audit, sebaiknya perlu dipahami alasan-alasan yang

melatarbelakang penugasan audit vang akan dilaksanakan. Pelaksanaan
audit ketastan dapat dilakukan berdasarkan:

1. Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) hasil proses
penilaian risiko orgamsasi melall Perencanaan Pengawasan [ntern
Berbasis Risiko (PPBR) atau berdasarkan hasil audit sebelumnya atas
area, proses, sistem, lungsi, program/kegiatan OPD yang masih terdapat
nsiko ketidaktaatan.

2. Permintaan pimpinan organisasi/kepala dacrah, atas suatu unit
Organisas

3. atau area, proses, sistem, f{ungsi, program/kegiatan OPD, atau
berdasarkan permintaan pihak lain dengan alasan tertentu atau hal lain
yang dilaksanakan dalam kondisi darurat atau adanva indikasi
ketidaktaatan atau alasan penting lainnya.

4. Area, proscs, sistem, fungsi, program /kegiatan atau hal lain vang baru
atau pertama kali dilaksanakan atau dilaksanakan dengan perubahan
prosedur atau perubahan proses lmnnyva.

5. Arca, proses, sistem, fungsi, program /kegiatan OPD vang tidak selaras

6. dengan sasaran RPJMD/N disarankan untuk dilakukan audit ketaatan.

Berikut adalah tahap-tahap perencansan yvang periu dipersiapkan APIP

antara lain:

A. PENETAPAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Langkah pertama dalam memulai suatu penugasan adalah menentukan

tujuan (apa yang akan dicapal) dan ruang lingkup penugasan (apa yang
akan diuji). Audit ketaatan bertujuan untuk memberikan kevakinan
memadai bahwa suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan
OPD dilaksanskan sesuni peraturan perundang-undangan, kebijakan,
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prosedur yang berlaku serta pernturan terkait yvang telah ditetapkan.
Penetapan tujuan audit merupakan proses kritis pada awal penugasan,
Kegagaulan menetapkan tujuan audit secara jelas dapat membuat
pekerjasn tim tdak selaras dengan alasan penugasan. Pada akhir
penugasan, tujuan audit dinyatakan sccara tegas dalam Laporan Hasil
Audit (LHA). Tujuan audit ketnatan yang jelas akan menegaskan tujuan
penjaminan yang akan diberikan auditor intern.

Agar sasaran audit ketaatan dapat dicapai, auditor harus menetapkan
ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernvataan ruang lingkup perlu
dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam
penugasan. Auditor dapat melakukan audit ketaatan pada level area,
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD. Terkait kriteria ketantan
yang akan diberi penjaminan, auditor dapat membatasi lingkup audit pada
aspck ketantan/ compliance terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku, prosedur dan kebijakan yvang telah ditetapkan, serta
kecukupan pengendalian.

B. PEMAHAMAN PROSES BISNIS AUDIT

Dalam merencannkan penugasan, auditor harus memahami auditi
(tujuan, proses dan arca yang menjadi lingkup audit). Kegagalan dalam
memahami auditi dapat berakibat pengujian yang tidak lengkap atau
kesalahan pengalokasian sumber daya. Yang pertama harus dipahami
oleh auditor adalah tujuan organisasi. Sejauh mana tujuan organisasi
telah tercapai dan proses vang dilakukan pimpinan OPD dalam
mencapainya. Dalam memahami proses bisnis (probis) auditi dibutuhkan
pemahaman vang mendalami terkait dengan renana strategis (renstra),
struktur organisasi, mandat, tugas dan fungsi, tujuan dan target (outpuf]
serta capaian Kinerja.

Auditor dapat menggunakan berbagai sumber data untuk memahami
probis auditi. Salah satunva dengan memanfaatkan data vang tersedia,
misalnya renstra, struktur organisasi, SOP, kebijakan, uraian tugas dan
jabatan, dokumentasi lain misalnya data audit tahun lala, DPA auditi yang
bersangkutan, KKP dan LHP tahun lalu, tindak lanjut LHP tahun
sebelumnya, register risiko dan RTP, laporan efektivitas pengendalian,
dsb. Hal ini berguna untuk pembuatan Program Kerja Audit (PKA) agar
audit berjalan dengan efisien dan efekufl dalam audit ketantan atas area,

proses, sistem, fungsi, program /kegiatan OPD.



C. AUDIT PENDAHULUAN

Terdiri dari:

1. Persiapan
Desk audit adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi awal yang
dapat dipercleh dari OPD sebelum audit lapangan (DPA, Renstra,
struktur organisasi, uraian tugas, LHP tahun lalu, dan dokumen auditi
lainnya) serta analisis data untuk mendapatkan gambaran umum
permasalahan administrasi sehingga diperolch Potential Audit Objective
(PAO) yang menjadi buhan masukan penyusunan program kerja survey
pendahuluan.

2. Survey Pendahuluan
Survey pendahuluan adaluh suatu proses dalam audit internal yang
bertujuan memperdalam gambaran (informasi) umum mengenai auditi
schingga diperoleh pemahaman yang lebth mendalam tentang dasar
hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan
organisas:. Survey pendahuluan dapat dibagi ke dalam 4 whap:
a. Pengenalan Auditi, tahap ini mencakup pengumpulan informasi
mengrenai hal-hal berikut:
a. Dasar hukum penetapan auditi, peraturan perundang.
undangan dan kebijakan yvang berlaku;
b. Penetapan struktur organisasi dan uraian tugas;
c. Tujuan dan sasaran auditi menurut DPA;
d. Pengendalinn intern dan keuangan;
Dokumen yang berkaitan dengan program;
LHP penode sebelumnyva;
Pengaduan /atensi masyaralkat;
h. Prosedur program/kegiatan, dst.
Pada saat auditor melakukan survey untuk menemukan
permasalahan, pada dasarya auditor melakukan identifikasi,
petunjuk, atau indikasi adanya ketidaktaatan/penyimpangan.
Beberapa dan indikasi-indikasi yvang biasanya mudah dikenali:
# Tidak adanva perencanaan, kalaupun ada tidak memada, tdak
selaras dengan RPIMD / RP.JIMN.
e Tidak adanya pemisahan tanggungawab dalam bagan organisas:
yang memadiai,
e Prosedur/SOP tidak efektif atau binvanya melampaiui kewajarn
atau tidak jelas schingga perlu dilakukan pengujian yang

® =0
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mendalam;

* Tidak dibuatnya sistem schagai pedoman pelaksanaan tugas dan
Tungsi;

* Adanya transaksi atau program di luar anggaran yang tersedia;

b. ldentifikasl Permasalahan, untuk menentukan adanya
permasalahan adalah mengidentifikasi seluruh program, kegiatan,
dan fungsi, hal ini dapat dilihat dari program atau kegiatan (tugas
fungsi OPD) vang penting apakah:

n. Selaras dengan program/sasaran strategis RPIMD /RPJMN:

b. Rawan terhadap tindak penyimpangan, kecurangan (fraud),
penyalahgunaan;

€. Menyangkut transaksi rupiah yang sangat besar:

d. Mendapat perhatian besar dari pimpinan;

€. Dan audit sebelumnya mengandung banvak kelemahan dan
kekurangan sistem pengendalian.

c. Konfirmasi/Klarifikasi, tahap ini merupakan pengujinn secara
terbatas untuk memperoleh kepastian mengenai hal-hal vang kntis
dan memperoleh kepastian mengenai diperlukan tidaknya audit
yang lebth mendalam.

d. Simpulan atas Survey Pendahuluan, di dalam melaksanakan
survey pendahulauan diterapkan teknik-teknik survey vang meliputi
wawancara, analisis perbandingan, bagan alir, kajian ulang
analistis, dan observasi. Pada akhir survey pendahuluan dibuat
simpulan secara keseluruhan yang merupakan laporan hasil survey
pendahuluan yang berisikan informasi umum, risiko audit vang
menunjukkan indikasi kelemahan dan kerentanan pada arca,
proscs, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD dan unsur-unsur
lainnya yang diaudit yang selanjutnva disebut sasaran audit
sementara atau Tentative Audit Objectives [TAO).

Contoh Kertas Kerja Survey Pendahuluan dapat dilihat pada Form
i

3. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Evaluasi pelaksanaan SPl adalah kegiatan untuk mendapatkan
informasi mengenai keandalan SP! dengan menelaah dan mengujinya
schingga dapat disimpulkan sasaran audit vang pasti atau Firm Audit
Objective (FAQ). Evaluasi pelaksanaan SPl mengikuti mekanisme:
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4.

5.

Perumusan Tujuan Evaluasi Pelaksanaan SP1

Tujuannya adalah menilai dan mengevaluasi keandalan SPl serta
melakukan berbagai analisis untuk mendeteksi  kelemahan
pengendalian vang terjadi.

Penyusunan Program Kerja Audit pada Evaluasi SPI
Berdasarkan standar audit, dinvatakean bahwa APIP harus
memaham rancangan sistem pengendalian internm dan menguji
pencrapannya/ elektivilas dari  pengendalian intern auditi.
Instrumen SPl merupakan sarana prosedur yang dirancang untuk
menilai keandalan pengendalian intern auditi yang meliputi 5 (lima)
unsur dengan 25 subunsur pengendalian dalam SPIP.
Pelaksanaan PKA-SP1

Berdasarkan data pelaksanaan SP1 yvang telah dikumpulkan dari
auditi, pada tahap ini tim audit melakukan penilaian simpulan audit
pendahululunn dengan menggunakan 5 unsur dengan 25 subunsur
SPIP sehingga ditctapkan FAO nya. Auditor bertanggung jawab
menentukan scberapa jauh pengendalian intern dapat diandalkan,
memastikan bahwa area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan
OPD scjalan dengan peraturan perundang- undangan, kebijakan,
prosedur yang berlaku serta peraturan terkait. Disamping itu,
auditor dapat memperkirakan kemungkinan nsiko yang terjadi pada
auditi di dalam melaksanakan kegiatannva. Hasil evaluasi SPl harus
dianalisis untuk menentukan perlu tidaknva audit vang lebih
mendalam. Sistem pengendalian auditi antara lain:

a. Lingkungan pengendalian yvang kondusif

b. Kemampuan memprediksi dan mengantisipasi risiko

c. Aktivitas pengendalian yang memadai

d. Informasi dan komunikasi vang efektif

¢. Adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

Penyusunan KKA

Hasil pelaksanaan PKA Audit Intern dituangkan kedalam kertas
kerja audit oleh auditor yang bersangkutan sesuai dengan
penugasannya berdasarkan PKA,

Penyusunan Laporan Hasil Audit Pada Evaluasi SP1

Pada akhir evaluasi SPl dibuat simpulan secara keseluruhan yang
merupakan laporan hasil audit pada evaluasi pelaksanaan SPl yang
menunjukkan kelemahan dan kerentanan pada area, proses,
sistem, fungsi, program/kegiantan dan unsur-unsur lainnya vang
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diaudit yang sclanjutnya disebut Tentative Audit Objectives (TAO).
TAO adalah sasaran audit yang merupakan hasil dari tahap cvaluasi
sistem pengendalian intern. Kegiatan evaluasi pelaksanaan SP|
adalah mendapatkan informasi mengenai SPI, menelash dan
menguji keandalan SPI sehingga dapat disimpulkan sasaran audit
vang fentative atau TAO,

Jika disimpulkan sistem pengendalian intern “andal’, maka
dilakukan pengujinn pengendalian yang bertujuan untuk mengukur
‘nsiko  pengendalian® guna menentukan luas dan dalamnya
pengujian rinci yang akan dilakukan.

Jika disimpulkan sistem pengendalian intern “tidak andal’, maka
audit dilanjutkan ke tahap pengujian rinci, tidak periu melalui tahap
pengujian pengendalian. Hasil pengembangan pengujian rinci
dijadikan sasaran audit tetap (FAO) sebagai dasar untuk
penyusunan simpulan dan Ketentuan hasil audit.

Contoh Kertas Kerja Evaluasi SPI dapat dilihat pada Form lI. 2 dan
I3

D. IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO KETIDAKTAATAN

Tujuan dari tahap identifikasi dan penilaian risiko ketidaktaatan adalah
menentukan potensi/nsiko ketidaktaatan dalam penyelenggaraan area,
proses, sistem, fungsi, program/kegialan sesuai peraturan perundang-
undangan, kebijakan, prosedur vang berlaku serta peraturan terkait, Vang
akan didalami oleh auditor. Apabila auditi telah menyusun register risiko,
identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan
risk register dan profil ristko auditi dan dilakukan penilaian atas validitas
nsk register auditi tersebut. Penilaian validitas risk register auditi dapat
dilakukan dengan melakukan brainstorming mengenai risiko (sebab
dampak| dan melakukan skenario ulang dalam menyusun dan membuat
daftar nsiko yvang dapat diondalkan (valid). Namun, bila auditi belum
memiliki daftar risiko yang memadai, auditor memberikan fasilitasi dengan
muditi untuk mengidentifikasi, menilai, dan menctapkan risiko
ketidaktaatan pada suatu proses bisnis yvang dapat menghambat
pencapalan tujuan organisasi. Proses identifikasi dan penilaian risiko
dilakukan atas prosedur penyelenggaraan dari suatu program vang
mendukung pencapaian tujuan organisasi dan program prioritas. Hal
tersebut dapat terlihat dari keselarasan antara dokumen RPJMD, Renstra,
dan IKU vang mendukung program prioritas tersebut.
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Contoh Kertas Keja Identifikasi dan Pentlaian Ristko dapat dilihat pada
Form [1.4.

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KECUKUPAN PENGENDALIAN KUNCI
Bagi Pemerintah Daerah yang telash menerapkan pengelolaan risiko,

auditor dapat melakukan penilaian kecukupan pengendalian kunci yang
telah dimiliki OPD. Dalam menilai kecukupan desain pengendalian, auditi
mengelompokkan respons atas risiko menjadi 4T vaitu tolerate/ terima,
terminate/hindari, transfer/alihkan, dan treat/tangani. Auditor
mengidentilikas: desain pengendalian kunci yang telah
didokumentasikan /ditetapkan auditi di dalam kebijakan, standar
prosedur operasi seérta rencana tindak pengendalian bagi organisasi.
Auditor menentukan apakah rancangan pengendalian kunci tersebut telah
memadii untuk mengelola risike pada level vang dapat diterima
organisasi, Dalam menilai kecukupan desain pengendalian kunci, auditor
harus mempertimbangkan:
e Selera nsiko dan tingkst risiko organisasi;
¢ Kemampuan pengendalian kuno untuk mengamankan pencapaian
tujuan/menangani risiko jika pengendalian  dijalankan  sesuai
rAncangan;
* Keberadaan dan kemampuan pengendalian tambahan yang diperlukan
uniuk mengamankan pencapaian tujuan/ menangani risiko.
Identifikasi dan penilaian  kecukupan desain pengendalian  kunci
diharapkan dapat menentukan bahwa proses penvelenggaraan area,
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan utama telah dilakukan
pengendalian dan dievaluasi secarn rutin serta dikaitkan dengan proses
penilaian risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan
dampak yang nmbul akibat risiko vang ada. Setelah melakukan penilaian
atas kecukupan desain pengendalian kunc, auditor perlu menyusun
observasi awal dan mendiskusikannya dengan pimpinan OPD. Bagi
pemerintah daerah vang belum menerapkan pengelolaan risiko, APIP
dapalt merckomendasikan perbaitkan dalam penerapan pengendalian
intern.

Contoh Kertas Kena ldentifikasi dan Pendlaan Kecukupan Pengendalian
Kunc dapat dilihat pada Form 1.5,
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F. PENYUSUNAN RENCANA PENGUJIAN

Penyvusunan rencana pengujian termasuk sifat pengujian, waktu dan

prosedur yvang diperlukan merupakan langkah dalam upaya mendapatkan

bukti. Bukti dapat dibedakan dalam beberapa jenis atau golongan sebagai

berikut:

1. Bukti pengujian fisik
Bukti pengujian fisik dilakukan untuk mevakinkan mengenal
keberadaan (kuantitatiff dan mutu (kualitatif) dari aktiva berwujud.
Bukti ini juga untuk meynkinkan kebenaran atau kesesunian suatu
proses dengan prosedur bakunya., Bukti pengujian fisik diperoleh
melalul pengamatan langsung oleh auditor sendiri. Hasil pengamatan
fisik oleh auditor tersebut dikukuhkan ke dalam suatu media pengganti
fisik yaitu berita acara hasil audit fisik, dengan dilampirkan dokumen
lain seperti hasil inspeksi lapangan, foto, surat pernyataan, denah
lokasi atau peta lokasi dan lain- lain,
Contoh: Berita Acara Hasil Audit Fisik

2. Bukti dokumen
Bukti audit vang paling banvak ditemui oleh auditor adalah bukt
dokumen. Bukti dokumen pada umumnya terbuat dari kertas yvang
mengandung informasi. Dalam menilai atau mengevaluasi bukti
dokumen, auditor sebaiknya memperhatikan pengendalian intern
sumber dokumen tersebut dan terpenuhinya persyaratan vuridis.
Kelemahan sistem pengendalian intern memungkinkan dokumen
mengandung kesalahan, bahkan dokumen palsu vang dibuat oleh
karvawan vang tidak jujur.
Contoh: Kuitansi, Surat Perintah Membayar (SPM), Buku Kas Umum

3. Bukti analisis
Bukti analisia adalah bukti audit vang diperoleh auditor dengan
melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data auditi dan data
lnin yang berkaitan dengan auditl. Bukti analisis hanya memberikan
petunjuk mengenal Kecenderungan sustiu kejadian, sehingga untuk
membuktikan terjadi atau tidaknya harus didalami dengan perolehan
jenis bukti vang lain,
Contoh: Analisis tren jumlah pelayanan dar tahun ke tahun, Analisis
perbandingan waktu pelayanan dengan  pelayanan serupa di
provinsif kabupaten f kota lain.

4. Bukt keterangan
Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh auditor dan pihak lain
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G.

(baik dan pihak auditi maupun pihak ketiga) berdasarkan pertanyaan
atau informasi tertentu vang diminta oleh auditor. Bukti kelerangan
merupakan bukti pendukung bukti-bukti lain yang telah didapatkan
oleh auditor. Biasanya bukt fisk, bukt dokumen, bukt analisis atau
bukti lisan (vang dituangkan dalam kertas kerja dengan scksama)
terlebih dahulu baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian
(didapat dan pihak lain karena diminta oleh auditor).

Contoh: Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK), Berita Acara Hasil
Konfirmasi.

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT

Langkah selanjutnya adalah menyusun Program Kerja Audit (PKA). PKA
digunakan sebagai panduan bagi auditor selama melakukan audit. PKA
berisi twjuan setiap prosedur dan rangkaian langkah-langkah audit yang
ditetapkan dalam pelaksanaan audit. Termasuk langkah mengidentifikasi,
menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi dan
bukti internal maupun cksternal auditi selama penugasan audit. Program
Rerja Audit harus direview dan disetujui sebelum dilaksanakan. Dalam
penyusunan PKA di samping memperhatikan tujuan setiap prosedur
audit, tcknik sampel yang digunakan juga terkait dengan rencana
pengujian sistem  pengendalian, juga rencana pengujian untuk
mengidentifikasi ketidaktaatan dalam penyelenggaraan suatu area,
proses, sistem, fungsi, program/kegatan OPD hingga ke simpulan
hasilnya. Berdasarkan simpulan permasalahan vang dijumpa:, suditor
memberikan rekomendasi untuk peningkatan ketaatan, perbaikan tata
kelola, pengendalian interm dan pengelolaan risiko pada auditi serta
mencegah dan menangkal terjadinya tindak penyimpangan.

Contoh Program Kerja Audit dapat dilihat pada Form 1.6,

PENGALOKASIAN SUMBER DAYA

Langkah terakhir di tahap perencanaan adalah pengalokasian sumber
daya (jam kerja, han pengawasan, personil tim auditor dan dana) yang
dibutuhkan tim untuk melaksanakan penugasan. Tim disusun dengan
memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektifl sesuail dengan
penugasan audit ketaatan vang akan dilakukan termasuk pembuatan

surat tugas dan anggaran waktu penugasan. Kompetensi dan pengalaman
auditor berkontribusi penting dalam menentukan waktu audit dan
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membuat rencana pengujian, biaya dan jadwal pengujinn agar dapat
diselesaikan tepat waktu. Hasil dari tahap ini adalah alokasi hari
pengawasan (HPF) masing-masing auditor, alokasi biaya per auditor dan
jenis pengujian yang akan dilakukan. Terhadap rencana prosedur
pengujian tersebut, ditctapkan auditor yang akan melaksanakan disertai
target waktu pelaksanaan (PKA) dan termasuk jumlah dana yang
diperlukan.
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BAB 111
PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN

Audit merupakan satu bentuk pengawasan fungsional vang dilaksanakan oleh
APIP melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan SAIPL Audit bertujuan
untuk menilai kebenaran, keakuratan dan keandalan informasi mengenai
pengelolann dan tanggung jawab penggunaan APBD dengan cara menguji
tingkat kesesuaian antara kondisi yang menyangkut area, proses, sistem,
fungsi, program/kegiatan OPD yang di audil dengan krilerianva. Dengan
meclengknpi simpulan atas permasalahan vang ditemut, auditor memberikan
bukti-bukti pendukung serta simpulan rekomendasi perbaikan pengendalian,
Oleh karena itu dalam melakukan audit ketaatan, auditor memberikan
keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem vang diaudit telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur vang berlaku
serta peraturan terkait, knteria dan Ketentuan yang berlaku lainnya. Berikut
adalah kerangka berfikir dalam melankukan audit ketantan:
Diagram 3.1 Kerangka Berfikir Audit Ketantan
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LT ET === ¥ 1] TH|'II|"|' = rifary e— - ,_]

e e
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Kegiatan audit rinct adalah audit yang dilakukan secara lebih mendalam
berdasarkan laporan hasil evaluasi SPl yang dituangkan kedalam PEA Rinci
untuk memperoleh pembuktian bahwa kondisi tertentu memang teradi dan
mengembangkannya sehingega diperoleh atribut temuan secara lengkap. Audit
rinci mengikuti tahapan sebagai berikut:
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A. PENETAPAN URUTAN PRIORITAS YANG AKAN DILAKUKAN AUDIT
RINCI BESERTA TUJUAANNYA

Tim menyusun prioritas dengan memilih kondisi mana vang akan
didahulukan auditi sebagaimana tercantum dalam FAQ, Apabila diperlukan
dapat dilakukan sampling atas kegiatan yang ada, baik yang dikerjakan
secara swiakelola maupun dengan kontrak. Tim menentukan tujuan audit
untuk masing-masing masalah sesuai prioritas vang telah ditetapkan.

B. PELAKSANAAN PKA RINCI
Pelaksanaan PRA rinci diharapkan mampu menggali ketepatan FAO yang

ditetapkan sebelumnya untuk disarankan dalam penyusunan kelengkapan
atribut temuan baik dalam penyajian kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan
pengembangan rekomendasinya schingga memenuhi syarat untuk dijadikan
temuan audit yang baik. Dalum tahap pelaksanaan audit rinci, auditor
dimungkinkan untuk merevisi PKA yang sesuai kondisi yang ditemui.
Tahap pelaksanaan terdin dari:
1. Pengujian dan Pengumpulan Bukti
Pada tahap ini auditor harus menguji materi/substansi transaksi
pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan secara
memadai  untuk  memperoleh  pembuktian  vang layak apakah
transaksi/kegiatan telah sesuai dengan atau menyimpang dari peraturan
perundang-undangan, kebjjakan, prosedur yang berlaku serta peraturan
terkait yang telah ditetapkan. Adapun bukti {internal dan ekstemal) yang
di evaluasi auditor adalah semua media informasi vang digunakan olch
auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan
rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian kondisi dengan
kriterianya. Bukti harus memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif:
a. Syarat kuantitatif, ywitu bahwa jumlah bukti harus cukup untuk
mevakinkun pihak lain yang mengetahui masalahnya;
b. Syarat kualitatif bukti mencakup 3 (tiga) atribut, vaitu relevan, absah,
dan handal;
* Relevan menyatakan bahwa bukti itu mempunyai hubungan yang
logis dengan dan arti penting bagl temuan audit vang bersangku
tan.

+ Absah menyatakan bahwa bukti itu didasari olch argumentasi vang
benar dan informasi yang akurat.

* Handal mconyalakan bahwa bukti itu dapat diandalkan vyang
menunjukkan konsistensi hasil dalam arti bahwa jika informas
diuji/diukur hasilnya tetap dan selain itu dapat diverifikasikan.
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Bukti sudit adalah semua media informas: yang digunakan oleh auditor

untuk mendukung argumentasi, pendapat atay  simpulan  dan

rekomcndasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi
dengan kritenannya.

Syarat-syarat bukti audit yang handal ada empatl syaratl vaitu disebut

REKOCUMA masing-masing sebagai berikut:

1. Relevan: Bukti audit harus relevan dan logis mendukung atau
menguatkan pendapal atau argumen yang berhubungan dengan
tujuan dan kesimpulan audit.

2. Kompeten: Bukt audit dikatakan kompeten apabila bukti yang
diperoleh berasal dari sumber yang independen dan dapal dipercaya
serta terjamin keakuratannyva, Kompeten atau tidaknya suatu bukti
dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti, dan
kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut.

3. Cukup: Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai
keseluruhan bukti berarti dapat mewakili atau menggambarkan
keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan serta jumlahnya
memenuhi syarat untuk mendukung temuan auditor.

4. Material: Bukti material adalah bukti yang mempunyai nilai vang
cukup berarti dan penting bagi pencapaian fujuan organisasi.
Materialitas dapat dilihat antars lain: besamya nilai uvang, pengaruh
terhadap kegiatan, hal yang menyangkut tujuan audit, pentingnya
menurut peraturan perundangan, keinginan pengguna laporan,
kegiatan yang pada saat audit dilakukan sedangjadi perhatian umuom.

APIP harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung
kesimpulan dan temuan audit. Dalam standar audit menvatakan bahwa
auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung
simpulan dan temuan audit. Bukti yang diperlukan untuk mendukung
temuan dapat berupa bukti vang diperoleh dari pengamatan, observasi,
tanyajawab, serta dokumen:

= Bukti pengakuan hasil wawancara atau pernyataan dar pihak vang
terlibat;

= Bukti berupa dokumen terdin dan peraturan, laporan, risalah,
memorandum, pengendalian, kutipan dar catatan pembukuan,
bagan, dan ketentuan mengenal arus dokumen, sisiem yang
dirancang, struktur organisasi dan bagan fungsinya;

e Bukti yvang diperolch dari analisis informasi yang dihimpun olch
auditor.
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Pengumpulan bukti selanjutnya masih harus diuji dengan menggunakan
teknik reviu dokumen, wawancara, konfirmasi, obscrvasi, kucsioner serta
pembandingan dan penelusuran hingga bukt asal. Selain untuk
mendukung simpulan audit ketaatan pada suatu area, proses, sistem,
fungsi, program /kegiatan auditi, bukti yang dikumpulkan dan diuji juga
merupakan bukn vang mendukung ada atau tidaknva kelemahan dalam

SP| pada audit serta bukti yvang mendukung ada /tidaknya ketidaktaatan

terhadap peraturan perundang-undangan dan identifikasi potensi tindak

Pengujian dilakukan sesuai PKA yang telah ditetapkan pada tahap

perencanaan. Dalam  setiap pengujian yang dilakukan, hasilnya

didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit (KKA). KKA yang baik
harus mencerminkan:

1. Kegiatan audit mulai dar perencanaan, survey pendahuluan, evaluasi
pengendalian  intern, pengujan  substantif, simpulan dan
permasalahan/temuan hasil audit, berita acara pembahasan hasil
audit, sampai dengan pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.

2. Langkah-langkah audit vang ditempuh, pengujian vang dilakukan,
informas: yang diperoleh dan simpulan-simpulan hasil audit.
Langkah-langkah kerja dalam PEKA vang telah dilaksanakan
menghasikan data beserta penarikan simpulan hasil audit
didokumentasikan dalam KKA.

Contoh Kertas Kerja Pengupan Data Audit dapat dilihat pada Form I1.7,

Evaluasi Bukti dan Pengambilan Simpulan
Pelaksanaan dan teknik audit menghasilkan bukti-bukti yang membantu
auditor untuk dapat menilai efektivitas pengendalian intern. Beberapa
pertanyaan yang harus dijawab auditor untuk menilai ketaatan suatu
area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan:
1. Apakah area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan telah
direncanakan dengan baik?
2. Apakah area, proses, sistem, fungsi. program/kegiatan telah
diselenggarakan sesuai ketentuan?
3. Apakah pengendalian vang ada dan diterapkan sudah membantu
pencapaian tujuan organisasi?
Untuk mejawab pertanyvaan-pertanyaan ini, auditor internal harus
mengambil kesimpulan berdasar informasi/bukti yang didapat sejak
tahap perencanaan sampal pelaksanaan penugasan.
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3. Pengembangan Temuan dan Rekomendasi

Sctelah dilakukan pengujian, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, dan

menyusun simpulan, auditor internal harus menyusun temuan (finding.

Temuan berpangkal tolak dan perbandingan kondisi (apa vyang

sebenarnya terjadi) dengan kriteria japa yang seharusnyva terjadi menurut

peraturan yang ada), mcngungkap akibat vang ditimbulkan dari
perbedaan kondisi dan kritena tersebut serta mencari penyebabnva.

Pengembangan temuan sangal menentukan keberhasilan tugas audit

Untuk itu, auditor perlu memahami unsur-unsur temuan, sehingga

pengembangan temuan menjadi lebih efektif.

Terdapat duajenis temuan, vaitu:

a. Temuan Positif yang harus dimuat di dalam laporan audit, terutama
temuan yang berpengaruh terhadap peningkatan motivasi dan
memberikan  apresiasi  atas area, proses, sistern, fungsi,
program /kegiatan vang telah dilaksanakan tepat waktu dan kualitas
yang lebih baik dari rencana kepada auditi;

b. Temuan Negatif, antara lain meliputi:

* Penyimpangan / penggelapan
* Kelemahan sistem atau prosedur
* Aktivitas yang tidak benar/tepat

Apabila dijumpai kelemahan atau kekurangan vang penting, maka

auditor harus menyusun rencana pengembangan semua aspek yang

berhubungan dengan masalah tersebut dengan tepat dan scgera.

Input yang digunakan dalam kegiatan “Penyusunan Temuan Hasil Audit”

adalah:

o Tujuan audit;

* Krntena yang telah ditetapkan;

* Bukti audit (relevan, kampeten, cukup, material); dan

* Kesimpulan hasil pengujian bukti.

Dalam menyusun suatu temuan audit ketaatan, hal vang sangat utama

diperhatikan adalah apakah temuan audit yang dibuat auditor

merupakan jawaban atas pertanyaan/dugaan sementara/hipotesis vang
telah dituangkan dalam tujuan audit vang telah ditetapkan. Temuan audit

{utuh & tidak cacat] scharusnya berisi kesimpulan hasil pengujian atas

bukti audit vang diperoleh auditor dalam usahanva untuk mencapai

tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan membenkan
rckomendasi vang dapat scgera ditindaklanjuti oleh auditi /OPD.

Langkah-langkah vang diperlukan dalam kegiatan menyusun temuan
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audit adalah sebagm berikut

. Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat

perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, tentukan

apakan perbedasn fersebul positif atau negatif. Perbednan positif

terjadi apabila kondisi yang ditemukan sama atau lebih baik daripada

kriteria. Perbedaan negatil terjadi apabila kondisi vang ditemukan

tidak sesual/mencapii knteria

2. Sangat dimungkinkan, auditor menemukan suatu kondis: vang telah

memenubn atau melelnhi knteria yang disebut temuan pomitif. Auditor

periu mempertimbangkan relevansi temuan positifl dengan tajuan

audit. Apabila temuan tersebut relevan terhadap ryjuan audit, maka

auditor perlu mengungkap hal tersebut dalam Laporan Hasil Audit

berupa apresiasi di bab penutup

4. Dalam hal auditor menemukan kondisi vang dak memenuhi kriteria,

vang disebut sehaga temuan negatif, auditor perlu mengidentifikasi

UNSUr-unsur Emian h'.ﬂi.‘_'_gii !'[]!‘J'I_]il[il SUaly temuan audn t]l_“l]_ﬂl.ij_ﬂ

atribut yang lengkap atau tidak cacat, agar segera dilakukan tindak

lanjut oleh auditi

Gambar 3.1 Struktur Atribut Temuan

Unsur/atrbutl temuan antara lain

1

Bed

Kondist (kekurangan atau kelemahan apa vang scbenarnva terjadi)
Rondisi menunjukkan realitas vang ada dan suatu pelaksanaan
arca, proscs, sistem, fungsi, program / kegiatan yang menunjukkan
adanva kekurangan atau kKelemahan, Untuk menyatakan kondisi,
auditor haras mengumpulkan bukti vang relevan, kompeten, cukup
dan matenal

Kritena (apa vang seharisnyva teryadi)

Kriteria adalah standard, ukuran atau harapan (expectation),

antara Jain berupa:



a. peraturan perundang-undangan vang berlaku;

b. program/kegiatan OPD vyang selaras program/sasaran
RPJMD/RPJMN; dengan

c. ketentuan pimpinan ditaati/ dilaksanakan; organisasi vang
harus

d. pengendalian intern yang andal;

e. tolok ukur keberhasilan, efisiensi dan kehematan; dan

{. standar dan norma/kaidah.

g. hriteria yang diperoleh harus diuji dan dianalisis secara tepat
dan setelah itu baru dapat digunakan sebagai tolok ukur atau
pembanding dengan kondisi yang dijumpai.

. Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan kriteria).

Penyebab merupakan hal vang penting apabila ditinjau dari tujuan

audit vaitu untuk menghasilkan rekomendasi ke arnh perbaikan di

masa datang. Penyebab ini mengungkap tentang mengapa terjadi

ketidaksesuaian antara kondisi dan kriterin. Contoh penyebab
antara lain:

a. Pembagian tugas dan wewenang belum ditetapkan secara jelas;

b. Koordinasi dalam pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi,
program [ kegiatan tidak berjalan dengan baik;

c. Tiduk adanya kebijakan/prpsedur yang memadai untuk
melaksanakan suatu  area,  proses, sistem, fungsi,
program | kegiatan;

d. Belum ditetapkannya Standar Satunn Biaya (SSB) dan Standar
Satuan Harga (SSH); dst.

Hal vang perlu dipahami seorang auditor secara baik adalah

mengeksplore penyebab terjudi penvimpangan, karcna bisa saja

kriteria atau aturannya yang kurang tepal dan perlu diperbaki
serta disempurnakan.

. Akibat dan dampak (apa akibat dan dampak vang ditimbulkan dari

adanya perbedaan antara kondisi dan kritenia).

Akibat dapat berupa kemungkinan yang akan terjadi maupun yang

telah terjadi.

. Rekomendasi [apa vang memperbaikinya). dapat dilakukan untuk

Rekomendasi adalah usulan rencana perbatkan yvang diberikian oleh

auditor internal untuk menutup gap antara kondisi dan kriteria.

Rekomendasi harus dirancang guna:

a. memperbaiki kelemahan (menghilangkan penvebab); dan
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b. meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada.

Contoh rekomendasi:

a. menyusun kebijakan /aturan dalam rangka melaksanakan area,
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan;

b. merevisi atau memperbaiki prosedur/SOP agar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Rekomendasi harus jelas:

a. ditujukan kepada siapa;

b. mengarah pada tindakan nyata;

¢. konsekuens:i yvang akan timbul apabila tindak lanjut atas
rekomendasi tidak dilakukan;

d. dapat dilaksanakan oleh auditi; dan

. apabila ada alternatif perbaikan tuangkanlah semua alternatif
berikut alasannya masing-masing.

Dalam memberikan/merumuskan rekomendasi, auditor harus

memperhatikan:

a. blaya wvang akan terjadi dalam mengimplementasikan
rekomendasi harus tidak melebihi manfaat yang akan
diperolehnya;

b. jika terdapat beberapa alternatif rekomendasi dengan biaya yang
terkait, harus diusulkan; dan

c. rekomendasi harus dapat dilaksanakan.

. Jika ditemukan indikasi vang mengandung unsur kerugian negara/

fraud vang relevan dengan tujuan audit, makas auditor perlu
melakukan pendalaman auditnya sampai menjadi temuan audit.
Indikasi yang tidak relevan dengan tujuan audit, perlu
didokumentasikan secara memadai dalam KKA dan akan
ditindaklanjuti padajenis audit lain yang sesuai.

Auditor mengomunikasikan konsep temuan audit dengan pimpinan
auditi untuk mendapatkan klarifikasi. Tujuan dari komunikasi konsep
temuan audit dengan auditi adalah untuk memvalidasi konsep temuan
yang telah dikembanglan oleh auditor.

. APIP menyampaikan Temuan Audit kepada pimpinan auditi yang

diaudit melalui berita acara hasil audit

Output yang dihasilkan dari kegiatan “Penyusunan Temuan Hasil Audit
adalah:

a.
b.

Konsep Temuan Audit;
Serita Acara Temuan Audit;
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C.

c. Tanggapan resmi tertulis atas Serita Acars Temuan Audit,

PENYUSUNAN KERTAS KERJA AUDIT

Hasil pelaksanaan PKA rinc yang telah ditetapkan, dituangkan ke dalam
kertas kerja audit olch auditor yang bersangkutan sesuai dengan
penugasannya berdasarkan PKA audit rinci. KKA adalah dokumen audit
yang memuat data catatan pembuktian vang dikumpulkan oleh auditor
selama berlangsungnya audit mulai dari 1ahap persiapan sampai dengan
tahap pengkomunikasian hasil audit. KKA berisi metodologi yang dipilih,
prosedur yang ditempuh, bukti audit yang ditemukan, dan simpulan audit
yang diambil sclama audit untuk mendukung laporannya. Informasi yang
dimuat dalam KKA harus memadai, kompeten, relevan, dan berguna untuk
memenuhi tujuan penulisan serta memberikan dasar vang kuat untuk
temuan audit dan rekomendasinya.

Tujuan KKA adalah mendokumentasikan informasi yang diperoleh selama
audit, melalui interview, penclanhan peraturan-peraturan, analisis atas
sistem dan prosedur, observasi atas kondisi,maupun pengujian transaksi
dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan temuan audit sebagai
sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta vang didapat,
membandingkan, menilai/mengukur besamya pengaruh sebuah temuan
atau kelemahan.

Sasaran KKA yaitu untuk mendukung pembuatan laporan hasil audit,
membantu auditor saat pembahasan masalah dengan pihak vang diperiksa,
menjadi media review dan penilaian kecukupan teknik serta prosedur audit
dalam supervise sclama pelaksanaan PKA, berfungsi sebagai bahan
pembuktian apabila terjadi tuntutan dari auditi atau sewaktu auditor
menjadi saksi ahli, berperan sebagai referensi baik untuk audit berikutnya
dan monitoring tindak lanjut maupun sebagai sarana pengendalian mutu
PENERWASAN.

KKA direvia olch ketua tim/supervisor sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawabnya.

Contoh Penyusunan Kertas Kerja Audit dapat dilihat pada Form [L8 dan II.9.

PENDOKUMENTASIAN KERTAS KERJA AUDIT

KKA perlu di dokumentasikan dengan baik, baik hard maupun soft file nva
disimpan di dalam central file Inspektorat. Dokumentasi disimpan secara
tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan audit intern schingga dapat mendukung simpulan, fakua dan
rekomendas: APIP.
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E. PENYUSUNAN SIMPULAN DAN TEMUAN SEMENTARA

Berdasarkan pelaksanaan audit, auditor menyusun simpulan dan temuan-
temuan sementara hasil audit vang berpangkal tolak dari perbandingan
antara kondisi {apa yang scbenarnva terjadi) dan kriteria (apa vang
scharusnya terjadi), auditor mengungkap akibat vang ditimbulkan dari
perbedaan kondisi tersebul serta mencan penyebabnya, dan memberikan
rekomendasi perbaikannya, kemudian menuangkan simpulan hasil audit
dan daftar temuan sementara ke dalam konsep Berita Acarn Hasil Audit

dengan atribut lengkap yang mencakup kondisi, kriteria, akibat, sebab,
rekomendasi.

Contoh Kertas Kerja Matrik Pengelompokan Temuan Audit dapat dilihat pada
Form I1.10.

FEMBAHASAN SIMPULAN, TEMUAN SEMENTARA, DAN HASIL AUDIT
DENGAN AUDITI
Kelua Tim perlu mengelompokkan temuan kedalam 2 {dua) golonganvaitu:

a. Temuan yang masuk Laporan Hasil Audit:

b. Hal yang perlu diperhatikan, hanva sebagai catatan, komentar vaitu
temuan vang lidak begilu serius letapt merupakan penyimpangan darn
Ketentuan dan perlu di komunikasikan dengan auditi untuk menjadi
perhatinn auditi.

Ketua Tim bertanggung jawab atas pengaturan jadwal pembahasan simpulan

dan temuan hasil audit. Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah yang

memuat temuan yvang sudah ditindaklanjuti dan temuan vang akan
dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Audit serta tanggapan dari auditi.

Berita Acara Hasil Audit yang disusun oleh Tim Auditor mencakup:

4. Data Umum Auditi

Data umum bensikan nama auditi, dasar audit, tujuan audit, sasaran audit,

lingkup audit, hasil audit terbatas jumlah temuan dan keborosan, dan

kebocoran, serta pendahuluan yang berisikan:

- Dasar audit;

- Waktu peclaksanaan audit;

- Penode/tahun anggaran kegiatan yang diperiksa;

- Tujuan audit;

= Sasaran audit;

-  Ruang hingkup audit;

- Informasi audit.
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b. Uraian Hasil Audit

Uraian hasil audit berupa temuan dengan atribut lengkap, judul temuan,

kondisi, sebab, akibat, tanggapan auditi, komentar auditor, dan konsep

rekomendasi.

c. Apabila di dalam audit ditemukan indikasi penyimpangan yang signifikan
vang mengarah kepada kerugian negara, maka Tim dapat mengajukan
saran audit investigasi. Namun, apabila ditemukan masalah konstruksi
yang signifikan, tim dapat mengajukan saran audit konstruksi.

d. Kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini berisikan kumpulan judul
temuan dan konsep rekomendasi.
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BAB IV
PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN
DAN MONITORING TINDAK LANJUT

Kegiatan dalam komunikasi hasil audit ketaatan meliputi penyvusunan konsep
Laporan Hasil Audit (LHA) termusuk penyusunan rekomendasi dan simpulan
audit, perolehan tanggapan alas simpulan dan rekomendasi, penyusunan dan
penyampaian LHA serta monitoring dan tindak lanjut hasil audit.

A. PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN HASIL AUDIT
Standar Auditor Internal Pemerintah Indonesia (SAIPl) mensyaratkan bahwa

suatu laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di bawah ini:
1. Pernvataan bahwa Audit dilakukan sesua: dengan Standar Audit
APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti
standar audit vang ada. Standar Audit vang digunakan oleh APIP adalah
Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPT).
2. Tujuan, lingkup, dan metodologi Audit
Suatu laporan hasil audit harus memuat tujuan, lingkup, dan metodolog
audit. APIP harus menjelaskan alasan mengapa suatu area, proses,
sistem, fungsi, program/kegiatan OPD diaudit, apa yang diharapkan atau
dicapai dan pelaksanaan audit, apa yang diaudit, dan bagaimana cara
audit dilakukan,
3. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi
a. Temuan Audit
Temuan audit merupakan ‘potrel’ kenyataan vang ditemukan APIP
dalam membandingkan kondisi dan kriteria.
b. Simpulan Hasil Audit
Simpulan hasil audit harus dapat menjawab tujuan audit vang telah
ditetapkan sebelumnya terkait penilaian penyelenggaraan program
yang sesum dengan peraturan perundang-undangan /ketentuan vang
berlaku.
c. Rekomendasi
APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada auditi untuk
memperbaiki area vang menjoadi penyebab tujuan area, proses, sistem,
fungsi, program/kegiatan tidak tercapei, meminmmalisir timbulnya
dampak, serta area yang berpotensi terjadi tindak penyimpangan guna
meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan audit yang diaudit.
Suatu rekomendasi akan bermifat sangat konstruktif/membangun
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apabila:

= Diarahkan untuk menyelesaikan masalah vang ditemukan;

— Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik;

— Ditujukan kepada pihak yang mempunyal wewenang untuk
bertindak; dan

- [Dapatl dilaksanakan.

4, Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas basil audit

APIP harus mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi alas temuan,
simpulan, dan rekomendasi audit dan pejabat beiwenang auditi/OPD
yang diaudit. Dalam memenuhi persyaratan Kualitas komunikasi yaitu
adil, lengkap, dan obyvektif, audit semaksimal mungkin mengupayakan
adanya reviu dan tanggapan dari auditi sehingga diperoleh suatu laporan
yang obyektif karena tdak hanva mengemukakan fakta dan pendapat
auditor saja, melainkan memuat pula pendapat/tanggapan dan rencana
tindak vang dilakukan oleh audit.

B. PEROLEHAN TANGGAPAN ATAS SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Sebelum melaksanakan pembahasan akhir, auditor scbaiknya melakukan
pembahasan intern vang perlu dihadiri seluruh tim audit sesuai surat tugas.
Pembahasan intern sebaiknya dipimpin oleh pejabat pengendali teknis.
Pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dan
notisi hasil audit telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten,
cukup, dan material serta untuk menyamakan persepsi di antara seluruh
tim audit agar memiliki pendapat vang sama pada waktu melakukan
pembicaraan akhir dengan auditi. Proses dan hasil pelaksanaan
pembahasan intern tim perlu didokumentasikan di dalam kertas kerja audit.
Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dan hasil pengkomunikasian
hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan
auditi. Agar pembahasan akhir dapat efektif menghasilkan kesepakatan,
pembahasan akhir harus dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan
kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dar pihak auditor maupun
auditi. Adapun tujuan dari pembahasan akhir yaitu:

» Mengklarifikasi kesahihan simpulan, penilaian dan temuan hasil audit;

# Membenkan kesempatan kepads auditi apabila terdapat perbedaan atas
termuan tersebul, dengan penjelasan disertakan bukti/dokumen yang
belum diperoleh auditor;

s Memperoleh kesepakatan/kesedisan suditi untuk melaksanakan tindak
lanjut atas rekomendasi vang dibenkan;
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* Memperoleh rencana tindak perbaikan.

Hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk berita acara
pembahasan hasil audit vang memuat informasi mengenai hasil kesimpulan
audit, rekomendasi yang disepakati maupun vang tidak disepakati vang
periu dibahas lebih lanjut dan dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi
Organisasi.

Contoh Beri.ta Acara Exit Conference dapat dilihat pada Form IT ] ]

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL AUDIT

Selanjutnya, auditor harus menyusun konsep laporan sesuai dengan

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, di mana konsep laporan direviu

secara berjenjang mulai dan pengendali mutu, pengendali teknis, hingga

pejabat vang berwenang. Adapun media dan sarana yang digunakan oleh

auditor selama proses penvusunan laporan hasil audit adalah notisi audit,

pembahasan akhir, dan konsep laporan.

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerntah Indonesia, auditor harus

mengkomunikasikan hasil audit intern. Tujuan dan pengkomunikasian hasil

audit adalah:

» Menyampaikan hasil penugasan audit kepada audit dan pihak lain yang
berwenang

* Menghindan kesalahpahaman terhadap hasil penugasan sudit intern

» Menjadi dasar bag auditi dan instansi terkait untuk melakukan tindak
perbaikan

* Memudahkan pemantauan tindak lanjut hasil

Auditor dapat membuat ikhtisar hasil audit sampai dengan tanggal

penghentian dan menjelaskan alasan penghentian audit, jika audit

dihentikan sebelum berakhir dan auditor tidak mengeluarkan laporan hasil

audit. Alasan penghentian audit harus dikomunikasikan secara tertulis

kepada auditi dan pejabatl yang berwenang.

Auditor harus mengkomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan

audit intern kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian

luporan mengandung kesalahan atau kelalaian yvang signifikan, pimpinan

mnstans auditor harus meéngkomunikasikan informas yvang telah diperbaila

kepada semua pihak vang telah mencrima laporan terscbut.

Menurut SAIPI, bentuk pengkomumkasian hasil audit dapat dibuat dalam

bentuk surat dan bentuk Bab, Laporan bentuk surat digunakan apabila: 1)

dari hasil audit tidak diidentifikasi banyak fakta vang signifikan untuk
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dikomunikasikan atau 2| terdapat informasi yang harus segera disampailkan
dan ditindaklanjuti oleh auditi/OPD sebelum penugasan berakhir. Laporan
bentuk bab digunakan apabila dan hasil audit diidentifikasi banyak fakia
signifikan yvang perlu dikomumkasikan. Terkait dengan tdak signifikannya
kelemahan atas sistéem pengendalian intern cukup disampaikan kepada
auditi dalam bentuk management letter.

Contoh Laporan Hasil Audit Ketaatan dilihat pada Form IL12 dan II.13.

. MONITORING TINDAK LANJUT

Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta,
dan rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar auditi
memperbaiki, memahiami kelemahan dan kekurangan yang ada don segera
mungkin memperbaiki sesuai saran auditor.

Selain itu, auditor harus memantau pelaksannan tindak lanjut vang
dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua rekomendasi telah
dilaksanakan dan mencapai outcome dan audit ketaalan serta memasukkan
kegintan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun
tahunan. Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan PP

60 Tahun 2008 pasal 43 menyebutkan bahwa pimpinan instansi/OPD wajib
melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Apabila dalam jangka waktu 60 han setelah laporan hasil audit diterima
berdasarkan Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor 09
Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, kepads pihak vang
mengabaikan akan dikenai sanksi pidana dan atau sanksi administrasi
berupa surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua dapat diberikan
jikia dalam saiu bulan setelah surat peringatan pertama belum ada tindak
lanjul dan jika tidak ada tindak lanjut sama sckali maka dapat dibuatkan
sural kepada pemimpin organisasi auditi.

BUF,
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Form [I.1

(logo apip) (KOP APIP)
Inspektorat Daerah Kabupaten Linggm
PHA Survey Pendabuluan
Mama Hegiatan t Audit Ketaatan Program/ Kegiatan Disusun Oleh
Basaran Audit i Audiy (Namas & Paraf)
Tahun Anggaran ¥ Dreview oleh
Masa yang diperikss Tanggal

Program Kerja Audit Survey Pendahuluan

A. Survey Pendahuluan
Audit ini adalah penilaian terhadap area, proses, sistem, fungsi,
program/kegatan ................, penode tahun anggaran Audit
bertujuan menilai apakah area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan
audit: telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

B. Tujuan Audit (Survey Pendahuluan)
Tujuan survey pendahuluan adalah mendapatkan gambaran umum
mengenal  auditi, peraturan perundang-undangan vang berlaku dan

penvelenggaraan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan.............
termasuk kriteria-kriteria yang diterapkan.

123



Form (1.2
(logo apip) (KOP APIP)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga
Mama Kegiatan Audit Ketaatan Program | Kegiatin No. KKA
Basaran Audit Audit ., Rel. KKA
Tahun Anggaran (Nama & Paraf)
Masa yang diperikas Disusun Oleh
Tanggal
Direview aleh
(Nama & Paraf)
Tanggal
CONTOH CEKLIST PENGENDALIAN INTERN
Penjelasan Unsur | Hasll Penilaian
_mmhmd:mh | dim dengan hasil
T f bk perngendahion etern don
No Unsur Pengendalian Intern pentaar rekomemidan untuk
pengendalinn interm | perbeaikon afas
kelemahan pengendabian
irslerrn
(3} 4]

Apabila terdapat penyimpangan,
telah dilakukan tindakan disiplin
VAng lepat alas pervimpangin
terhmdnp kebijaknn dan prosedur,
mtnu pelanggaran terhadap aturan
perilakiy

Tekruk Wanwancata
dan peviu dakumen
aturan perilak

Telah dilakukan sanks
dmplin stas
penyimpangn aluran
prrilaku

Purs pelaky program memaharmi
kebijakan program vang mengatur
hubungan antar pelaku program
dengan masyarakat

Teknik: Wawancarn

| dengan masyarakat

[ Mr g

| prlakssnaan

| program dan reviu
PocoTan WImLmm

| pec Lot b i iy

Belum ada penjelasan
poran musrig: masing
pelabiu dalam pedomman
urnum pelaksanaan
PrOgram

| Penempatan personil scxuai dengan

pmmtnhuun dan keahlin yang
dibutuhlkan untub menvelesadlean

S

penvesan / pengecualan atas

implementasi kebijakan penugasan

pernontl padn kondisi Khusus,

| dilaporkan dan didokumentasikan
| secara baik

i | Strakter Organiaasl

Srrukiur organisasi ditiap level
sesiul dengan struktur organisas)

pengriolaan program

L1 funguinys

Hulin-i-mu.nu Fellhu O
dalam strukiur orgnnisasi
mongetihi tugns pokok doan

124



Pegawii vang diberikan weswenang
telah memahami bahwa
pelakrannan wewenang dan
tanggung jewab terkait dengan
pencrapan atas pengelolaan program

Kebijakan dan Penerapan
Pengelolaan SDM

Penjelasan Unsur Hasil Penilaian
Dokurmen yang diiss dengan hasil
direviu dan teknik icery eritern dan
No Unsur Peagendalian Intern penilaian rekomendas unfuk
pengendalian i | perbailcan atos
kelemahan pengenudalion
inferm
23] i [ ‘
= — 31 __‘.".'fj—.:
IV | Tunggung Jawasb yang Tepat .
Pegawnl yang diberikan wewenang
telahh memahami bahwa wewenang
1 | dan tanggung jewab varg diberikian
terknit dengan pencapainm Dujusn
program

Kebijakan dan prosedur rekrutmen.,
evaluani Kinerjas sampail dengan
pemberhentinn konsultan [ faslitator
telah ditetapkan

Supervim evaluasi terhadap
kormultnn dan fasilitator dilakukan
secarn periodik

Sehuruh pelaku program memilik: |_

kesadamn dan kepedulian terhadap
rsiko [kemungkinan penyimpangan)
dan bagaimana mengelola risiko
tersebut sesual batas
kewenangannya

Identifikasl Risiko

program telah mengidentifilas: titik
kritis dar pelaksanaan program
yang berisiko paling bewr

Telah mempertimbangkan faktor-
faktor inlernal vang reempenganihi
risiko (DM, anggaran, dan masalih
kepegawaianjdalam mengpdentifikas
risiko pads saat rapat/ rembuk
WaArga

Telah mempertimangkan faktor-
faktor eksternal vang mempengaruhi
rintho [perubahan musm, kondis
geografis, perkembangnn ekonomi,
politik, regulosi dan sebagainvaj

ialam mensidenciioss sl I
saut rapal [ rembuk warga

Annlizsis Rizsike
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Unsur Pengendalian Intern

1]

2

Tim Koordinasi kabupaten | kota
telah menentukan scjumlah risbko
tertrigr yang hanias dikendaliloan

Reviu atas Kinerja Program

Penanggungawab kegintan pada
sctinp level keggatan telah
melakulan pengukuran kinerja yang
dituangkan dalam laporan kinera

Rthnmmdlm untuk memperbaiki

kincrja program telnh dilaksanakan

Pembinuan SDM

Knder Pemberdavaan Mosyarakat
i yang lerpilth untuk melaksanakan
| mosinlisast telah mendspat pelatiban

ynng berkaitan dengan program

Tim koordinas: pusst / provins dan
kabupaten/kota telabh melakulan
pembinaan terhadap para pelaku
program dalam lingkup

Pengendalian atas Pengelolaan
Sistem Informasi

Bemua transak telah dcatat, dan
semus catatan dalam pembukunn
icinh sesual dengan Ketentuan vang
ik

Pengendalian Fisik atas Aset dan
okumen

Kebijakan dan prosedur
penplmun-n imventaris, pernlatan,
dan asct lainmva telah ditetapkan,

| disosialisasikan dan

diimplementasiian

Hanl kegintan fsdk program vang

memerhukan pemeliharaan telah |

diidentifilcnm, dijsdwnalkan, dan
dilalosnnakan

e = R

Kinerja =
Indikator kinerjn telah ditetapkan
untul setimp borgun tar

el

Peaanggunganab Kegatan relah
mereviy secara periodik atas

kerepatan dan Keandalan indilotor
kinerja sesuai denggan tujuan dan
SARATAN Program

Pemisahan Fungsl
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Penjelasan Uosar Hasil Penilaian |
direvns don tedok prurrgenclalian mtern dan
Ko Unsur Pengendalian Intern peralatan inkhoxrmariilitad stk
pengendalian intern | perbailkan afos |
kelemahan pengendalion |
| intevn ]
81 13 | L] ) |
Terdnpat pemisahan funge terhadap
otorisasi dengan pemrosesan,

1 penciatiatan, pembayaran, serta
fangsi-fungsi pengamanan (custody)
mnet

Saldo bank dirckonsilias: oleh
Priugas yang u'ndpgnndcn dan furngs

2 | penerimaan, penyimpanan dan
prngeluaran kas

Terdapat olorisasi atns sctiap ;
V| vransaksi vang dilaksanakan J
Otorisasi telah sesuai dengan
2 | ketentuan Perunjuk Teknis
Pengendalian atas Pelaksanaan |
VIl | gegiatan/Program
Penyusunan design dan RAB

1 kegiatan telah mengikutl prosedur
dan krtena progriiam

Pencatatan yang Akurat stas
ix Transaksl Keuangan

Setiap temsaks keuangan telah
diklnsifikasi, dicatat, diverifikasi dan
| | dinrsiplan sesunl tanggal tronsalsi
dan didukung dengan bukti vang
memacdal

Akuntabilitas terhadap Kegiatan
x Frogram

Penanggungiawab keglatan
menyusun, menginformasienn dian
mienghomunikasiican
pertangrunglawitunya hepada

1 | sehuruh pemanghu Kepentingan

(Masynrakat, SNVT Kabupaten,
Provinsi dan Pusat)

rhhmhllmlﬂl:.m
Xl HKebijakan dan Prosedur serta
| Transalksi o
| Tersedia doloumentasi atas
I | kebijakan dan prosedur serun
trarsn ko

Dokumentasi mencakup seluruh |
2 dokumen kegiatan program
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_w_ﬂl_nr Haall Penilaian
direviu dan teknik pemgendalian intern dan
Mo Unsur Pengendalian lotern penilaian rekomerndas) unfuk
pengendalion mterm | perbaikan atas
kelemahan pengendahian
] B [
ML) . : .z 3 __ 8
Beluruh informasi vang dibutuhkan . I
sudah disampailan kepada pohuak-
1 | pihak yang berkepontingan secar

periodik maupun insidental |
Fi"mpin-m ielah merespon informand ;
4 | yung diterima

i — — l

Adanva saluran Komunmikasi antar

I pelaku program yung terbuks dan
cfekul

Pengaduan, keluban, dan
2 | perlanysan mengenal permasalahan
program telah ditindaklanjut

1 mmmm| = '

Pelaku program secara berjenjang
sccara rutin melakulon pemeante,

| | Pengawasan dalam bentuk supervisi
dan evaluas, serin perbaikan atas
pelaksanaan program

1 | Pelaksanaan monitoring secara
menyeluruh dtes kegiatin program
2 | oleh prhuk indpenden (konsuiten

evaluasi)

_'—Mh:dﬂ""" atas Temuan Audit
n dan Hasil Pemantauan

Terdapay mekarninsme untuk
memastikan adanva penyelcaaian

1 | stas temuan hasil audic dan hasdl
pemantauan lainnys dengan segera

Telah dilakukan tundak lanjut yang
g | Pewusi dengan temuan dan
rekomendas: audit serta revia I

lainnya

Keotcrangan

(1) Dhisi dengan nomor wrut

3 Diisd dengan wunsur pengendahan intern dan uraian pengendalian intern vang
seharusnyn ada

(3 Diisi dengan nama dokumen yang direviu dan teknik penilaian pengendalian intern
4y Dumi dengan hasi) penilalen atns pengendalion intern dan rekomendasi uniuk
perbaikan atas kelemahan pengendslian intern

BUPATI LINGGA
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Form 1.3
(logo apip) (KOF APTP)
Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga

Nama Kegiatan s Audit Ketaatan Program/ Keggatan No. KKA
Sasammn Audit s Auadir Hef. KKA
Tahun Anggaran [Nama & Paraf)
Mass yang diperiksa Disasun Oleh
Tanggal
Direview oleh
(Nama & Paraf)
Tanggal

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

u!mmm

Rencana Tindak
Perbaikan S#1

Penangyung
Jawab

Target Waktu
Penyelesalan |

LY

12

i3]

4

=

A

Lingkungan Peagondalian

1

Pencgukan Integritas dan
Nila: Evikas

Belum ada penjelasan

PeTRn MRS masing

pelaku dalam pedomian
umum pelaksanaan

PO T

prliksanaan
[Pl T

Kepala GPD

Juli 2020

Kommutmien Terhadap
!ﬁﬂmEtﬂ‘ﬂﬂ

Eepemimpinan Yang Kondisif

v

| Pembentukan Struliur
I Clrganinasi Seniai
Kebutuhan

Pendelegaman Wewenang
dan Tanggung Jawab yvang
Tepat

| Penyusunan seria Penetapan
Kebijaknn serta Prukiik yvong
Schat Mengenal Pembinaan
S0OM
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| Rencana Tindak | Penanggung Waktu
No. | Unsur Pengendalian Intern | o So0r 0 Errget
(1) =] [R]] 4} i5)

VU | Peran APIF yang Efeictif

Hubungan Kerja }-.n',ﬁiﬂi:
Vil |dengan Instansi Pemenintah
Terkait

EM
:

:
|

B~

Informasi dan Komunikasi

Pemantauan dan Tindak

-

Keternngan:

(1) Dl nomor it

(2} Diisi dengan unsur pengendalian intern dan urnian pengendalian intem yang ads
(3] Diisl dengan rencana tinduk perbaikan terhadap kelemahan pengendalian intern
(%) Dusi penanggungpawab rencana tindak perbaibkun

{5) Diisi dengan target wukiu penyelesaian tindak perbaikan

BUPATI LINGGA
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Farm [1.4

(logo apip) (KOP APIP)
Inspektorat Provinsl/Kabupaten /Kota Xsooo
Nama Kegiatan ¢ Audit Ketaatan Program / Kegatan No. KKA
Basaran Audit Auadit ... Rel. KKA
Tabus Anggaran (Namas & Paraf)
Masa yang diperikas Disusun Oleh
Tunggal
Direview alah
(Nama & Puraf)
Tanggnl
R . wtm_lgmmn R e N
| 1 ldentifikani Risiko S akb Daim sk Anilinls Fixlbo |
(Mo Program | Keglatan Keglatan Kinetjs | Tahap/Blanls  Umian | _ josoe— ) [T e Nilai | Priovitas
) | (VS (e | Proses R tcemscat M el rowrve| US| Torkendai | Kemunghizas Dempeh e |
L] =] i i L1 i | " | i il | ik i i1 P14 l 1% | (164 i
| [Program Megatan  |Meningiosthan| 1 Perenc anu 1,I’¢u}-|.tiun_uﬁ-ﬂrpnh }Hmm; Internal C/UC{Non TMaxyarakat i % | a1 3
Farla Pembusngnimnar [ahoses beelurmbhan f desa HAH terlalu [Dinas | bimbbingsn eftabei |
Tenpa (Infrastrdkiur (terbudeg |r;ngp Pu yung pelakiana |
Kumub | Fermubaman  |[infrastrudous ehidatdeu e ottt am |
rhan tim i
prlayanan |I'um!|||.::|nr | |
‘ disar
e wnsan | I
kumuh | |
wriiuk
el i U |
| L g FI AT b |
| permileiman | {
[ periolasn ‘ |
g Ly | |
R,
pred ukiil, dan |
e | [bekelanjutan] | ' | = S 4 1 O | (IS, I
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b — . =—— — — —_— - F— B
g — Tupan Indikator O - _ . | Py | inmcos okl
iz ‘ T el e~ i hmr Ursian |h-hn?ﬂ” Ursian | TR TR | v Dumpak iV ey
i i 8] Hj L] | ) ] i ¥ I 15§ Lmi (L2 n» 14y ! 15 | i1 inm
ol I i . —— i [ A .4L:| : ‘t = 3 ] ‘_f B
thdak wesun Luhias Tl

| RAR pll.l.h-.n.-m| Bk

dus e picds
| lemahnya | tictale

| pErgAwaRar eprtimial [ |
. ari UPL

Failitat -
He—f——————F e R N S S -
Keterangan:
(1) Ihisi nomor urut
(2) Diisi dengan program OPD sebagai objek audit
(3) Diisi dengan kegiatan dari progrum OPD sebagui objek audit
(4) Diisi tujuan kegiatan
(5) Diisi dengan target indikator kinerja program / kegintan tahun berkenaan
(6) Diisi dengan tahapan proses hisnis/ alur tahapan dalam SOP pelaksanaan program [kegiatan
(7) Diisi dengan uraian risiko yang teridentifiknsi
(B) Diisi dengan pemilik risiko
(9) Diisi dengan rumusan penyebab terjndinya risiko

(10) Diisi dengan sumber risiko (internal/ eksternal)

(11) Diisi dengan controllable/non controllable penyebab risiko
(1:2) Dusi dengan rumusan dampakjika nisiko tersebul terjadi
(13) Diisi dengan pihak yang terkena dampakjika risiko tersebut terjadi
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(14) Diisi dengan kntena penilaian tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang biasanya di tetapkan manajemen dalam skala 5
(15} Diisi dengan kritena penilaian tingkat dampak terjadinya risiko yang biasanya di tetapkan manajemen dalam skala 5

( 16) Diisi dengan perkalian skala kemungkinan dengan skala dampak

(17) Diisi dengan peringkat yang disusun berdasarkan skala risiko tertingg: ke skala risiko terendah

BUPATI LINGGA
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Form 1.5

(logo apip) ([KOP APIP)
Inspektorat Provinsi/Kabupaten /Kota Xooomx
el
Nama Kegiatan  Audit Ketantan Program /[ Kegiatan No. KKA :
Basaran Audit oA Rel. KEKA
Tahuo Anggaran : iNama & Paraf)
Masa yang diperikas Disusan Olek
Tanggsl
Direview oleh
[Namas & Puraf)
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KECUKUPAN PENGENDALIAN KUNCI
) Déisl Dellllin hllhh:. l::'nhp-
No. | Tujuan Aadit! Pengendallan | Pengeada Uas - Rencana Pengujlan
Rialko it ot (Hemadal/ Tidak
() (P4 (Y 14 i5 ity
Tujuan Pengujinn: memperoleh dats yang berkaitan dengan
. Al TV Bunan imbingan Rag [Freventive) nyunsinan RAR dan menambah keakuratan data yang
| M SRR terinlis :_';:t:"l'—":: [ietactive | Iesain Tidak Memadal liperoleh Teknik Pengujian: Observasl (proses bimbingan
i dengun e - Mg tive wnyusunan RAB) dan Wawancar kepada kelompok swadava
P sl svarukai, UPL dan fasilitator
[Dsi
Heotorangan:

(1)
2]
i3
4)
i5)

Lriiml mcamor il

[rinl dengan tujuan auditi dalam proses bisnis
Miixl dengun w-aian risiko yang telah memilio desain pengendalian vang handal
Lvini desad pengendalian yang benar-bonmr herpengaruh untuk menekan nsiko

Diiisi dengan apakab desain pengendalian yang ada sudah ideal dapat mencegab (preventive), mendcicks (detective), dan mengurng (mitigative) tenmdinya risiko
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(6] Diiss dengan pendladan rerhadap kecukupan desain pengendalinn (memadad/tdak memado)
(7) Dhiwi dengan rencana pengujian desan pengendalian yung ads

BUPATI LINGGA
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Form L6
(logn apip) (KOP APIP)
Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga

Nama Keglatan s Audit Ketantan Program/Keglaten Mo, KEA
Basaran Audit sAudit ... Rel. KEA -
Tabun Anggaran : (Nama & Paraf)
Musa yang diperiksa - Disusun Oleh
Tanggal
Direview ocleh
(Nama & Paraf) -
Tanggal
Dilaksanakan Oleh | Waktn Diperinkan | o0
Ho URALAN
Hernecans | Realisasi | Rencana | Realisasl KKA
I |Pemlapan Audit
= | Pemabaman Proses Disnis Awdit]
Tujuar:

Memperaleh  prmahasman dan  gambaran
Wmim lentang tujuan organisasd, Sciach
mann fujian drganises ielsh tercapa dan
prosea yong dilakukan Pmpinan OFD dalam
inencapainyi

Prosedur Audii

I Dapathkan renstro, siruldur organisas,
0P, uralan tugas dan jabatan, DFA,
EKP dan LHF tahun lalu

T2 Lakukan Penclahaan atas  dolumen
termetrat untuk memperolel
pemahaman atas  proses bianis dan
TLijimn orghor isan

3 Bust simpnilan dalam Keries kerfa

4. Dan seterunnys

= =

Tujuan:

Memperolel permahaman  dan  pembarsn

umiE tenlang remus dan bentuk ooggaien

BTk pHagram dan mekan ivme

pelukassnaannya

Presedur Audit

| Depatkan dokomen - dokumen seris
petuturnn dan pedoman yang berlasng
sebigal date umum sadil | oseper
prowiuren, pedomon. S0P, laporan
Rekrserim, dl]

2. Lakukan Peoclahaan atas  dolbamen
ternebut untuk memperoieh
pEmabiaman atas peliksanasn kegialis

3. Huat sumpulan dalam kerias keria

4 Dan mELETURTIYA

c. Bistem Pengendalian Intern
Tujuamn:
Untuk menilal kecokupian dan keandelan
siruktur peigendalan inlemn progras guina
menentuloen luas pengujan pada tahap
made selansutnvn
Proscdur Audit:
I, Dapaticen pomabaman dan penerapan
__unsur-urear 2P 4 audih
2. Pust  ringkasan | informasi | yang
diperoleh dimgan cara menslaah saklus
teraebut BOCATH kenelurahan.
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perundany -
ebyjaloar, pnﬂﬁaryln‘heﬂlkuiu'u
pofmiuran terlmt

Prosedier Audit:
I Dupatian reginter rsiko dan profil

" OrTning _
2. Biln auditi beluwm memiliki - daftar
i B g Mg et
memberikan fuailitasi dengan auditl
uniul  mengidentifikani, menil,
dan TTAETIE L R risiko
ketidukiantan i tinduk
penyimpangasn /frawd  pods  swuatu
proscs binrniin WILTU dapat
menghaumbeal  pencapnien  Dugdsn

terma sl

w
mengdentifikan peavebab  din
dnmpairiyn

A Buat simpulan atas area tngg
yaknd memilikl  potensl | resiiio
ketulabtantan

ldentifilknsl dan Penilsian Hecukopan
Peagendalian Hunol

Tujuan:
Untuk meniini Kerukupan denaly
Hari

pregendatios

Prosedur Audit.
|. Dapathan dokumen RTP dan laporan
monitoring dan evaluas FTP OPD

2. Tentuban apakah ranCangan
pengendalian kusel telah  memads’
untuk mengelols nal: pads level yang

A, C¥bseervani keculkupan lendn
m‘l.ltnﬂ.llﬂ'!- kuncl dan diskusilan
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poratiiran ¥ung

4. Simpulan hasll sudit dan  temuan
seTneniara

5. Kensep Berita Acara Hasil Aud:t

6, Dan selerisava

!-qimum

Tujuan:

Hasil il Lasyjutan dapat
didolumentasiban dalam laporan hai
Auddit

Proscdur Audit
. Kumpulkan KKA yeng ada dan

melerghagniya .
1 KEA yang relevan dengen termusn di

Sp lereendin
i Bahas maleri KKA yang berkaltan
tetnan i sendin

4. Susun ksmsep LHA

A Buat dafiar Form vang mencducang LHA

'&.l-h.h.-hm-puﬂdmm

7 Minta tanggapan euditi Atas konsep
LHA dan penandatangansn Berits Acurs
Hunskl Avdit

B Bahan L e il

. Finnlisas) LHA

BUPATI LINGGA
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Form L7
(logo apip) (KOP APTP)
Inspekiorat Daerah Kabupaten Lingga

e —————————————

Nama Kegintan :Audit Ketaatan Program/Keglatan  No, KEA
Basaran Audit - Audit Ref. KKA y
Tahun Anggaran ; (Nama & Puraf)
Masa yang diperiksa Disusun Olak
Tanggal
Direview aleh
[Nama & Pamf] |
Tanggal :

KERTAS KERJA PENGUJIAN DATA AUDIT
Tujuan kegiatan pengujian data adalah menentukan bukti-bukti audit yang

penting dan perlu scbagai bahan penyusunan suatu temuan audit,
kesimpulan audit, dan usul rekomendasi.

1. Daftar sumber data yang diperoleh:
- RPIMD, Renstra, Renja OPD
=  Struktur Organisasi, RAB, DPA
= Juknis/SOP Pelaksanaan Program

=  Observas: proses penyusunan RAB oleh kelompok swadaya masyarakat
yang dibimbing olech UPL dan fasilitator

- Wawancara dengan KSM, UPL, dan fasilitator
= Reviu dan analisis dokumen pelaksanaan program

2. Ringkasan hasil analisis:
Pada proses perencanaan program yailu penyusunan RAB terdapat
penyusunan RAB yang terlalu tingm diatas nilai SNI. Hal tersebut
disebabkan lemahnya bimbingan dan tidak adanva pengawasan oleh UPL
dan fasilitator pada saat kelompok swadaya masyarakat menyusun RAB.

B N e K N R T rErrrE ST

J. Simpulan dan Pembahasan Permasalnhan dan Tanggapan Auditi:
Pada proses penvusunan RAB masih terdapat nilai vang terlalu tingg.
Auditi telah sepakat dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang
diberikan.

4, Usul rckomendasi:
Kami merckomendasikan kepada Kepala Dinas PU agar:
a. Menginstruksikan kepada BKM  bersama-sama KSM  untuk

menvelenggarakan musyawarah warga untuk menambah pekerjaan
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dengan total nilai sebesar Rp............ voeensBtAS kelebihan perhitungan
RAB.

b. Memberikan teguran secara tertulis kepada Tim Fasilitator.
c. Melakukan pengawasan pada saat penvusunan RAB.

BUPATI LINGGA
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Form I1.8
flogo apip) (KOP APIP)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga
D ——————————————————]
Nama Keglatan tAudit Ketnatan Program/ Kegintan Mo, KKA
Basaran Audit Audit Ref KKA 3
Tahun Anggaran [Hams & Paraf)
Masa yang diperiksa Disusun Oleh

Tanggal
Direview oleh
{Nama & Paraf]
Tanggal §
KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

Contoh ; Perbandingan pengenaan dalam SKR dengan perhitungan retribusi

Permohonan 1MB | Surat Keterangan Retnibumi | Retribusi | Selisih
No Sesuai
Nama Nomor Nomor Jumlah | Penguku (Rp)
. ran (Rp)
1. [AMA [0OI7P/ 2016 | SKR.25/X 3019 300,000 SO0000| 200000
2. |BBB  |005/P; 2019 SKR-30/X/ 2019 500 000 TH0000| 250,000
3, [T 015/UF201%  |SKN 40, X/ 2019 TS.500.000| 500000 200000
ABC
4. |PT OI8/U/2019 | SKK 55/ A/ 2010 7000000 7200000 200000
XYZ
5. |o¥ 017 /U201 SRR 65X/ 2019 31000000 3.800000] 500.000
KLM
6. |SD ABC |D55/L/201%  [SKR-TO/X/2019 2750000 3500.000] 750000
7. [SMP  |065;U/2015  |SKR-75/X/2019 3 500000] 4000000] 500000
DEF
H. m O70/U/2014 | SKR. 100/, 3019 4500,000| 4750000 %0000
0, |[POQR |015/Pj2019 SRR-101/ X, 2010 | 350,000 | 500 000 150.000
10, [5TU (0177973019 SRR-110/X/2019 1.200,000]  1.300.000 100.000
Jumlah Retribusi {®Rp) 29.600.000] 32 700.000[ 3100000
Catatan:
A footing
v crossfooting

o Jumiah retribusi menurut SKR adalah sesuai yang tercantum dalam nilai
retribusi

e .Jumlah retribusi sesuai pengukuran adalah berdasarkan  hasil
perhitungan dari juru ukur

Kesimpulan: Terdapat penetapan retribusi kurang berdasarkan hasil

pengukuran lapangan sebesar Rp3.100.000 atas 10 buah IMB

BU
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Form [1.9

(logo apip) (KOP APTP)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga
m
Nums Kegiastan Audit Ketantan Program/Kegiatan  No. KA
Basaran Audit At ... Ref. KKA -

Tahun Anggaran ! (Nama & Puraf) -

Masa yang diperiksa DMsusun Oleh
Tanggal
Direview oleh
(Nams & Paraf] .
Tanggal =

CONTOH KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

~ KUESIONER KETAATAN PROGRAM /KEGIATAN mm

T_ Item Peaflaian Ketaatan

Ih.
lI:I

(2

fkor
-3

1.1

 kategori yang telah ditetapikan dalam (Peraturan

| Ketentuan Logn Agreemen! terhadap Peramuran Perundang-

RT

Apakah penggunann dana telah dikelompaokan sesual dengan

Perundang-undangnn/ Kebijakan/ Peraturani dan porsinya
| sesual dengan vang telah ditetapkan?

1.2

i:ih‘hmﬂnn sesuni dengun kategori vang telah ditetaokan?
"Apakah pengajuan pembayaran oleh rekanan; konsuitan

A'pl.k.l.h pengelunran pengeluaran telah didukung dengan

o0

| bukti-bukti yang lengkap dan benar, seria telah

telah dilengkapi dengan persvaratan vang lenghap dan
|diverifikasi oleh Tim Venfikatos?

-

2.1

 Hahan/ Alat

Ketantan Dalam Pelaksanasn Prosedur Pengadasn

Rencana Pengndaan

2.1.1

Apakah rencana pengadann barang dan jasa (minimal RAB
untuk pengadaan dibawah Rp 501) i masyvarakat

telah sewunl dengnn Pedoman Teknis Pengadaan barang dan
Jiana?

£.1.2

-mh Hencana pengadaan
pengadaan dibawah Rp 501} divenfikasi oleh UPL dan
Fasilitator?

(minimal RAB unruk

2 1.3 Apakah rencana pengadaan dinwms 50 juts rupaah telah
(dipublikasikan kepada masyarakat melalul media papan
|J.m’urm.u dan media lain vang dapat diakses oleh pasvaralon

| BECAm uns?

2.2

[Caru Pengidann

221

Apakah dalam pelaksanaan pengadoan bahan
| ke-37

bangunan, peralatan konstruks:, tdak mengrunakan pihak

12

Apakah pedorran harga dalam pelaksanaasn pengadann
(Bahan/ alat untuk kegatan pem bangunan [nfrmstrukiur

telnh berdasarkan HASIL SURVEY minimal dari 3
peimaisok sciempat/ terdeknt?

1.2.3

Apakah jumlah Tim Pengadaan minimal terdin dan 3 opang
dan harus beriumlah ganiil?
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(A1)

Item Penilaisn Hetaatan
(2)

3

Ketaatan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana

3.l

Tahap Perencanaan Texms

a1

Dokumen Penyediaan Lahan lokesi kegatan mfrastriktur
telah disusiin

1.2

Telah disusunnya Rencana Anggaran Biaya [RAB)

313

Tﬂlh?lnmmun Dokumen Pengamanan Dampak
dan Sosial (Safeguarnds)

32

Tahap Pelaksanman Kanstruks

Tnhlthrﬂu-nl-’Huknmnxnnmm-f

p-—
321

M&uhhmmmm

3.2.2

Proposal telah diverifikani oleh tim verfikioms

223

Papan numa provek telah terpasang

Tahap Pelaksanann Konstruksi

3.2.4

325

ThﬁpldnhmﬂanHmmhhkuqun.
| Daftar Mingguan Pelaksanaan Kegiatan, dan

. Laporun Kegiatan
lehdlhhlhnpnm:nmdmplkﬂnmpﬂ.
kondisi kemajuan proses konstrulos] 500 dan | 00% sera
dibuatkan Ceklint/ Daftar Uji ldentifikas: Dampak

3.2.6
327

Linghungnn

Rapat evaluasi kemajuan icloh dilakaanakan dengan
didukung oleh notulen rapel dan daftar hadir

PPK telah melakukan serah terima hasil pekerjaan

3.3

Tahap Pemeliharman dan Pemaniaatan

a1

KPP telah menyunun sluran operasi dan pemeliharsan

a2

penggalian sumber-sumber dana pemeliharaan antars ain

dari retribusi/ (uran pengEung parssarana, jaes pemasangan
baru, donaiur, bantusn dari

Pemerintah Kabunaten, Kecamatan, Desa’®

33

-

mmmmmmmm
(dan Prasarana teloh disusun o

Keterangan:
{ 1)Dvisi nomor urut

(2)Diisi dengan aspek dan uraian/item penilaian ketaatan atas

program/kegiatan yang diaudit
(3)Duisi dengan skor hasil perulan setinp uraian. Untuk skor setiap aspek

mernpakan rata-rata dari skor uraian/ item dengann contoh gracasi

penilaian shb:
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Penilaian ketaatan dengan menggunakan gradasi penilaian

hmmmm‘mm
1 90 s X = 100 | Sangat Baik
2 75< X < 90 Baik
3 60 s X « 75 Cukup
4 50 s X < 60 Kurang
5 X < 50 | Sangat Kurang

leuh.n pengisian [(entry) hasil audit ketaatan dan kuesioner yang
sudah dikuantitatifkan berdasarkan justifikasi auditor. Dengan
mengisi kuesioner tersebul didapatl simpulan penilaian ketaatan.
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Form [1.10
(logo apip) (KOP APIP)

Inspektorat Dacrah Kabupaten Lingga
#
Nama Kegiatan : Audit Ketaatan Program/Kegistan No. KKA
Basaran Audit = Audit . Rel. KEA
Tahun Anggaran ] [Nama & Paral)

Masa yang diperiksa Disusun Dlah
Tanggal
Direview oleh
[Wama & Paraf)
Tanggal
KERTAS KERJA MATRIK PENGELOMPOKAN TEMUAN AUDIT
TEMUAN /MASALAH/ KELEMATAN
= ——ta = TANGGAPAN
Fengeiompokan dan Umnian Lokani Hilal REXOMENDAS]
Ba., Kondisi & Kriteria Fnl FENYERAB AKIBAT AUDITY
T [F] ] o [ [ 16 i 1)
[ Kelebihan Pembavaran .
.1 Penyusunan RAR terialu BN | Kee. Kuranjg Bt - Audith vwelah Kami merekomendasibon kepads Kepala Dinass
sebesar Rp ; | M nys bmbingan dan | fsienal aepakat dun alan | P agar
| Berdansrican hasl sudi stas | Semnaga tilak adanys pelnksa menindaklang i | Mengnstrukos
Rencana Anggaran dan Biays | Juym PETREWRLLT VENE | AAn reiormrridan kan kepada BEM bersama sama KM untuk
(HAH) yang divusan olel KSM {[hena dilabulcmn tim program | yang diberikan menyclenggorakan musyawarah wargs untuk
beraarna-sama dengan Fasilitetor | | lasilitmtod menambah pelefjaan dengen wial nllah seteanr

ditermukan kondmi babwa KEM | HEM

| weluruh kelurahon /desa penerima | Bersams
dlana Fotaku wahun 2017 | [Dhenaa |
menggunakan SNI [Standar

Namional Indonesia) untuk analinis

Rp atas

kelchihan perhitungan RAB

Memberikan teguran secara tertulis kepadn Thm
Fanilltator

Melakulnn pengawnsan pada Sant vy aunkEn

i i
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TEMUAN /MASALAH/KELEMAHAN

No. | Pengelompokan dan | Lokasi | Nilai | PENYEBAB AKIBAT ~ pUCAPAN REKOMENDASI

_ Urnian Kondisi & Kriteria |Ral | 4!

(121 131 141 150 161 171 181
terdapat beberapa item
pekerjaan yang _
penyusunan RAB nya lebih
tinggl dibandingkan dengan
SNI sebesar Rp dengan
rincian:
a.
b.

1.2 !

2. [Volume Pekenaan Tidak sesuai dendan RAB

2.1 [Terdapat kekurangan Kelalaian para |Akibatny |Audit telah Menginstruksi
volume pekerjaan senilai peluku a hasil |sepakatdan |kan kepada masing-masing KSM,
Rp....... program pekerjan |akan melului musyawarah warga melakukan
Berdasarkan hasil cek fisik Kotaku di n fisik i |menindaklanju|pekerjaan tambah senila kekurangan
terhadap pelaksanaan tingkat lapangan |ti rekomendasi |fisik sebesar Rp....
pekerjaan konstruksi, desa/ menjadi | yang diberikan |memerintahkan kepada UPL dan
diketahui bahwa fisik di kelurahan dan |tudak fasilitator untuk melakukan
lapangan tidak sesuai kabupaten. optimal pendampingan dan pengawasan
dengan target yang Kelalaian Tim terhadap pekerjnan tambah Lerscbul
ditetapkan senilai Rp , Fasilitator
dengan rincian: dalam

memberikan
pendampingan

2.1 ) E >

2.2

3. |Dst
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Heterangan:

{ 1)Diis1 nomor wrut

(2)Diisi dengan pengclompokan temuan dan uraian temuan dilengkapi dengan kondisi dan kriteria

{3)Diisi dengan lokasi teridentifikasinya temuan

{4)Diisi dengan besamya nilal temuan dalam rupiah

{5)Diisi dengan penyebab terjadinya temuan

(6)Diisi dengan akibal adanya temuan

(7)Diisi dengan hasil kesepakatan auditi dan auditan dalam pembahasan simpulan dan temuan sementara
(8)Diisi dengan rekomendasi auditor dalam rangka menghilangkan penvebab atau meminimalisir akibainya

BUPATI LINGGA
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Form I1.11
(logo apip) (KOP APIP)
Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga

BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KETAATAN TA......
fArea, proses, sistem, fungsi, program/ kegratan) ......

ANTARA TIM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LINGGA DENGAN KEPALA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LINGGA.....

Pada hari ini ... tanggal ........... bulan...... 20Ix, bertempat di
Kantor.......[0P) Provinsi/Kab/Kota......di....... telah dilakukan pembahasan
hasil audit atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiantan. Antara Tim
Audit Inspcktorat Provinsi/Kab/Kota berdasarkan surat tugas Inspektur
Provinsi/Kab/Kota....... Nomor: SPT-..../ .... tanggal ...... bulan ....201x dengan
Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota dengan hasil
pembahasan sebagai berikut:

I. Tun Audit Inspekiorat Provinsi/Kab/Kota telah menyampaikan Notisi Hasil
Audit Program ...... tanggal ......., bulan.....201x sebagaimana pada Form |
dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi/Kab/Kota............ dan staf atas mater permasalahan yang
termual dalam notsi dimaksud.

2. Terhadap permasalahan vang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim
Audit Inspektorat Provinsi/Kab/Kota beserta dokumen/data pendukung
yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Organisasi Perangkan
Dacrah...... menyatakan: sependapat/tidak sependapat terhadap scluruh
miuten temuan sebagamana tertuang dalam Form hasil pembahasan
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Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Ketaatan (area, proses, sistem,

fungsi, program/kegiatan)........ ini dibuat dengan sebenamya. Kemudian
ditutup serta ditandatangani oleh Tim Tim Audil Inspektorat Provinsi/Kab/Kola

dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota pada hari ............
tanggal ......., bulan.....201x serta tempat sebagaimann tersebut diatas.
Repala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lingga
1. Pengendali Teknis

NIP

2. Ketua Tim

NIP

3. Anggota Tim

BUPATI LINGGA
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Form 11:

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota

... Nomor:SPT- ../... tanggal .............., telah melakukan audit

ketaatan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan...........c.cconeee .
untuk Tahun Anggaran vang berakhir tanggal ......... pada Dinas

dengan pokok simpulan hasil audit yang dibahas sebagai berikut:

. Ketaatan Terhadap Loan Agreement
. Retaatan Dalam Pelaksanaan Proscdur Pengadaan Bahan/ Alat

Ketaatan Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana

. Resesuaian Output dan Tujuan Program

Temuan Hasil Audit

]a- --------------------- AEEERE pRAFEFAS s s AR AR b s s PR R R E RS AT R R EE 8RR TR R T L raeea—

ST e Pprat o8 | W Sl sl (WA | o e T
LR

3! llllllllllllllllllllllllllllllllllllll FEESEiIdSEEEFRld s RS E AR R B R L I R R T R ]
-

,

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

L i A i s e S T S R A s e e e Ll e
.

o T R e ey 4 T AR AR L L L e S it
’

3'- llllllllllllllllllll R  E e T N ] EhmamrEidaeaE dmmmErE Eapartirreratindpiirs sRtdArbprinaERE PR A AR EA AR AT

BUPATI LINGGA
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Form [1.12
(logo apip) (KOP APIP)

Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga

LAPORAN HASIL AUDIT KETAATAN ATAS .....
TAHUN .....

Daftar isi

Bagian Pertama Simpulan dan Rekomendasi
Bab [ Simpulan

Bab [1 Rekomendasi

Bagian Kedua Urnian Hasil Audit

Bab I Informasi Umum

1.

Dasar Audit

2. Tujuan, Metodologi, dan Balasan Tanggung Jawab

a. Tujuan Audit
b. Metodologi Audit
c. Batasan Tanggung Jawab

3. Sasaran, Ruang Lingkup, dan Periode Audit

4.

5.

a. Sasaran Audit

b. Ruang Lingkup Audit

c. Periode Audit

Informasi Auditi

Tujuan Progrnm

Kegiatan Program

Lokasi Program dan Alokasi Dana
Sumber Dana

e. Struktur Organisasi

Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

angp

Bab II Hasil Audit

B o

Penilalan atas Ketaatan terhadap Ketentuan (area, proses, sistem, fungsi,
program,/ kegiatan)

Kesesuaian Output dengan Tujuan Program

Temuan Hasil Audit

Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan

Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya

Inspcktur

NIP

BUPATI LINGGA
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Form 11.13
{logo apip) (KOP APIP)
Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga
“
Momor
Form
Hal ! Laporan Hasil Audit Ketaatan
Atas (area, proses, sistem,
fungsi, program /kegiatan

OPDJ ...............pada
Pemerintah

provinsi/ kabupaten /kota.........
Tahun......... )

Kami telah melakukan Audit Ketaatan Atas area, proses, sistem, fungsi,
program / kegiatan OFD.............pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten /Kota. ....... Tahun....... Audit dilaksanakan sesuai dengan
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Nasional Asosiasi APIP Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan kami
vakin bahwa audit tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk
menyimpulkan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,
memberikan saran perbaikan vang diperlukan untuk perbaikan pengelolaan
risiko dan proses pengendalian intern serta tata kelola pemerintahan.

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan scbagai berikut:

BAGIAN PERTAMA SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAGIAN KEDUA URAIAN HASIL AUDIT
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Berdasarkan hasil Audit terhadap...........ocooeanen (area, proses, sistem, fungsi,

program/ kegiatan OP[) Tahun Anggaran ....... per (tanggal cut off ruang
lingkup audit) di Provinsi / Kabupaten /Kota sesuai

Surat Perintah Tugas Inspektur (Provinsi/ Kabupaten /Kota)

NOmOr &....ocounvanss Tanggal..............., diperoleh simpulan sebagai berikut:

D=1,

Demiloan kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah tindak
lanjut yang diperiukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapktan terima kasih.

Inspekiur Daerah
Kabupaten Lingga

111111111111111111111111111111111111111
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BAGIAN KEDUA
URAIAN HASBIL AUDIT

BAB | INFORMASI UMUM
1. Dasar Aundit

Audit dilaksanakan dengan dasar sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarnan Pemerintah Daerah;

b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan atns Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor

c. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggarann Pemenntahan Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Dacrah Tahun 2017,

e. Peraturam Kepala Daerah....[Provinsi/ Kabupaten / Kota) Nomor....
Tahun.... tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi/ Kabupaten /Kota ;

{. Peraturan Gubemur/Bupati/Walikota Nomor.... Tahun. Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Tata Kerja (OPD
auditi);

g. Surat Perintah Tugas Inspektur (Provinsi/Kabupaten/Kota] Nomor ......

2. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab

a. Tujuan Audil
Menilai ketmatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan
dan proscdur yvang berlaku serta peraturan terkait vang telah ditctapkan
alas arca, proscs, sistem, fungsi, program/kegiatan.

b. Metodologi Audit
Melakukan penilaan ketaatan melalul perolehan bukti, wawancara,
obscrvasi, kuesioner, dsb.

c. Batasan Tanggung Jawab
Tanggung jawab auditor dalam kegiatan ini terbatas pada memberikan
kevakinan vang memadai atas kebenaran dokumen, bukt pendukung,
pemberian simpulan dan saran yang diberikan.
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Tanggung jawab sccara formal dan material dari output atas kegiatan imi
merupakan tanggungjawab audiu,

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit

a. Sasaran Audit
Menilai ketantan terhadap peraturan perundang-undangan alas area,
proses, sistem, fungsi, program (kegatan yang difokuskan pada area yang
terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atus
arca, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan........ .+ BETlA  untuk
memberi saran perbaikan untuk penguatan pengendalian.

b. Ruang lingkup Audit
Ruang lingkup audit meliputi seluruh aktivitas kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, penyaluran/penggunaan dana, monitoring dan evaluasi
(pelaporan) arca, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Tahun
Anggaran

€. Periode Audit
Tahun Aggaran ........ (tanggal bulan tahun) sampai dengan (langgal bulan
tahun)

dibiayai dengan ......... dengan sasaran ............

Kegatan ....... (OPD) Tahun Anggaran ...... yang terkait dengan Program
casisnnaens Bdalah berupn (nama kegiatan),

¢. Lokasi Program dan Alokasi Dana
Program ............. Tahun Anggaran ...... dilaksanakan pada sesuai dengan
cersererninnnss (pETAlUran perundang-undangan, kebipjakan, dan prosedur
yang berlaku) tentang ......... Alokasi dana dalam pelaksanaan area,
pruoses, sistem, fungsi, program/kegiatan tersebut berasal dari..........
{alokasi dana dalam DPA)

d. Sumber Dana
Sumber dana pembiayaan Program ............... pada ..............[.OPD) Tahun

Anggaran adalah:
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No Uraian Nilai (R1>] Keterangan
Pembiaynan

Il | Rekening
Khusus

Loan AITB (004- KKK
IDN

2). | APBN/APBD
a). APBN
b). APBD

il

Biava
Administrasi

Program

3). | Swadaya
Masvarakat

Jumiah XXXX

. Struktur Organisasi
Struktur organisasi .............. (OPD) Tahun Anggaran .....vang ditetapkan

sesuai SR ... tanggal  ........... ten  tang Pengangkatan
Atasan/Pembantu  Awasan/ Awssan Langsung Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Kabupaten/Kowa di

1. Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang :
2. Prejubal Pembuat Komitmen :

3. Pejabat Penandatangan SPM :
4. Bendahara Pengeluaran ;

5. Penilaian atas Struktur Pengendalian Intern
Menurut penilaian kami, sistem pengendalian intern atas Program ..............
di Provinsi/Kabupaten/Kota............. sccara keseluruhan beradn pada level
....... (belum  ada/nntisan/terdefinisi/terkelola dan  terukur/optimum)
Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen pengendalian
adalah schagai berikur:
a. Lingkungan Pengendalian
Menurut penilaian kami, lingkungan pengendalinon program berada pada
level [belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum),
yang terlihat dari:
1.
2.
3. Dst.
Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian pengendalian
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..

adalah

Penilaian Risiko

Menurut penilaian kami, penilaian risiko program berada pada level
(belum ada/ nintisan / terdefinisi/ terkelola dan terukur /optimum), yang
terlihat dari:

1.

2.

3. Dst.

Kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian penilaian risiko adalah
Aktivitas Pengendalian

Menurut penilaian kami, aktivitas pengendalian program berada pada
level ([belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum),
vang terlihat dan:

1.

- R

3. Dst.

Beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian aktivitas
pengendalian adalah:

Li

2.

3. Dst.

Informasi dan Komunikasi

Menurut penilnian kami, informasi dan komunikasi program berada pada
level [belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum),
yang terlihat dari:

L

d.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai
dari hasil pengujian informasi dan komunikasi, yaitu ...............
Monitoring

Menurut penilaian kami, monitoring terhadap program berada pada level
(belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum), vang
terlihat darm:

1.

2.
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3. Dst.

Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan yang dijumpai dari hasil
pengujian monitoring, Vaitu ...

Hasil penilaian sistem pengendalian intern program secara lebih rinc
disajikan pada Form .......................

BAB II HASIL AUDIT
1. Penilaian atas Ketaatan terhadap Ketentuan (area, proses, sistem, fungsi,

Menurut  penilaian  kami, peloksanaan (area, proses, sistem, fungsi

program [ kegiatan] ......... i telah (sesuai/tidaksesuai) dengan......

(peraturan perundang-undangan, kebijakan,dan prosedur vang berlaku)

dengan rincian sebagai berikult:

(1)Ketaatan atas Loan Agreement
Menurut penilaian kami, terdapat/tidak terdapat ketidaktaatan®) vang
signifikan yang berupa:

(uraikan kebaikan/hal-hal yang positip dan menyimpang dari ketentuan

dalam loan/ grant agreement! yang menyangkul masing-masing

aspek/ lingkup berikut):

a. Kesesuaian peruntukan/penggunaan dana dengan  kriteria/
persyaratan dalam NPPHLN;

b. Kebenaran/ kesesuaian dalam proporsi pendanaan dengan yang
ditentukan dalam loan/ grant agreemeni;

c. Keabsahan feligibilitas) pengeluaran-pengeluaran keuangan proyek
fberkenaan dengan kelengkapan dokumen pengajuan dan persyaratan
pembayaran seperti persyaratan NOLJ;:

d. Penyimpangan dalam prosedur pengadaan barang/ jasa dan yang telah
ditetapkan dalam loan/ grant agreement atau guidelines ypang
ditetapkan pihak lender! grantor.

(2)Ketantan Dalam Pelaksanaan Prosedur Pengadaan Bahan/ Alat secarn
(11,1111 | memadai. (Berikan penjelasan atas hal yang positif dan
kelemahan yang terjadi, apakah telah sesuni dengan Pedoman Teknis)

a. Rencana pengadaan

LT T PEEER ST PR S | PP PP [T T el e o B ke A B W i e Bk B

(3)Ketaatan Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana memadai. (Berikan

penjelasan kondisi yang terjadi bark kebaikan (hal yang positip)| maupun
158




kelemahannya jika ada hambatan pelaksanaan/ pembayaran kontrak)
Misal:

Hasil pekerjaan fisik sarana lingkungan teleh dilakukan sertifikasi
pekerjaan oleh BKM/UPL, Fasittator Teknik, Konsullan (TA Infrastrukiur,
Askot Infrastruktur), namun dalam pelaksanaannya dst

Hasil penilman  ketaatan sccara  Jebih  rnci disajikan  pada

Kesesuaian Output dengan Tujuan Program
Pada umumnya  hasil |kegiatan Program ... pada......
(Provinsi / Kabupaten /Kota] wahun ..... (telah/tidak sesuai) dengan tujuan

Temuan Hasil Audit
Berdasarkan Hasil Audit Ketaatan atas....... jarea, proses, sistem, fungsi,

program/ kegiatan) Tahun Anggaran pada (OPD) (Provins / Kabupaten /Kota],
terdapat kondisi sebagai berikut:

3. Dst.
Kondisi tersebut tidak sesual dengan (peraturan perundang-undangan,

kebijakan, dan prosedur yvang berlaku).
Hal ini disebabkan karena B AR Gy T s Akibatnya

s soan b ELLIRERL L IS S S S dns s sl s bl L) # -

Kepala .............. (OPD) telah sepakat dengan permasalahan tersebut dan
akan menindaklanjuti rekomendasi yang dibenkan.

Oleh karena itu, kami merckomendasikan kepada Kepala (OPD)
Provinsi / Kabupaten / Kola agar:

4. Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan

(Ungkapkan fika terdapat hal-hal penting lainnya yang periu diperhatikan)

Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnyn
Temuan audit tahun-tahun sebelumnya yvang belum ditindak lanjuti sampai
pelaksanaan audit ini berakhir tanggal ... adalah scjumlah kejadian dengan
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nilai sejumiah ..... Ringkasan tindak lanjut dan posisi saldo temuan sampai
dengan berakhimyn audit yaitu tanggal............... adalah sebagai berikut:

= Saldo temuan audit per ........... 20xx (saldo awal) kejadian

- Tindak lanjut tahun 20xx kejadian

~ Saldo temuan audit per .................. 20xx (saldo akhir} kejadian

Rincian tindak lanjut terdapat pada Form............ Untuk temuan yang tidak
ada tindak lanjutnya selama 5 tahun terakhir agar diuraikan kendalanya dan
langkah penanganannya.

(atau)

Audit ini merupakan initial audit, sehingga tidak terdapat temuan sudit
tahun sebelumnya.

Inspektur Dacrah
Kabupaten Lingga
DR ety i S T it
Tembusan;
1. Kepala Daerah (Gubemur fWalikota [ Bupati)..........

2. Sekretaris Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)..............

BUPATI LINGGA
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